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ABSTRAK 
 
PENGARUH SERTIFIKASI TANAH  PERTANIAN PRONA/PRODA 
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN 
WILAYAH PERI URBAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 1996 – 2007 
BERDASARKAN CITRA LANDSAT TM DAN ASTER 
 
Oleh: Ardhi Arnanto 
NIM. 09405247008 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh kepastian tingkat ketelitian hasil 
klasifikasi citra digital Landsat TM dan citra ASTER untuk interpretasi penggunaan 
lahan, (2) mengetahui klasifikasi desa-desa di wilayah peri urban, (3) mengetahui 
luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan (4) mengetahui pengaruh 
sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi 
non pertanian wilayah peri urban di Kabupaten Bantul. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasi dengan menggunakan 
bantuan aplikasi teknik  penginderaan jauh digital dan SIG. Populasi untuk uji 
ketelitian klasifikasi dalam penelitian ini adalah unit-unit penggunaan lahan di 
wilayah peri urban Kabupaten Bantul, sebanyak 414 poligon dari hasil klasifikasi 
citra Landsat TM dan 2066 poligon dari hasil klasifikasi citra ASTER. Teknik 
sampling untuk uji ketelitian adalah proporsional dan purposive sampling, jumlah 
sampel ditentukan berdasar Formula Fitzpatrick Lins sebanyak 60 sampel. Populasi 
untuk uji statistik adalah unit-unit lahan pertanian di desa-desa yang mendapatkan 
PRONA/PRODA, sebanyak 12.856 piksel. Seluruh populasi digunakan untuk 
keperluan analisis statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi dan klasifikasi citra digital dengan metode contextual and 
multisource classification. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji 
ketelitian hasil interpretasi dengan Confusion Matrix Calculation, analisis SIG 
(Overlay), serta analisis tabulasi silang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil klasifikasi citra digital Landsat 
TM tahun 1996 dan ASTER tahun 2007 mempunyai tingkat ketelitian 89,57% dan 
92,20%; (2) Desa-desa yang termasuk dalam wilayah peri urban pada tahun 1996 
terdapat 11 desa, pada tahun 2007 menjadi 13 desa; (3) Alih fungsi lahan pertanian 
yang terjadi di wilayah peri urban, yaitu Desa Wirokerten 1,64 %, Desa 
Bangunharjo 2,60 %, Desa Bangunjiwo 4,87 %, Desa Banguntapan 3,81 %, Desa 
Baturetno 4,17 %, Desa Ngestiharjo 4,16 %, Desa Panggungharjo 2,46 %, Desa 
Potorono 2,19 %, Desa Singosaren 2,04 %, Desa Tamanan 4,84 %, Desa 
Tamantirto 5,33 %, dan Desa Tirtonirmolo 3,15 %; (4) Terdapat 2 desa dengan 
rata-rata penyusutan lahan pertanian per tahun dengan klasfikasi rendah, 6 desa 
dengan klasifikasi sedang, dan 5 desa dengan klasifikasi tinggi; dan (5) analisis 
statistik dengan tabel silang menunjukkan bahwa status tanah tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi 
non pertanian, hal ini ditunjukkan dengan besar selisih lahan pertanian yang tidak 
berubah pada lahan bersetifikat dan belum bersertifikat selama tahun 1996 hingga 
2007 hanya sebesar 5,48%. 
 
Kata Kunci: Sertifikasi Tanah Pertanian, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Wilayah Peri  
                     Urban 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi sarana dan prasarana perkotaan yang relatif lebih baik dari 
daerah perdesaan mendorong berbagai kegiatan ekonomi tumbuh di daerah 
ini. Pusat perkantoran, perdagangan, industri, maupun jasa tumbuh dengan 
pesat. Kesempatan kerja yang tercipta menjadi magnet bagi penduduk dari 
luar kota untuk mendapatkan pekerjaan di daerah perkotaan. Hal ini membawa 
permasalahan demografi di daerah perkotaan, pertumbuhan penduduk 
perkotaan menjadi tinggi. 
Pertumbuhan penduduk kota-kota di Indonesia yang terus-menerus dan 
tergolong tinggi, membawa konsekuensi spasial yang serius terhadap 
kehidupan kota, yaitu adanya kebutuhan akan ruang (space) yang semakin 
tinggi pula, terutama untuk kebutuhan permukiman. Jika pada tahun 1980-an 
perbandingan penduduk desa dan kota masih 80% dan 20%, saat ini 
perbandingan penduduk desa dan kota telah mencapai 58% dan 42% dengan 
rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,82% (BPS, 2010). Sebagian besar 
kota-kota di Indonesia mengalami permasalahan yang serius dalam memenuhi 
kebutuhan akan ruang yang terus meningkat, sementara itu ketersediaan ruang 
terbuka yang masih memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut 
sangat terbatas. 
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Hal ini menyebabkan dampak negatif bagi kondisi perkotaan, 
munculnya permukiman kumuh tidak akan terhindarkan lagi karena kebutuhan 
ruang yang tidak mampu terpenuhi. Keberadaan lingkungan kumuh ini 
membawa beberapa aspek negatif terhadap lingkungan kota, baik aspek 
spasial, lingkungan biotik, lingkungan abiotik, lingkungan sosial, lingkungan 
ekonomi, dan lingkungan budaya. Bertambahnya jumlah penduduk juga 
memicu meningkatnya kegiatan penduduk karena tuntutan kehidupan 
masyarakat. Keterbatasan ruang menyebabkan kebutuhan ruang harus 
dipenuhi oleh daerah-daerah yang ada di pinggiran kota (peri urban). Hal ini 
menyebabkan alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi non pertanian di 
wilayah tersebut terjadi secara intensif. Menurut data Badan Pertahanan 
Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tahun 2007, lahan pertanian di Pulau 
Jawa masih sekitar 4,1 juta hektar, namun berdasarkan audit lahan yang 
dilakukan Kementan tahun 2010, didapatkan data yang sudah berubah drastis 
menjadi 3,5 juta hektar. 
Yogyakarta sebagai salahsatu kota di Pulau Jawa juga mengalami 
permasalahan alih fungsi lahan pertanian, ekonomi yang berbasis pada 
pendidikan dan pariwisata tumbuh dengan pesat seiring peningkatan sarana 
dan prasarana kota, terdapat 2872 institusi pendidikan dari tingkat sekolah 
dasar hingga perguruan tinggi (BPS, 2010). Kota tujuan pariwisata kedua di 
Indonesia setelah Bali dengan obyek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan 
asing maupun domestik sangat beragam dan jumlahnya mencapai 23 tempat 
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dengan pengunjung pada tahun 2006 sebanyak 654.502 orang (Profil Kota 
Yogyakarta, 2006). 
Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi kebutuhan ruang untuk 
mendukung kegiatan tersebut. Ruang di dalam kota yang sudah tidak mampu 
menampung menyebabkan pembangunan permukiman dan sarana kegiatan 
baru mengambil lahan di daerah-daerah yang masih kosong di daerah 
pinggiran kota (peri urban). Pertambahan penduduk yang terjadi akibat 
pembangunan yang pesat di Kota Yogyakarta dan sekitarnya menyebabkan 
perbedaan kepentingan terhadap lahan, terutama kepentingan untuk 
mencukupi kebutuhan pangan dan kepentingan non pertanian. Hal ini 
membawa konsekuensi alih fungsi lahan pertanian wilayah peri urban di 
Kabupaten Bantul yang terjadi cukup intensif,  data tahun 2007 luasan sawah 
menunjukkan 16.123 ha sedangkan pada tahun 2009 luasan sawah 
menunjukkan 16.046 ha, terjadi alih fungsi lahan persawahan sebesar 77 ha 
(BPN RI, 2010). Disamping itu adanya kebijakan yang menjadikan kawasan 
ring road selatan sebagai kawasan perkembangan kota menuju sektor 
perdagangan dan jasa, berpengaruh terhadap kawasan peri urban. 
Selama ini tingkat produksi pangan sudah cenderung berkurang akibat 
laju alih fungsi lahan sawah. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2004 hingga 2006 
produksi padi mengalami penurunan dari produksi 154.443 ton pada tahun 
2004 menjadi 145.106 ton pada tahun 2006 (BPS, 2006). Dampak lebih lanjut 
dari alih fungsi lahan ke non pertanian akan mengancam persediaan bahan 
pangan di wilayah Bantul, lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Bantul 
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merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup 
tinggi dengan didukung irigasi teknis pada sebagian besar areal persawahan 
yang ada. Proporsi penggunaan lahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada 
tabel 1. 
       Tabel 1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase 
1. Kebun campur 16.602,4557 32,76 
2. Sawah 16.046,22 31,66 
3. Tegalan 6.637,39 13,10 
4. Permukiman 3.810,78 7,52 
5. Hutan 1.385,00 2,73 
6. Tanah tandus 573,00 1,13 
7. Lain-lain 5.630,21 11,11 
 Jumlah 50.685,06 100 
Sumber : BPN ; 2009 
Kompetisi lahan yang memang tidak berimbang memerlukan 
pengawasan dan pengaturan agar masing-masing kepentingan dapat berjalan 
secara berkelanjutan (sustainable). Pelaksanaan pengawasan yang kurang baik 
menyebabkan kepentingan untuk mempertahankan lahan-lahan yang 
menghasilkan pangan menjadi terabaikan, akibatnya potensi ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan akan sangat mungkin terjadi. 
Pengendalian alih fungsi lahan secara teoritis dapat dilakukan dengan 
memberikan insentif yang besar kepada petani agar mereka tidak menjual atau 
mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Pendekatan ini membutuhkan dana 
yang sangat besar karena perbandingan landrent untuk penggunaan pertanian 
dan non pertanian sekitar 1 : 500 dan 1 : 622 untuk kawasan industri dan 
kawasan perumahan (Nasoetion dan Winoto :1996). Model pendekatan seperti 
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ini tidak digunakan di Indonesia, pendekatan pengendalian yang digunakan 
baru sebatas pendekatan hukum (law enforcement), termasuk peraturan 
mengenai pelaksanaan sertifikasi lahan-lahan pertanian.  
Kegiatan pendaftaran tanah menjadi instrumen penting dalam sertifikasi 
lahan pertanian sebagai administrasi pertanahan. Lahan pertanian yang 
disertifikasi harus memenuhi persyaratan minimal selama 5 tahun tidak boleh 
dialihfungsikan ke non pertanian. Dengan proses sertifikasi kurang lebih 
memakan waktu 7 bulan, keuntungan yang diperoleh petani dari sertifikasi 
lahan adalah status kepemilikan tanah yang menjadi kuat dan legal, selain itu 
sertifikat juga dapat dipergunakan sebagai agunan pinjaman modal usaha di 
bank. Kegiatan sertifikasi lahan membutuhkan ketersediaan informasi spasial 
yang akurat dan aktual, seperti ketersediaan peta pendaftaran tanah dan peta 
penggunaan lahan. 
Kebutuhan data spasial sebagai sarana administrasi, pengawasan 
(monitoring), dan pengendalian dapat memanfaatkan kemajuan teknologi 
pemetaan yang telah berkembang dengan pesat. Data yang menunjukkan 
perubahan penggunaan lahan masa lalu dengan aktual oleh masyarakat dapat 
diperoleh dengan relatif cepat dan lengkap melalui pengolahan data digital 
penginderaan jauh. 
Pemanfaatan citra satelit untuk pengelolaan sumberdaya alam sudah 
banyak dilakukan di Indonesia. Citra Landsat TM (Thematic Mapper) 
merupakan salahsatu citra multispekstral yang biasa digunakan di Indonesia. 
Citra ini merupakan citra dengan resolusi sedang yaitu 30 meter, terdiri dari 7 
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saluran dan 2 saluran tambahan. Namun pada tahun 2004 sensor TM yang 
terpasang pada satelit Landsat 5 mengalami kerusakan sehingga data yang 
dihasilkan tidak sempurna, timbul baris-baris data piksel yang hilang (strip 
line). Hilangnya data menyebabkan citra tidak bisa dianalisis menggunakan 
klasifikasi multispektral. Beberapa penelitian mengkombinasikan pemanfaatan 
citra Landsat TM dengan ASTER (Sensor Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer) untuk mengatasi kendala kerusakan data 
pada sensor TM setelah tahun 2004.  
Sensor ASTER dikembangkan untuk pengawasan permukaan bumi oleh 
Ministry of Economy, Trade and Industry (Jepang) yang diluncurkan oleh 
platform Amerika yang bernama Terra. Citra yang dihasilkan terdiri dari 14 
saluran yang bekerja pada 3 spektrum. Spektrum VNIR (Visible Near 
Infrared) dengan resolusi spasial 15 meter, spektrum SWIR (Short 
Wavelength Infrared) dengan resolusi spasial 30 meter, dan TIR (Thermal 
Infrared Radiation) dengan resolusi spasial 90 meter. Meskipun demikian 
pemanfaatan citra tersebut untuk daerah penelitian ini masih sangat jarang 
sehingga belum diketahui secara pasti ketelitian hasil dari klasifikasi 
multispektralnya. 
Data penginderaan jauh mampu  menampilkan gambaran permukaan 
bumi secara lengkap, termasuk di dalamnya data penggunaan lahan tetapi 
kelengkapan data tersebut belum bisa dimanfaatkan sebelum adanya ekstraksi 
data sesuai keperluan. Untuk  itu diperlukan pengolahan citra digital dengan 
analisis  klasifikasi multispektral, dalam hal tujuan pembuatan peta perubahan 
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penggunaan lahan maka diperlukan klasifikasi multispektral sesuai dengan 
sistem klasifikasi tertentu. Untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian 
menjadi non pertanian dapat dilakukan klasifikasi multispektral pada citra 
multitemporal, yakni citra yang menggambarkan data permukaan bumi yang 
sama lokasinya tetapi berbeda waktu perekamannya sehingga akan didapatkan 
perubahan penggunaan lahannya. Data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah citra Landsat TM tahun 1996 dan ASTER tahun 2007. 
Penggabungan data citra Landsat TM dan ASTER digunakan untuk mengatasi 
permasalahan kerusakan sensor pada satelit Landsar TM seperti yang telah 
diuraikan di atas. Data citra Landsat TM paling lama yang bisa diperoleh 
adalah data Landsat TM yang direkam pada tahun 1996 dan data terbaru hasil 
perekaman sensor ASTER yang bisa diperoleh adalah perekaman pada tahun 
2007. Penggunaan lahan yang dihasilkan dari analisis klasifikasi multispektral 
kedua citra tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk mendapatkan informasi mengenai luasan dan 
laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Data spasial dalam 
bentuk digital sangat bermanfaat pengawasan dan perencanaan wilayah, 
namun pada kenyataannya kebanyakan wilayah-wilayah di Indonesia belum 
tersedia data spasial penggunaan lahan multitemporal yang sebenarnya sangat 
penting dalam usaha pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian. 
Ketersediaan data spasial digital, seperti peta pendaftaran tanah dan 
peta pengunaan lahan multitemporal akan sangat memudahkan instansi terkait 
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dalam penertiban dan penerbitan ijin alih fungsi lahan. Pengalihfungsian lahan 
pertanian tanpa ijin banyak terjadi akan dapat diminimalisir sehingga 
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan usaha pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian dapat berjalan dengan efektif. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan kenyataan 
bahwa penginderaan jauh menghasilkan data yang lengkap mengenai 
penggunaan lahan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul "Pengaruh Sertifikasi Tanah Pertanian PRONA/PRODA Terhadap 
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Wilayah Peri Urban 
Kabupaten Bantul Tahun 1996 – 2007 Berdasarkan Citra Landsat TM 
dan ASTER". 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 
sejumlah permasalahan sebagai berikut:  
1. Peningkatan aktivitas kota membawa konsekuensi kebutuhan ruang untuk 
mendukung kegiatan tersebut yang sudah tidak mampu dipenuhi oleh 
ketersediaan ruang di dalam kota. 
2. Praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Wilayah Peri 
Urban terutama di Bantul terjadi secara intensif. 
3. Implementasi kebijakan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi 
lahan pertanian masih sangat lemah. 
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4. Pengawasan (monitoring) pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum 
dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan instrumen. 
5. Ketelitian hasil klasifikasi citra digital Landsat TM tahun 1996 dan citra 
ASTER tahun 2007 untuk interpretasi penggunaan lahan wilayah peri 
urban di Kabupaten Bantul belum diperoleh secara pasti. 
6. Klasifikasi desa-desa di wilayah peri urban Kabupaten Bantul yang 
dihasilkan dari klasifikasi citra digital Landsat TM dan ASTER belum 
diketahui. 
7. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di daerah 
penelitian yang dihasilkan dari citra Landsat TM dan ASTER belum 
diketahui. 
8. Pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi penggunaan lahan 
pertanian menjadi non pertanian wilayah peri urban di Kabupaten Bantul 
belum diketahui secara pasti. 
9. Keterbatasan data spasial penggunaan lahan yang aktual di daerah 
penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam pengawasan (monitoring) alih 
fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 
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C. Batasan Masalah 
Berdasarkan urgensi masalah untuk dipecahkan dan ketertarikan 
peneliti, maka dari sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi tidak semua 
diteliti, tetapi dibatasi pada 5 masalah, sebagai berikut: 
1. Ketelitian hasil klasifikasi citra digital Landsat TM tahun 1996 dan citra 
ASTER tahun 2007 untuk interpretasi penggunaan lahan di Kabupaten 
Bantul belum diperoleh secara pasti. 
2. Klasifikasi desa-desa di wilayah peri urban Kabupaten Bantul yang 
dihasilkan dari klasifikasi citra digital Landsat TM dan ASTER belum 
diketahui. 
3. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di daerah 
penelitian yang dihasilkan dari citra Landsat TM dan ASTER belum 
diketahui. 
4. Pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi penggunaan lahan 
pertanian menjadi non pertanian wilayah peri urban di Kabupaten Bantul 
belum diketahui secara pasti. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat di 
rumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Seberapa besar ketelitian hasil klasifikasi citra digital Landsat TM tahun 
1996 dan citra ASTER tahun 2007 untuk interpretasi penggunaan lahan di 
Kabupaten Bantul? 
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2. Bagaimana klasifikasi desa-desa di wilayah peri urban Kabupaten Bantul 
yang dihasilkan dari klasifikasi citra digital Landsat TM dan ASTER? 
3. Seberapa luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di daerah 
penelitian yang dihasilkan dari citra Landsat TM dan ASTER? 
4. Bagaimana pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi 
penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian wilayah peri urban di 
Kabupaten Bantul? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Memperoleh kepastian tingkat ketelitian hasil klasifikasi citra digital 
Landsat TM tahun 1996 dan citra ASTER tahun 2007 untuk interpretasi 
penggunaan lahan di Kabupaten Bantul. 
2. Mengetahui klasifikasi desa-desa di wilayah peri urban Kabupaten Bantul 
yang dihasilkan dari klasifikasi citra digital Landsat TM dan ASTER. 
3. Mengetahui luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di 
daerah penelitian yang dihasilkan dari citra Landsat TM dan ASTER. 
4. Mengetahui pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi 
penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian wilayah peri urban di 
Kabupaten Bantul. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dalam hal : 
a. Pengembangan teknik pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk 
pengawasan alih fungsi lahan pertanian. 
b. Pengembangan teknik perhitungan luas dan analisis alih fungsi 
penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. 
2. Manfaat secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada 
pemerintah dalam hal : 
a. Sumbangan pemikiran dalam memahami permasalahan, pengendalian, 
dan penegakan kebijakan yang terkait dengan alih fungsi lahan 
pertanian menjadi non pertanian. 
b. Bahan sosialisasi kebijakan Pemda Kabupaten Bantul mengenai 
sertifikasi tanah pertanian, sehingga ketahanan pangan di daerah 
tersebut dapat berkelanjutan. 
c. Menambah nilai aplikatif konsep geografi, teknik penginderaan jauh 
dan SIG dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan. 
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3. Manfaat dalam Bidang Pendidikan 
Penelitian ini dapat menjadi bahan pengayaan dalam kurikulum 
mata pelajaran Geografi SMA kelas XII khususnya pada kompetensi dasar 
mempraktekkan ketrampilan dasar peta dan pemetaan. Penelitian ini juga 
relevan dengan kompetensi dasar menjelaskan pemanfaatan citra 
penginderaan jauh dan menjelaskan pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografis. 
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BAB  II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Deskripsi Teoritik 
1. Pengertian, Prinsip, dan Pendekatan Geografi 
a. Pengertian Geografi 
Beberapa definisi geografi telah disampaikan oleh berbagai 
pakar geografi, diantaranya: 
1) Geografi adalah ilmu yang menggunakan pendekatan holistik 
melalui kajian keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem serta 
historis untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur pola, 
fungsi dan proses interelasi, interaksi, interdependensi, dan 
hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, kenampakan atau 
kejadian dari kehidupan manusia (penduduk) kegiatanya atau 
budidayanya dengan keadaan lingkunganya di permukaan bumi, 
sehingga dari kajian tersebut dapat dijelaskan dan diketahui lokasi 
atau penyebaranya, adanya persamaan dan perbedaan wilayah 
dalam hal potensi, masalah, informasi geografi lainya, serta dapat 
meramalkan informasi baru atas gejala geografi untuk masa 
mendatang dan menyusun dalil-dalil geografi baru, serta 
selanjutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia 
(Widoyo Alfandi, 2001:81). 
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2) Menurut hasil seminar lokakarya di Semarang tahun 1988, 
geografi merupakan disipllin ilmu yang mengkaji persamaan dan 
perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, 
kelingkungan dan kewilayahan. 
3) Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-
gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa di muka bumi, baik 
secara fisik maupun menyangkut makhluk hidup beserta 
permasalahanya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan 
regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan 
pembangunan (Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo, 1986 : 10). 
b. Prinsip-Prinsip Geografi 
Prinsip geografi menjadi dasar pada uraian, pengkajian dan 
pengungkapan gejala variabel, faktor dan masalah geografi, Prinsip 
geografi terdiri dari 4 macam, yaitu: 
1) Prinsip Penyebaran 
Gejala dan fakta geografi baik berkenaan dengan alam 
maupun manusia tersebar di permukaan bumi. Penyebaran tadi 
tidak merata dari satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan 
melihat penyebaran gejala dan fakta, kita dapat mengungkap 
persoalan yang berkenaan dengan gejala dan fakta tersebut. 
Dengan melihat dan menggambarkan gejala pada peta, kita dapat 
mengungkapkan hubuganya satu sama lain, sehingga dapat untuk 
meramalkanya lebih lanjut. 
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2) Prinsip Interelasi 
Prinsip Interelasi ini secara lengkap adalah Interelasi dalam 
ruang. Setelah melihat penyebaran gejala dan fakta tersebut dalam 
ruang, maka akan diungkap pula hubungan satu sama lain. 
Hubungan yang diungkap adalah antara faktor fisis  dengan fisis, 
faktor manusia dengan manusia, dan antara faktor fisis dengan 
manusia. Dari hubungan itu dapat diungkap karakteristik gejala 
atau fakta geografi di wilayah tertentu. 
3) Prinsip Deskripsi 
Prinsip Deskripsi merupakan suatu prinsip untuk 
memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang 
sedang  dipelajari. Prinsip ini tidak hanya dilaksanakan dengan 
kata-kata dan peta, melainkan dengan menggunakan diagram, 
grafik dan tabel. Bentuk-bentuk deskripsi tadi akan memberikan 
penjelasan dan kejelasan tentang apa yang sedang dipelajari. 
Dalam kerangka kerja geografi, prinsip deskripsi tidak dapat 
ditinggalkan.  
4) Prinsip Korologi 
Prinsip Korologi merupakan prinsip geografi yang 
komprehensif, karena memadukan prinsip-prinsip yang lain. 
Dalam prinsip ini, gejala fakta dan masalah geografi ditinjau dari 
penyebaran, interelasi, dan interaksinya dalam ruang. Faktor sebab 
dan akibat terjadinya suatu gejala dan masalah, selalu terjadi dan 
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tidak dapat dilepaskan dari ruang yang bersangkutan. Prinsip 
korologi meperhatikan penyebaran, interelasi dan interaksi. Segala 
unsur atau segala komponen di permukaan bumi sebagai suatu 
ruang yang membentuk kesatuan fungsi (Nursid Sumaatmadja, 
1981: 42-45). 
Penelitian ini mencoba mengkaji fenomena geografi dengan 
prinsip interelasi dan deskripsi. Hubungan manusia dengan lahan 
menyebabkan fenomena geografi tertentu, dalam hal ini adalah alih 
fungsi lahan pertanian. Kebutuhan penduduk perkotaan akan ruang 
untuk kegiatan jasa, perdagangan, industri, dan permukiman membuat 
terjadinya alih fungsi lahan di daerah peri urban dikarenakan ruang di 
dalam kota sudah tidak mampu menampung lagi. Fenomena ini 
kemudian deskripsikan dalam bentuk tulisan, tabel, diagram, dan peta. 
c. Pendekatan Geografi 
Geografi seperti ilmu-ilmu lainya memiliki karakteristik yang 
membedakanya dengan disiplin ilmu lain, Hadi Sabari Yunus (2010) 
mengungkapkan dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan utama, 
yaitu : 
1) Pendekatan Keruangan (Spatial Approach) 
Suatu pendekatan untuk memahami gejala tertentu agar 
mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media 
ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama 
dalam setiap analisa. 
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2) Pendekatan Ekologis (Ecological Approach) 
Suatu pendekatan untuk memahami keterkaitan antar 
organisme (dengan lingkungan biotiknya) dan organisme dengan 
lingkungannya (keterkaitan dengan lingkungan abiotiknya). 
3) Pendekatan Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach) 
Suatu pendekatan geografi yang analisisnya digunakan 
dalam penelitian dan perencanaan berdasarkan potensi, identitas, 
dan interdependensi wilayah. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan ekologis. Pendekatan ini untuk memahami keterkaitan 
organisme dengan lingkungan abiotiknya, dalam hal ini adalah 
aktivitas manusia yang terkait dengan kebijakan pertanahan yang 
digunakan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Kebutuhan 
lahan non pertanian yang semakin besar untuk memenuhi aktivitas 
manusia di wilayah perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan 
pertanian menjadi non pertanian sehingga membutuhkan instrumen 
pengendalian, dalam hal ini adalah sertifikasi tanah pertanian. 
2. Lahan dan Penggunaan Lahan 
Dalam studi lahan terdapat dua istilah yang serupa tetapi memiliki 
makna berbeda karena perbedaan konteks, yakni tanah (soil) dan lahan 
(land) (Malingreau dan Rosalia, 1996:15). Istilah tanah sebenarnya 
merupakan pemaknaan dalam dimensi yang lebih sempit dari lahan, 
karena lahan secara konseptual tidak hanya berarti tanah dalam pengertian 
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sebagai media tempat tumbuhnya tanam-tanaman, tetapi lahan merupakan 
sebidang tanah yang telah memiliki makna luas dalam konteks sosial, 
namun dalam penelitian ini istilah tanah yang digunakan merupakan 
padanan dari istilah lahan (land), hal ini mengacu pada istilah teknis yang 
digunakan pada Badan Pertanahan Nasional serta mengacu pada istilah 
tanah yang digunakan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
Tahun 1960. 
Istilah penggunaan tanah/lahan (land use), juga seringkali dipakai 
berdampingan dengan istilah tutupan lahan (land cover). Kedua istilah ini 
berbeda, penggunaan lahan digunakan sebagai istilah untuk menyebut 
segala jenis kenampakan di permukaan bumi yang sudah dikaikan dengan 
aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahannya, sedangkan penutup 
lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi 
yang ada pada lahan tertentu (Bambang Saeful Hadi, dalam Melania 
Swetika Rini, 2010 :14). Menurut PMNA/KBPN No.1 tentang Pedoman 
Pemetaan Penggunaan Tanah, pengertian dari penggunaan lahan adalah 
wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara lingkungan buatan 
maupun secara lingkungan alami. Menurut Lindgren dalam Sutanto 
(1986:2), penggunaan lahan adalah semua jenis penggunaan atas lahan 
oleh manusia yang meliputi penggunaan untuk pertanian hingga lapangan. 
Penggunaan lahan berbeda dengan tata guna lahan.  
Perbedaannya adalah: (1) penggunaan lahan bersifat umum, tata 
guna lahan bersifat rinci; (2) penggunaan lahan menjawab pertanyaan” 
untuk apa lahan digunakan, (misalnya jawabannya untuk sawah), tata guna 
lahan menjawab pertanyaan bagaiman cara penggunaannya (misalnya 
 
 
20 
 
sawah, bagaimana penggarapannya, irigasinya, pemupukaannya dan 
sebagainya; dan (3) rumah mukim, apartemen dan sebagainya merupakan 
kategori penggunaan lahan, sedang daerah permukiman merupakan 
kategori tata guna lahan, karena menyangkut informasi yang lebih rinci 
tentang jalan, aktivitas jasa, saluran pengatus dan sebagainya (Sutanto, 
1986:2). 
 
3. Klasifikasi Penggunaan Lahan 
Mengklasifikasikan adalah menetapkan objek-objek, kenampakan, 
atau unit-unit menjadi kumpulan, didalam suatu sistem pengelompokan 
yang dibeda-bedakan berdasarkan sifat yang khusus atau berdasarkan 
kandungan isinya. 
Fungsi utama dari kumpulan yang kompleks menjadi kelompok-
kelompok yang dapat diperlukan sebagai unit-unit yang seragam untuk 
keperluan yang khusus. Sehingga tujuan menentukan kriteria dari 
klasifikasi, “suatu sistem klasifikasi adalah sekedar penemuan manusia, 
disusun untuk menyesuaikan dengan keperluan manuasi” (Malingreau, 
1978 : 17). 
Interpretasi  penggunaan lahan merupakan bagian  yang penting  
dalam studi aspek kekotaan, karena penggunaan lahan memiliki 
keterkaitan yang sangat erat dengan aspek perencanaan, pemantauan dan 
perkembangan fisik kota.  Data penggunaan/tutupan lahan pada tingkat 
kedetailan tertentu dapat disadap dari citra Landsat TM dan ASTER secara 
mudah, dan perubahannya dapat diketahui dari citra multitemporal. Untuk 
dapat melakukan klasifikasi multispektral diperlukan panduan kerja 
berupa sistem klasifikasi penggunaan lahan/tutupan lahan. Ada berbagai 
macam sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 
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menurut Jerzy Kostrowicki, IGU, I Made Sandy, dan USGS (dalam 
Sutanto,1986:11-28).  
Di antara klasifikasi penggunaan lahan yang populer digunakan 
adalah: 
a. Jerzy Kostrowicki (dalam Sutanto, 1986:11) 
Mengemukakan lima kelas besar penggunaan lahan yang 
masing-masing masih dapat dirinci. Lima kelas penggunaan lahan 
tersebut meliputi: 
1) Lahan Pertanian (Agricultural land) yang terbagi menjadi 
Cropland/Arable land, Perennial crop, Grassland. 
2) Lahan hutan (Woodland) 
3) Perairan (Waters) 
4) Permukiman (Settlements) 
5) Lahan tidak produktif (Unproduktive land) 
b. International Geography United (IGU) (dalam Sutanto, 1986:11) 
Membagi lahan menjadi 9 kelas penggunaan lahan, yakni: 
1) Permukiman dan lahan pertanian lainnya 
2) Lahan tidak produktif  
3) Lahan holtikultura 
4) Tumbuhan dan tanaman perennial lain  
5) Lahan pertanian (Crop land) 
6) Improved permanent pasture 
7) Improved grazing land 
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8) Swamps and marshes  
9) Lahan hutan (Woodland) 
c. I Made Sandy  
Sistem klasifikasi oleh I Made Sandy (dalam Sutanto, 1986:23) 
merupakan sistem klasifikasi berjenjang yang surveinya dilakukan 
dengan cara terestris. Adapun sistem klasifikasi tersebut  klasifikasi 
penggunaan lahan kota di bagi menjadi 6 kelas, sebagai berikut: 
1) Tanah perumahan: rumah, lapangan, rekreasi, kuburan 
2) Tanah perusahaan: pasar, toko, bank, bioskop, hotel, tukang cukur, 
stasiun bis, stasiun kereta api. 
3) Tanah industri: pabrik, percetakan 
4) Tanah untuk jasa: kantor pemerintahan, gedung-gedung untuk 
ibadah, rumah sakit, apotik. 
5) Tanah kosong yang sudah dipentukan: tanah kosong yang sudah 
dipatok tetapi belum didirikan bangunan. 
6) Tanah kosong 
d. United State Geological Survey (USGS)  
Sistem klasifikasi USGS yang dikembangkan oleh Anderson 
merupakan sistem klasifikasi berjenjang yang terutama mendasarkan 
datanya pada citra penginderaan jauh (Sutanto, 1986:28). Adapun 
sistem klasifikasi tersebut secara lengkap tertera pada tabel 2. 
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Tabel 2. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut USGS 
No Tingkat I Tingkat II Tingkat III 
1 Kota daerah 
bangunan 
Permukiman Unit satu keluarga 
Unit multikeluarga 
Daerah permukiman 
kelompok 
Hotel permukiman
Rumah dapat berpindah 
Penginapan sementara 
Lain-lain 
Perdagangan dan jasa  
Industri 
Trasportasi, komunikasi, umum 
Komplek industri dan perdagangan 
Campuran kota dan daerah bangunan 
Kota dan daerah bangunan lain 
2 Lahan 
pertanian 
Tanaman semusim dan lahan rumput 
Kebun buah-buahan, pembibitan 
Pengusahaan pangan ternak 
Lahan pertanian lain 
3 Peternakan Peternakan dengan tanaman merambat 
Peternakan semak dan gerumbul 
Peternakan campuran 
4 Lahan hutan Lahan hutan berdaun lebar 
Lahan hutan selalu hijau 
Lahan hutan campuran 
5 Air Sungai dan kanal 
Danau 
Reservoir 
Teluk dan muara 
6 Lahan basah Lahan hutan basah 
Lahan basah tak berhutan 
7 Lahan 
gundul 
Dataran garam kering 
Pantai 
Daerah pasir selain pantai 
Batuan singkapan gundul 
Pertambangan  
Daerah trasisi 
Lahan gundul campuran 
8 Tundra Tundra dengan tanaman merambat 
Tundra semak belukar 
Tundra dengan lahan gundul 
Tundra dengan basah 
Tundra campuran 
9 Salju/ es 
abadi 
Padang salju 
  Gletser 
 Sumber: Sutanto (1986 : 25-29) 
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Sistem klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sistem klasifikasi penggunaan lahan perdesaan 
menurut Norma, Standar, Pedoman, dan Mekanisme (NSPM) Survey dan 
Pemetaan Tematik Pertanahan Tahun 2009 dengan sedikit perubahan 
(disesuaikan dengan kondisi penggunaan lahan di daerah penelitian), yaitu 
sebagai berikut : 
1) Permukiman perdesaan 
2) Permukiman perkotaan 
3) Industri 
4) Pertambangan 
5) Persawahan 
6) Pertanian tanah kering semusim 
7) Kebun 
8) Perkebunan 
9) Padang rumput/sabana 
10) Hutan 
11) Perairan darat 
12) Tanah terbuka 
Dari berbagai klasifikasi yang telah dikemukakan di atas masing-
masing memiliki kekurangan dan kelebihan, misalnya klasifikasi menurut 
I Made Sandy lebih sesuai untuk pemetaan secara terestrial. Sementara 
klasifikasi menurut USGS dan Sutanto, lebih sesuai untuk pemetaan 
menggunakan citra penginderaan jauh (Melania Swetika Rini, 2010 : 20). 
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Pertimbangan standar data yang digunakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional RI, maka dalam penelitian ini klasifikasi penggunaan lahan yang 
digunakan adalah klasifikasi berdasarkan NSPM Survey dan Pemetaan 
Tematik Pertanahan Tahun 2009. Wilayah peri urban  yang merupakan 
daerah peralihan, dengan penggunaan lahan yang bersifat kekotaan dan 
kedesaan sehingga penyesuaian klasifikasi penggunaan lahan diperlukan 
untuk mengakomodasi kondisi di wilayah tersebut. 
4. Wilayah Peri Urban (WPU) 
a. Pengertian Wilayah Peri Urban 
Istilah peri urban merupakan istilah yang berasal dari bahasa 
Inggris yang sudah sangat umum dikenal, dalam penelitian ini istilah 
peri urban akan selalu digunakan karena belum ditemukan padanan 
istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa wilayah peri 
urban mempunyai makna sebagai suatu wilayah yang berada di 
sekitar kota (Yunus, 2008 : 11). 
Makna kata sekitar sangat tidak jelas luasannya, maka perlu 
penjelasan agar penggunaan tersebut tepat adanya. Batasan WPU 
selalu dikaitkan dengan pengaruh dari aktivitas kota, maka kata kunci 
ini yang selalu digunakan oleh para peneliti untuk membatasinya. 
Salahsatu faktor yang dapat digunakan untuk identifikasi WPU adalah 
faktor kenampakan fisik. WPU dapat dikenali dari batas luar lahan 
terbangun sesuatu kota yang kompak dengan lahan kekotaan utama 
dan ditandai oleh 100% kenampakan kekotaan (bentuk penggunaan 
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lahan non agraris) sampai wilayah yang 100% ditandai oleh bentuk 
penggunaan lahan agraris. 
b. Delimitasi Wilayah Peri Urban 
Pembagian wilayah peri urban kedalam subzona-subzona atas 
dasar proporsi penggunaan lahan agraris dan non agraris dapat dibagi 
menjadi 4 subzona, yaitu (Yunus, 2008 :30): 
1) Zobikot (zona bingkai kota) 
Wilayah yang mempunyai proporsi lahan kekotaan 75%< 
hingga <100% dan proporsi lahan kedesaan 0%< hingga <25%.  
2) Zobikodes (zona bingkai kota desa) 
Wilayah yang mempunyai proporsi lahan kekotaan 50%< 
hingga <75% dan proporsi lahan kedesaan 25%< hingga <50%.  
3) Zobidekot (zona bingkai desa kota) 
Wilayah yang mempunyai proporsi lahan kekotaan 25%< 
hingga <50% dan proporsi lahan kedesaan 50%< hingga <75%.  
4) Zobides (zona bingkai desa) 
Wilayah yang mempunyai proporsi lahan kekotaan %< 
hingga <25% dan proporsi lahan kedesaan 75%< hingga <100%. 
 Delimitasi (pembatasan) subzona WPU dapat dilakukan 
dengan 3 metode pendekatan, yaitu : 
1) Pendekatan administratif 
Pendekatan ini merupakan suatu cara delimitasi subzona 
spasial WPU yang mendasarkan pada eksistensi unit administrasi 
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sebagai unit analisis (analytical units) dan data mengenai bentuk 
penggunaan lahan. 
2) Pendekatan fisikal 
Pendekatan ini merupakan suatu cara delimitasi subzona 
WPU atas dasar unit-unit fisikal sebagai unit analisis. Pendekatan 
ini dilakukan dengan cara mengenali unit analisis atas dasar batas-
batas fisikal yang ada, seperti kenampakan linear (jalan, saluran 
air) sehingga tergambarkan blok-blok unit analisis. Di dalam 
masing-masing blok kemudia dihitung proporsi penggunaan 
lahannya. 
3) Pendekatan sistem sel 
Pendekatan ini menenkankan pada eksistensi unit analisis 
yang dibentuk berdasarkan garis-garis konseptual yang dibuat 
secara vertikal dan horisontal sebagai unit analisis untuk 
menghitung proporsi penggunaan lahannya. 
Delimitasi subzona WPU dalam penelitian ini dilakukan 
dengan pendekatan administratif. Unit analisis yang digunakan adalah 
wilayah admnistrasi desa, sehingga perhitungan proporsi penggunaan 
lahan akan dilakukan pada tiap-tiap unit administrasi desa. Hal ini 
mempertimbangkan keterkaitan penentuan kebijakan sertifikasi tanah 
pertanian yang menggunakan unit administrasi desa sebagai tolak 
ukurnya. 
 
 
 
28 
 
c. Kekuatan-Kekuatan Penyebebab Dinamika Wilayah Peri Urban 
Wilayah peri urban merupakan wilayah yang dinamis, bahkan 
dapat dikatakan bahwa pada bagian tertentu, khususnya yang 
berbatasan langsung dengan lahan kekotaan terbangun merupakan 
wilayah paling dinamis dibandingkan dengan bagian-bagian lain. 
Penyebab utamanya adalah tingginya kekuatan penarik (magnetic 
forces) bagian ini, baik bagi penduduk maupun fungsi-fungsi 
kekotaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin dekat dengan 
lahan terbangun maka makin kuat daya tarik bagian ini dan makin 
jauh makin lemah daya tariknya. 
Dalam WPU dikenal ada 3 macam kekuatan spasial horisontal 
utama yang dapat dikategorikan sebagai berikut : 
1) Kekuatan sentrifugal (centrifugal forces) 
Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang menyebabkan 
terjadinya gerakan sentrifugal (centrifugal movement). Gerakan 
centrifugal dalam studi WPU adalah gerakan penduduk dan atau 
fungsi-fungsi yang berasal dari bagian dalam sesuatu wilayah 
menuju ke bagian luarnya. 
2) Kekuatan sentripetal (centripetal forces) 
Kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang menyebabkan 
gerakan penduduk dan atau fungsi-fungsinya yang berasal dari 
bagian luar suatu wilayah menuju bagian dalamnya. 
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3) Kekuatan lateral (lateral forces) 
Kekuatan lateral adalah kekuatan yang mengakibatkan 
gerakan penduduk dan atau fungsi-fungsinya yang berlangsung di 
dalam satu subzona yang sama dan mempunyai jarak mempunyai 
jarak ke lahan terbangun utama maupun ke pusat kota yang relatif 
sama. 
d. Transformasi Wilayah Peri Urban 
Wilayah peri urban merupakan suatu wilayah yang paling 
dinamis kondisinya dibandingkan dengan bagian-bagian lain, baik di 
bagian dalam kota maupun di daerah perdesaan. Hal ini sangat wajar 
karena bagian ini merupakan sasaran pendatang, baik penduduk 
maupun fungsi-fungsi yang berasal dari dalam kota, kota-kota lain 
maupun dari wilayah perdesaan untuk bertempat tinggal. Perubahan 
inilah yang disebut dengan transformasi yang dapat terjadi dalam 
berbagai aspek, seperti transformasi fisikal, ekonomi, dan sosial. 
Transformasi fisikal yang terjadi seperti perubahan bentuk 
penggunaan lahan, terjadi perubahan bentuk penggunaan lahan dari 
pertanian menjadi non pertanian. Dalam aspek ekonomi dapat 
terjadinya perubahan mata pencaharian penduduk  dari sektor 
pertanian ke industri, jasa, ataupun sektor-sektor yang lain. Aspek 
sosial juga dapat mengalami dampak perubahan ini, seperti kegiatan 
mobilitas penduduk. Transformasi fisikal yang dominan pada wilayah 
ini adalah alih fungsi lahan pertanian yang berdasarkan persentase 
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rata-rata penyusutan lahannya dapat diklasifikasikan seperti pada 
tabel 3. 
     Tabel 3. Kelas Penyusutan Lahan Pertanian 
Kelas Penyusutan 
Lahan Pertanian 
Rata-Rata Penyusutan 
Lahan Pertanian per Tahun 
Rendah 0 – 1 % 
Sedang 1 – 2 % 
Tinggi > 2 % 
  Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bantul ; 2010 
Penelitian ini menekankan pada analisis transformasi WPU 
secara fisikal, dalam hal ini kenampakan perubahan bentuk 
penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Penggunaan 
lahan yang menjadi representasi fisikal dari aktifitas di wilayah 
tersebut. 
5. Pendaftaran Tanah 
a. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah dalam 
upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan 
hukum. Secara sederhana kata pendaftaran tanah dapat dimaknai 
sebagai kegiatan yang hanya mendaftar atau mencatat bidang-bidang 
tanah. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian kadaster 
(capitastrum) berarti sebuah daftar umum yang menguraikan nilai 
serta sifat-sifat dari benda-benda tetap. Pencatatan atau pendaftaran 
bidang-bidang tanah ini diselenggarakan tanpa didasarkan pada 
pengukuran dan pemetaan yang seksama (peta kadaster). 
 
 
31 
 
Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 
1960 dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah dalam garis 
besarnya  meliputi dua hal, yaitu (1) pengukuran dan pemetaan tanah-
tanah serta penyelenggaraan tata usahanya, dan (2) pendaftaran hak 
serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Persyaratan Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah (Sumber : I Gde 
Nyoman G., 2007) 
 
 
Gambar 1 menunjukkan unsur-unsur yang terdapat dalam 
proses pendaftaran tanah, meliputi lahan (objek), pemilik hak 
(subjek), dan hukum (alas hak). Pendaftaran tanah dilaksanakan 
dengan tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum, untuk itu 
diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. Penjabaran ketentuan ini tercantum dalam 
Objek Subyek Alas Hak 
Data Fisik Data Pribadi Data Yuridis 
 
Dokumen 
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UUPA pasal 32 (1) yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, 
mengenai data fisik dan yuridis yang ada didalamnya, sepanjang 
sesuai dengan data, surat ukur, dan buku tanah. 
Selain memberikan jaminan kepastian hukum, pendaftaran 
tanah juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi bidang-bidang 
tanah dan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Pada 
hakekatnya keperluan pendaftaran tanah adalah menerbitkan sertifikat 
sebagai tanda bukti hak atas tanah, yang bahan-bahan utamanya 
berasal dari daftar-daftar umum yang dikelola dengan 
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah, yang terdiri dari peta 
pendaftaran, daftar nama, daftar tanah, dan surat ukur. Sertifikat 
bukanlah produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah, selain itu 
sertifikat juga digunakan untuk keperluan jual beli, pembebanan hak 
dengan hak tanggungan, dan lain-lain. 
b. Aspek Jaminan Kepastian Hukum 
Masalah pertanahan bukanlah hal yang sederhana, karena 
selain menyangkut hubungan manusia dengan tanah, menyangkut 
pula hubungan manusia dengan manusia. Hubungan hukum dalam 
bidang pertanahan dapat berupa hubungan yang bersifat vertikal dan 
atau horisontal. Hubungan hukum secara vertikal yaitu hubungan 
hukum antara subyek hukum dengan objek hukum (bidang tanah). 
Hubungan manusia dengan benda hanya akan mempunyai makna jika 
hal tersebut merupakan hubungan aktivitas. Dalam hal tanah, 
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hubungan yang dimaksud berupa aktivitas manusia atas bidang tanah 
yaitu penggunaan, penguasaan, dan pemilikan. 
Hubungan secara horisontal adalah hubungan hukum diantara 
para subyek hukum, merupakan perbuatan hukum para pihak dalam 
bidang pertanahan, seperti peralihan hak atas tanah, menggadaikan 
atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan 
dan lain-lain. 
Menurut Boedi Harsono (dalam I Gde Nyoman G., 2007 : 44) 
jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan menghendaki 
adanya kepastian tentang beberapa hal, yaitu  : 
1) Hak atas tanah 
Kepastian jenis hak atas tanah atau status tanah diperlukan 
karena akan menentukan nilai tanahnya, misal tanah yang 
mempunyai status hak milik akan berbeda dengan tanah yang 
berstatus hak sewa, harga tanah hak milik akan jauh lebih tinggi 
dengan tanah hak sewa. 
2) Subyek hak 
Kepastian tentang subyek hak diperlukan karena perbuatan-
perbuatan mengenaik tanah tersebut pada dasarnya hanya akan 
menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki jika dilakukan oleh 
yang mempunyai hak atau subyek hak atas tanah. 
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3) Tanah (objek hak) 
Kepastian mengenai objek hak berkaitan dengan kepastian 
dimana letak, luas, dan batas-batas tanahnya. 
4) Hukum 
Kepastian hukum terkait dengan aturan-aturan untuk 
mengetahui wewenang dan kewajiban yang mempunyai atau 
menguasai tanah yang bersangkutan. 
c. Model-Model Pensertifikatan Tanah 
Produk akhir dari sebuah kegiatan pendaftaran tanah berupa 
sertifikat hak atas tanah yang mempunyai banyak fungsi bagi 
pemiliknya yang tidak dapat digantikan dengan benda lain. Terdapat 
tiga fungsi utama yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA, yaitu : 
1) Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang 
kuat. 
2) Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak 
bank/kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada 
pemiliknya. 
3) Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang 
bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan. 
Pendaftaran tanah merupakan prasyarat dalam upaya menata 
dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan 
tanah, termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. 
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Pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan 
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan 
pembuktian sertifikat tanah, selain itu sebagai instrumen untuk 
penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pengendalian dalam 
penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
Sertiifikat sebagai tanda bukti pemilikan atas tanah yang 
diterbitkan oleh kantor pertanahan berdasarkan ketentuan UUPA 
terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 
1) Sertifikat hak milik 
Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas 
tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, 
mengambil manfaat tanahnya secara turun temurun, terkuat dan 
terpenuh (pasal 20 ayat (1) UUPA). 
2) Sertifikat hak guna usaha 
Sertifikat hak guna usaha merupakan surat tanda bukti hak 
atas tanah bagi pemegangnya guna mengusahakan tanah disektor 
pertanian, peternakan, atau perikanan atas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (pasal 28 ayat (1) UUPA). Sertifikat hak 
guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara. 
3) Sertifikat hak guna bangunan 
Sertifikat hak guna bangunan merupakan surat tanda bukti 
hak atas tanah bagi pemegangnya guna membangun dan 
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menggunakan bangunan yang berdiri di atas tanah kepunyaan 
pihak lain guna tempat tinggal atau tempat usaha (pasal 35 
UUPA). 
4) Sertifikat hak pakai 
Sertifikat hak pakai merupakan surat tanda bukti pemilikan 
hak atas tanah untuk memungut hasil atas tanah yang bukan 
kepunyaan pemegang (pasal 41 UUPA). 
d. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)/Proyek Operasi Daerah 
Agraria (PRODA) 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan dibidang pertanahan, antara lain melanjutkan 
penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat 
pasal 19 UUPA, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah 
sampai menengah melalui kegiatan PRONA/PRODA. 
Percepatan pendaftaran tanah harus memperhatikan prinsip 
bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan 
bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, 
masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Percepatan pendaftaran 
tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, 
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khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran 
tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. 
Penentuan arah dan kebijakan bagi pendaftaran tanah ke depan 
berdasarkan Peraturan KBPN RI Nomor 6 tahun 2006 telah 
ditetapkan Rencana Strategis BPN-RI tahun 2007-2009, salah satunya 
menyelenggarakan sertifikasi massal melalui PRONA/PRODA. 
Lokasi PRONA/PRODA mempertimbangkan beberapa faktor, 
seperti faktor kondisi daerah dan fasilitas yang terdapat di wilayah 
tersebut. Kondisi daerah meliputi desa miskin/tertinggal, daerah 
pertanian subur/berkembang, daerah penyangga kota/pinggiran 
kota/miskin kota, dan daerah pengembangan ekonomi rakyat. Fasilitas 
yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi 
PRONA/PRODA meliputi infrastruktur pendaftaran tanah (titik dasar 
teknik dan peta dasar pendaftaran tanah), SK redistribusi, peta 
penatagunaan tanah, peta pendaftaran, dan SK hak tanah. 
Lokasi dapat ditetapkan seluruh atau sebagian bidang tanah di 
dalam lokasi desa/kelurahan, tanah non pertanian dengan luas sampai 
dengan 1.000 m² dan tanah pertanian dengan luas sampai dengan 2 ha 
yang dimiliki oleh golongan ekonomi lemah sampai menengah, 
meliputi : 
1) Tanah objek Program Pembaruan Agraria Nasional 
(PPAN); 
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2) TOL, seperti tanah kelebihan maksimum, absentee, bekas 
swapraja, partikelir; 
3) Tanah bekas milik adat yang dikuasai perorangan; 
4) Tanah Wakaf; 
5) Tanah lokasi bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi; 
6) Tanah potensial untuk dikembangkan sebagai swasembada 
pangan; 
7) Tanah sengketa yang bersifat strategis dan sudah selesai 
masalahnya; 
8) Tanah permukiman padat penduduk yang berpotensi besar 
untuk dikembangkan; 
9) Tanah penduduk di luar daerah Transmigrasi; 
10) Tanah penduduk sebagai penyangga daerah Taman 
Nasional; 
11) Tanah permukiman baru yang terkena pengembangan 
sarana umum (waduk, irigasi, jalan) atau relokasi akibat 
bencana alam; 
12) Seluruh/sebagian bidang tanah yang terletak di desa 
miskin/tertinggal. 
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6. Sistem Penginderaan Jauh Satelit 
a. Pengertian Penginderaan Jauh 
Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 
informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis 
data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 
dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 
2006 :5). Alat utama untuk dapat mengenali dan memahami berbagai 
kenampakkan atau objek di permukaan bumi melalui penginderaan 
jauh adalah citra. Citra dihasilkan melalui proses perekaman dengan 
bantuan sensor. Sensor secara garis besar dapat dikelompokkan 
menjadi 2 jenis, yaitu sensor fotografik (kamera) dan sensor non 
fotografik. Sensor non fotografik masih dapat dirinci menjadi sensor 
pemindai (pelarik atau penyiam atau scanner) dan sensor 
radar/gelombang mikro. Masing-masing jenis sensor ini bekerja 
dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan citra dengan 
karakteristik yang berbeda pula. 
Sensor non fotografik berupa scanner menerima pantulan dari 
suatu wilayah sangat sempit pada permukaan bumi (instantaneous 
field of view/IFOV = medan pandang sesaat) yang masuk ke dalam 
sistem lensa, dan kemudian mendeteksi besarnya pantulan tersebut 
dengan detektor peka cahaya. Supaya seluruh kenampakkan objek 
dapat terekam, penerimaan gelombang pantulan dari wilayah yang 
sangat sempit ini diulang untuk wilayah yang disebelahnya, dengan 
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menggeser sistem lensa (teleskop) menyilang arah gerak wahana. 
Sapuan menyilang yang disertai dengan gerak maju ini menghasilkan 
himpunan informasi pantulan pada setiap titik objek. Data ini 
disimpan secara digital, yaitu disimpan dalam kode biner dengan 
tingkat kecerahan 0 – 63, 0 – 127, dan 0 – 255. Angka-angka digital 
yang mewakili variasi nilai pantulan ini kemudian dibaca oleh 
program komputer, dan setiap titik objek dengan nilai digital tertentu 
diubah menjadi sel-sel penyusun gambar pada layar monitor yang 
disebut piksel. Susunan piksel ini secara visual dikenal sebagai citra 
non fotografi. Perbesaran citra non foto pada tahap tertentu akan 
memunculkan kenampakkan piksel-piksel ini, memberikan kesan 
pecahnya kenampakkan objek (Howard, 1996 : 149). 
Sensor scanner semacam ini dapat dioperasikan pada spektrum 
tunggal yang sangat lebar, misalnya spektrum tampak, namun dapat 
pula dioperasikan pada spektrum yang sangat sempit namun banyak, 
misal spektrum hijau (0,5 μm – 0,6 μm), merah (0,6 μm – 0,7 μm), 
inframerah dekat (0,7 μm – 1,1 μm), dan inframerah termal (3 μm – 
12 μm) sekaligus. Citra yang dihasilkan disebut citra multispektral, 
dan dapat meliputi spektrum pantulan (reflektif) maupun spektrum 
pancaran termal (emisif). 
b. Komponen-Komponen Sistem Penginderaan Jauh 
Dalam perolehan data penginderaan jauh terdiri atas 
komponen-komponen utama yang saling berkaitan satu sama yang 
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lain. Menurut Sutanto (dalam Sri Hartati S., 2009 : 20) komponen-
komponen tersebut diantaranya: 
1) Sumber Tenaga 
Dalam hal ini tenaga yang digunakan adalah tenaga 
elektromagnetik, yaitu matahari. Tenaga dalam penginderaan jauh 
dibedakan menjadi dua yaitu sumber tenaga buatan dan alamiah. 
Sumber tenaga alamiah misalnya adalah sinar matahari. Jumlah 
sinar matahari yang mencapai di bumi  dipengaruhi oleh waktu 
(jam, musim), lokasi dan kondisi cuaca. Tenaga ini digunakan 
dalam pengideraan jauh sistem pasif. Sedangkan tenaga buatan 
(elektronik) misalnya radar merupakan tenaga penginderaan jauh 
sistem aktif. 
2) Atmosfer 
Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik 
yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh, sehingga 
pengaruhnya bersifat selektif terhadap panjang gelombang. 
Pengaruh yang selektif ini menyebabkan munculnya istilah jendela 
atmosfer yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat 
mencapai bumi, sebagian tenaga elektromagnetik dalam jendela 
atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh, 
karena sebagian mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini 
terutama disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Proses 
 
 
42 
 
hambatannya berupa serapan (absorption), pantulan (reflection), 
dan hamburan (scattering). 
3) Interaksi dengan tenaga atau objek 
Setiap objek mempunyai karakteristik masing-masing 
dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. 
Pengenalan objek dilakukan berdasarkan karakteristik spektrum 
tiap objek yang tergambar pada citra. Karakteristik objek pada citra 
foto yang digunakan untuk kunci pengenalan objek disebut sebagai 
unsur-unsur interpretasi. Unsur-unsur interpretasi ini meliputi, rona 
dan warna/tingkat gelap atau cerahnya suatu objek, bentuk, ukuran, 
tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. 
Objek yang banyak memantulkan/memancarkan tenaga akan 
tampak lebih cerah pada citra, daripada objek yang pantulannya/ 
pancarannya  sedikit akan tampak gelap. 
4) Sensor 
Sensor merupakan alat untuk menerima dan mencatat 
radiasi/emisi spektrum elektromagnetik yang datang dari objek. 
Dari apa yang tercatat oleh sensor tersebut sesudah diproses dapat 
dihasilkan citra penginderaan jauh (remote sensing image/imagery) 
yang kemudian disebut sebagai citra. 
5) Perolehan data 
Proses perolehan data ini dapat dilakukan secara manual 
yakni dengan interpretasi citra visual atau secara numerik/digital 
yakni dengan menggunakan komputer.   
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Citra Landsat TM merupakan citra yang dihasilkan oleh sistem 
satelit mulai generasi D (empat) yang membawa penyiam 
multispektral yang disebut Thematic Mapper/TM. Tujuan terapan 
sistem Landsat TM diarahkan pada tehnik pengenalan pola spektral 
yang akan menghasilkan citra terkelas. Thematic Mapper mempunyai 
tujuh buah saluran spektral yang dirancang untuk memaksimalkan 
kemampuan analisis objek (terutama vegetasi) dalam berbagai bidang 
terapan. Dibawah ini disajikan tujuh saluran spektral citra Landsat TM 
beserta kemampuan analisisnya. 
Tabel 4.  Citra Landsat TM dan Kemampuan Analisisnya 
SALURAN KEMAMPUAN ANALISIS 
Saluran satu (0,45 μm – 0,52 μm) Peningkatan penetrasi ke dalam tubuh air 
dan mendukung analisis sifat khas 
penggunaan lahan, tanah, dan vegetasi. 
Saluran dua (0,52 μm – 0,60 μm) Mengindera puncak pantulan vegetasi pada 
spektrum hijau yang terletak diantara dua 
saluran spektral serapan khlorofil. Respon 
pada saluran ini menekankan pada hasil 
pembedaan vegetasi dan penilaian 
kesuburan.  
Saluran tiga (0,63 μm – 0,69 μm)  Merupakan saluran terpenting untuk 
memisahkan vegetasi. Saluran ini berada 
pada salah satu bagian serapan khlorofil dan 
memperkuat kontras antara kenampakkan 
vegetasi dan bukan vegetsi juga menajamkan 
kontras antara kelas vegetasi. 
Saluran empat (0,76 μm – 0,90 μm) Saluran yang peka terhadap vegetasi 
sehingga membantu identifikasi tanaman 
dan memperkuat kontras antara tanaman – 
tanah dan tanaman – air. 
Saluran lima (1,55 μm – 1,75 μm) Saluran yang penting untuk penentuan jenis 
tanaman, kondisi air pada tanaman, dan 
kondisi kelembaban tanah. 
Saluran tujuh (2,08 μm – 2,35 μm) Saluran yang penting untuk pemisah formasi 
batuan. 
Saluran enam (10,40 μm – 12,50 μm) Saluran inframerah termal yang dikenal 
bermanfaat untuk klasifikasi vegetasi, 
analisis gangguan vegetasi, pemisah 
kelembaban tanah, dan sejumlah gejala lain 
yang berhubungan dengan panas. 
 Sumber : John R. Jensen, 1996 : 40  
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atas ekuator setiap jam 10.30 pagi. Lintasan selama 99 menit dengan 
pengulangan waktu rekaman pada tempat yang sama setiap 16 hari. 
Sejak diluncurkan sensor ini telah mengobservasi permukaan bumi 
dengan skala global sebanyak 500 ribu citra (60 km x 60 km per citra). 
Sensor ini mengobservasi permukaan bumi dari ketinggian 705 km 
dengan frekuensi band : Visible dan Near Infrared - VNIR (tiga band + 
satu band arah belakang (backward) untuk data stereoskopik dengan 
resolusi spatial 15 m), Short Wave Infrared - SWIR (enam band 
dengan resolusi spatial 30 m) dan Thermal Infrared - TIR (lima band 
dengan resolusi spatial 90m), total berjumlah 14 band. Sensor ASTER 
beroperasi atas kerjasama NASA dan ERSDAC. Sensor ASTER  
merupakan peningkatan dari sensor yang dipasang pada satelit generasi 
sebelumnya, JERS-1 (Abrams, M., et. al., 1999 :8). 
VNIR merupakan high performance dan high resolution 
optical instrument yang digunakan untuk mendeteksi pantulan cahaya 
dari permukaan bumi dengan range dari level visible hingga infrared 
(520 - 860 mikrometer) dengan 3 bands. Dimana band nomor 3 dari 
VNIR ini merupakan nadir dan backward looking data, sehingga 
kombinasi data ini dapat digunakan untuk mendapatkan citra 
stereoskopik. Digital Elevation Model (DEM) dapat diperoleh dengan 
mengaplikasikan data ini, sehingga data ini tidak hanya untuk peta 
topografik saja, tetapi bisa juga digunakan sebagai citra stereo. 
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SWIR merupakan high resolution optical instrument dengan 6 
bands yang digunakan untuk mendeteksi pantulan cahaya dari 
permukaan bumi dengan short wavelength infrared (1.6 - 2.43 
mikrometer). Penggunaan radiometer ini memungkinkan menerapkan 
ASTER untuk identifikasi jenis batu dan mineral, serta untuk 
monitoring bencana alam seperti monitoring gunung berapi yang 
masih aktif. 
TIR adalah high accuracy instrument untuk observasi thermal 
infrared radiation (800 - 1200 mikrometer) dari permukaan bumi 
dengan menggunakan 5 bands. Band ini dapat digunakan untuk 
identifikasi jenis tanah dan batuan di permukaan bumi. Multiband 
thermal infrared sensor dalam satelit ini adalah pertama kali di dunia. 
Ukuran citra adalah 60 km dengan ground resolution 90 m. Secara 
rinci dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 5. Karakteristik Sensor ASTER 
 
Sumber : Abrams, M., et. al., 1999 :10  
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jajaran genjang merupakan hasil dari transformasi ini. Tahap ini 
diterapkan pada citra digital mentah (langsung hasil perekaman 
satelit), dan merupakan koreksi kesalahan geometrik sistematik. 
Koreksi radiometrik diperlukan atas dua alasan, yaitu untuk 
memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-
nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran 
spektral objek yang sebenarnya. Koreksi radiometri citra yang 
ditujukan untuk memperbaiki kualitas visual citra berupa pengisian 
kembali baris yang kosong karena drop-out baris maupun masalah 
kesalahan awal pelarikan (scanning start). Baris atau bagian baris yang 
bernilai tidak sesuai dengan yang seharusnya dikoreksi dengan 
mengambil nilai piksel satu baris di atas dan di bawahnya, kemudian 
dirata-ratakan (Guindon, 1984, dalam Projo Danoedoro, 1996 : 75) 
b. Penajaman Citra (Image Enhancement) 
Penajaman kontras diterapkan untuk memperoleh kesan citra 
yang citra tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mentransformasi 
seluruh nilai kecerahan. Hasilnya berupa citra dengan nilai kecerahan 
maksimum baru yang lebih tinggi dari nilai maksimum awal, dan nilai 
minimum baru yang (pada umumnya) lebih rendah dari nilai minimum 
awal (Projo Danoedoro, 1996 : 93). 
1) Perentangan kontras (linear contrast stretching) 
Kontras citra dapat dimanipulasi dengan merentangan nilai 
kecerahan pikselnya. Perentangan yang efektif dapat dilakukan 
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dengan memperhatikan bentuk histogramnya. Citra asli, yang 
biasanya mempunyai julat nilai lebih sempit dari 0 – 255, perlu 
direntangkan sehingga kualitas citranya menjadi lebih baik. Hasil 
perentangan ini adalah citra baru, yang bila digambarkan 
histogramnya berupa kurva yang lebih lebar. 
2) Ekualisasi histogram (equalization histogram) 
Teknik penajaman kontras yang diuraikan di atas adalah 
suatu teknik penajaman kontras linier. Selain perentangan linier, 
terdapat teknik penajaman dengan cara ekualisasi histogram. 
Secara garis besar, algoritma ekualisasi histogram ini dapat dibagi 
menjadi tiga tahap. Pertama, dilakukan penghitungan untuk 
menurunkan histogram citra yang akan dipertajam. Kedua, si 
operator kemudian menentukan jumlah kelas kecerahan yang baru 
(misal 32). Data nilai piksel (NP) seluruh citra nantinya akan 
didistribusikan kembali ke masing-masing kelas tersebut. Ketiga, 
program akan menghitung dan menandai piksel demi piksel, untuk 
kemudian mengelompokkan mereka dalam jumlah yang kurang 
lebih sama ke tiap kelas kecerahan yang tersedia. 
Ekualisasi histogram menghasilkan citra dengan 
kekontrasan maksimum, bila pengambilan julat nilai kecerahannya 
tepat seperti halnya pada perentangan kontras linier. Pengambilan 
ini dikatakan tepat bila julat nilai tersebut mewakili populasi 
terbanyak dalam histogram. 
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c. Citra Komposit Warna 
Sistem multispektral menghasilkan liputan citra wilayah yang 
direkam pada berbagai saluran spektral. Dengan sistem ini, suatu 
wilayah yang direkam pada n saluran akan menghasilkan n citra, yang 
masing-masing mempunyai variasi spektral yang berbeda. Setiap 
saluran sebenarnya peka terhadap kenampakan tertentu, sesuai dengan 
dasar pemilihan lebar atau interval spektrumnya. 
Kepekaan pada kenampakan tertentu (misal pada kerapatan 
vegetasi) secara logis juga mengandung ketidakpekaan terhadap 
kenampakan lain (misalnya perbedaan tanah). Akan tetapi, kalau 
saluran dengan interval panjang gelombang lebar dapat digunakan 
justru secara keseluruhan kenampakan tidak dapat dibedakan dengan 
baik. Dengan demikian, untuk dapat membedakan berbagai macam 
objek dengan baik, beberapa saluran itu digunakan secara serentak 
untuk mendapatkan kenampakan visual yang lebih baik, yang disebut 
dengan citra komposit warna (Projo Danoedoro, 1996 : 61). 
Untuk menyusun citra komposit warna didasarkan pada teori 3 
warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru (RGB). Kombinasi ketiga 
warna ini menghasilkan warna-warna lain. Bila warna-warna dasar ini 
disusun dalam suatu kubus warna, maka akan diperoleh warna-warna 
paduan, yaitu cyan (kombinasi biru dan hijau), magenta (kombinasi 
biru dan merah), dan kuning (kombinasi merah dan hijau). Merah, 
hijau, dan biru secara bersama-sama membentuk warna putih, 
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Beberapa metode klasifikasi terselia yang digunakan, yaitu 
minimum distance to mean algorithm (algoritma jarak minimum 
terhadap rerata), box classification algorithm (algoritma 
parallelepipe), maximum likelihood algoritm (algoritma kemiripan 
maksimum), dan K-nearest neighbour algoritm (algoritma tetangga 
terdekat). Terdapat tiga algoritma klasifikasi tak terselia, yaitu jarak 
minimum ke pusat gugus (minimum distance to cluster), 
penggugusan statistik (statistical clustering), dan algoritma 
campuran (hybrid algorithm). 
2) Object-based Classification 
Pendekatan object-based classification merupakan 
pengembangan dari metode multi-spectral classification yang 
didasarkan pada algoritma yang mengklasifikasikan kenampakan 
piksel per piksel. Object-based classification mengklasifikasikan 
objek per area klasifikasi (image segmentation). Deteksi batas dari 
area klasifikasi diasumsikan pada dua piksel bersebelahan yang 
mempunyai perbedaan nilai piksel yang besar, sepanjang piksel 
tersebut maka batas area klasifikasi dapat digambarkan (Projo 
Danoedoro, 2009 : 34). 
3) Contextual and Multisource Classification 
Pendekatan multi-spectral classification pada dasarnya 
hanya membedakan penutup lahan, untuk membedakan 
penggunaan lahannya dapat dibantu dengan memperhatikan 
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konteks perbedaan spasialnya, misal dari perbedaan kemiringan 
lereng, jenis tanah, bentuk lahan, dan karakteristik bentang lahan 
lainnya. Integrasi data hasil klasifikasi multispektral dan data 
karakteristik bentang lahan ini mampu meningkatkan ketelitian 
hasil klasifikasi (Projo Danoedoro, 2009 : 35). 
Metode klasifikasi multispektral yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode terselia menggunakan algoritma 
maximum likelihood, hal ini didasarkan bahwa metode ini dianggap 
metode yang paling mapan dengan ketelitian hasil klasifikasi 
multispektral yang paling baik. Data pendukung yang digunakan 
untuk sebagai data bantu dalam klasifikasi penggunaan lahannya 
adalah kemiringan lereng. Informasi yang dapat diekstraksi dengan 
klasifikasi multispektral adalah informasi tutupan lahan, data 
kemiringan lereng dapat digunakan untuk membantu interpretasi 
penggunaan lahannya.  
Kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap aktifitas 
penggunaan lahan diatasnya, misal kenampakan tutupan lahan 
berupa tanaman pertanian lahan kering pada lahan dengan 
kemiringan lereng curam dengan landai akan sangat berbeda dalam 
penggunaan lahannya. Tanaman pertanian lahan kering, seperti 
ketela, kacang, jagung, dan lain-lain pada lahan dengan kemiringan 
lereng curam merupakan kenampakan penggunaan lahan kebun 
campur. Kenampakan tutupan lahan yang sama pada lahan dengan 
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kemiringan lereng yang datar akan mempunyai interpretasi yang 
berbeda, karena tanaman ketela, kacang, dan jagung hanya 
merupakan tanaman perselingan pada penggunaan lahan 
persawahan dengan tanaman utamanya adalah padi. 
4) Layered Classification 
Analisis citra digital yang lebih komplek untuk 
mengklasifikasikan penutup lahan ataupun penggunaan lahan 
menggunakan hierarchical/layered classification. Salahsatu contoh 
metode yang digunakan metode stratifikasi (Campbell, dalam Projo 
Danoedoro, 2009 : 36), metode ini dilakukan dengan cara 
memisahkan area sampel dengan proses klasifikasi. Setelah itu 
hasil klasifikasi digabungkan menjadi satu citra digital. 
8. Sistem Informasi Geografis 
Sistem informasi geografis (SIG) menurut Burrough (1986 :6) 
“Geographical Information System is powerful set of tools for collecting, 
storing, retrieving at will, transforming, and displaying spatial data form 
real world for a particular set of purpose”. 
Kini dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, peta-
peta  untuk keperluan perencanaan dan evaluasi  tidak lagi  dikerjakan 
secara manual, tetapi dikerjakan secara digital dengan berbagai software 
SIG yang kini berkembang sangat pesat dan banyak beredar di pasaran. 
SIG  menyediakan  sejumlah fasilitas  untuk menyimpan, mengakses, dan 
memanipulasi data penginderaan jauh/ informasi untuk  sains,  komersial, 
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dan  informasi yang berorientasi kebijakan. SIG memiliki fasilitas untuk 
membuat dan memodifikasi peta, mengukur, memonitor, membuat 
pemodelan dan manajemen data serta menganalisis informasi keruangan, 
spektral dan temporal (Estes, dalam Melania Swetika Rini, 2010:42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Konsep Pemodelan Permukaan Bumi (Sumber : P. A. 
Burrough, 1986) 
 
Kesamaan fungsi dasar pengolahan citra digital dan SIG untuk 
memberikan data spasial baru melalui sederetan prosedur yang pada 
umunya berbasis komputer, hal ini menjadi salahsatu keunggulan untuk 
memadukan kedua teknologi ini. Pemanfaatan keunggulan data 
penginderaan jauh dan keunggulan pengolahannya (SIG) diharapkan 
mampu menghasilkan sejumlah masukan yang akurat sehingga dapat 
diperoleh keputusan yang handal dan  bersesuaian  dengan kondisi 
sebenarnya di lapangan. Penggunaan teknologi ini akan membantu 
memahamkan bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumberdaya di 
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sekitar secara  optimal. Keunggulan SIG yang utama diantaranya adalah 
kemampuan manipulasi dan analisis data spasial dengan mengkaitkan data 
atau informasi atribut untuk menyatukan data yang berbeda kedalam suatu 
analisis tunggal.  
a. Subsistem Sistem Informasi Geografis 
Aronoff (1989:30)  mengelompokan elemen SIG dalam empat  
subsistem, yaitu: 
(1) Data masukan (input) 
Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan 
mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Data 
yang dapat digunakan dalam hal ini adalah (a) data lapangan, yang 
dapat diperoleh secara langsung dari proses pengukuran di 
lapangan; (b) data peta informasi yang telah terekam dalam kertas 
film; (c) data penginderaan jauh yang berupa citra non foto dan 
foto udara yang terlebih dahulu dilakukan proses interpretasi. Data-
data tersebut sebelum dimasukkan terlebih daulu diproses melalui 
proses penyiaman (scanning) yang menggunakan perangkat 
scanner. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam 
mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data 
aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.  
(2) Data keluaran (output). 
Data keluaran output adalah seperangkat prosedur yang 
digunakan untuk menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk 
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yang disesuaikan dengan pengguna (Aronoff, 1989 : 32). 
Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh 
atau sebagian data basisdata baik dalam bentuk softcopy atau 
hardcopy, seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 
(3) Data Manajement 
Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun 
data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 
mudah dipanggil, di-update, dan di-edit. 
(4) Manipulasi dan analisis 
Subsistem ini merupakan salah satu kemampuan utama 
dalam SIG untuk menghasilkan informasi baru sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan. Proses ini meliputi transformasi data, 
klasifikasi dan generalisasi, buffering (pengukuran jarak dan luas), 
overlay, updating, dan sebagainya. 
b. Komponen Sistem Informasi Geografis 
SIG merupakan sistem kompleks yang yang biasanya, 
terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain 
ditingkat fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari tiga 
komponen sebagai berikut (Burrough 1986:7-10): 
1) Perangkat keras (hardware) 
 Perangkat keras yang sering digunakan adalah komputer 
(CP), mouse, digitizer, printer, plotter dan scanner. 
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2) Perangkat lunak (GIS software) 
SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun 
secara modular dimana basis data memegang peranan kunci. 
Contoh perangkat lunak yang sering digunakan adalah Arc/info, 
Arcview, AutocadMap, Mapinfo,Geomedia, ArcGIS, dan lain-lain. 
3) Manajemen 
 Pengelolaan SIG yang baik harus dilakukan oleh para ahli 
SIG. 
c. Analisis data Sistem Informasi Geografis 
Analisis SIG dapat dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang 
dapat dilakukan. Secara umum terdapat dua fungsi analisis, yakni 
analisis atribut dan fungsi analisis spasial (Eddy Prahasta, 2001:73-76). 
1) Fungsi analisis data atribut terdiri dari operasi dasar sistem 
pengolahan basis data (DBMS) dan perluasannya. 
a) Operasi basisdata mencakup: 
(1) Membuat basis data baru (create databased). 
(2) Menghapus basis data (drop databased). 
(3) Membuat tabel basis data (create table). 
(4) Menghapus tabel basis data (drop table). 
(5) Mengisi dan menyisipkan data (record) ke dalam tabel 
(insert). 
(6) Mengubah dan mengedit data yang terdapat didalam tabel 
basisdata (update, edit). 
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(7) Menghapus data dari tabel (pack) 
(8) Membuat indeks untuk setiap tabel basisdata 
b) Perluasan operasi basisdata 
(1) Membaca dan menulis basisdata dalam sistem basisdata 
yang lain (export dan import). 
(2) Dapat berkomunikasi dengan basisidata yang lain 
(misalnya dengan menggunakan driver ODBC) 
(3) Dapat menggunakan basisdata standard SQL (structured 
query language). 
(4) Operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin 
digunakan didalam sistem basisdata. 
2) Fungsi analisis spasial diantaranya adalah: 
a) Klasifikasi (reclassify) 
Fungsi ini mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan 
kembali suatu data spasial atau atribut menjadi data spasial 
yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. 
b) Jaringan (network) 
Fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-
garis (lines) sebagai suatu jaringan yang tak terpisahkan. 
c) Tumpang susun (overlay) 
Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua 
data spasial yang menjadi masukannya, yaitu dengan cara 
menumpangsusunkannya. 
 
 
61 
 
d) Buffering  
Fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk 
poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang 
menjadi masukannya. Data spasial titik akan menghasilkan data 
spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi 
titik-titik pusatnya. Untuk data spasial garis akan menghasilkan 
data spasial baru yang berupa poligon-poligon yang melingkupi 
garis.  
e)  Pengolahan citra digital (digital image processing) 
Fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG berbasiskan raster. 
Fungsi analais ini terdiri dari banyak sub-sub fungsi analisis 
pengolahan citra digital. sebagai contoh adalah sub fungsi 
untuk koreksi radiometrik, geometrik, filtering, clustering, dan 
sebagainya.  
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B. Penelitian yang Relevan 
No Peneliti Judul Bahan Metode Hasil 
1 Hadi 
Sabari 
Yunus 
(2003) 
The Impact of 
Urban 
Sprawling 
Process on The 
Farmer’s 
Commitement 
in Agriculture 
Lands and 
Activities in 
The Urban 
Fringe Areas of 
The City of 
Yogyakarta, 
Yogyakarta 
Special 
Province 
1. Peta 
Administrasi 
Provinsi 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
2. Data statistik 
3. Kuesioner 
4. Pedoman 
wawancara 
Analisis 
statistik 
 
1. Data statistik 
perubahan 
penggunaan 
lahan pertanian 
2. Data statistik 
alasan petani 
menjual lahan 
pertanian 
3. Data statistik 
alasan petani 
mempertahanka
n lahan 
pertanian 
4. Data statistik 
komitmen 
petani dalam 
aktivitas 
pertanian. 
2 Projo 
Danoedoro 
(2003) 
Multisource 
Classification 
for Landuse 
Mapping Based 
on Spectral, 
Textural, and 
Terrain 
Information 
Using Landsat 
Thematic 
Mapper Imagery 
: A Case Study 
of Semarang-
Ungaran Area, 
Central Java 
1. Citra Landsat 
TM tahun 
1996 resolusi 
spasial 30 m 
2. Peta 
topografi 
skala 1 : 
50.000 
1. Klasifikasi 
multispektral 
2. Interpretasi 
visual untuk 
analisis terain 
Peta 
penggunaan 
lahan daerah 
Ungaran 
Kabupaten 
Semarang 
tahun 1996 
3 Mukhtar 
Rosyid 
Harjono 
(2005) 
Evaluasi 
Implementasi 
Kebijakan 
Pengendalian 
Konversi Lahan 
Pertanian di 
Kabupaten 
Kendal 
1. Produk 
hukum 
pengendalian 
konversi 
lahan 
pertanian 
2. Kuesioner 
3. Pedoman 
wawancara
Analisis 
evaluasi 
formatif 
Hal-hal yang 
mempengaruhi 
konversi lahan 
pertanian 
dalam 
perspekstif 
kebijakan 
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4 Pulung 
Haryadi 
(2009) 
Analisis 
Kebijakan 
Lahan dan 
Ketahanan 
Pangan 
Terhadap 
Prioritas 
Pengembangan 
Kawasan Peri 
Urban 
Kabupaten 
Bantul 
Data 
sekunder dari 
tahun 2000 - 
2006 
1. Analisis 
statistik 
2. Analisis 
SWOT 
1. Luasan alih 
fungsi lahan 
pertanian di 
Kawasan Peri 
Urban tahun 
2000-2006 
2. Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
alih fungsi 
lahan 
pertaninan 
3. Prioritas 
pembangunan 
di Kawasan 
Peri urban 
5 Melania 
Swetika 
Rini 
(2010) 
Penyusunan 
neraca 
perubahan 
penggunaan 
lahan 
berdasarkan 
pedoman  baku 
di Kecamatan 
Umbulharjo 
Kota 
Yogyakarta 
dengan 
menggunakan 
teknik 
penginderaan 
jauh dan Sistem 
Informasi 
Geografis 
1. Foto udara 
pankromatik 
hitam putih 
skala 1:8.900 
2. Citra 
Quickbird  
1. Interpretasi 
manual 
2. Klasifikasi 
penggunaan 
lahan sampai 
tingkat III 
3. SIG 
1. Peta 
penggunaan 
lahan 
Kecamatan 
Umbulharjo 
tahun 1996 
2. Peta 
penggunaan 
lahan 
Kecamatan 
Umbulharjo 
tahun 2008 
3. Peta perubahan 
penggunaan 
lahan tahun 
1996 dan tahun 
2008 
4. Neraca 
perubahan 
penggunaan 
lahan.
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C. Kerangka Berpikir 
Dukungan sarana dan prasarana di daerah perkotaan yang baik 
menyebabkan tumbuhnya aktivitas perkotaan, baik itu perdagangan, industri, 
jasa, maupun pendidikan. Hal ini berdampak positif bagi terciptanya 
kesempatan kerja bagi penduduk, namun aktivitas ekonomi yang terpusat di 
perkotaan menyebabkan arus urbanisasi ke daerah perkotaan. Pertumbuhan 
penduduk di perkotaan menjadi tinggi yang juga mempunyai konsekuensi 
kebutuhan permukiman yang semakin besar. 
Kebutuhan lahan untuk sektor-sektor non pertanian, seperti permukiman, 
perdagangan, dan industri tidak dapat dielakan lagi. Kemampuan wilayah 
perkotaan yang mempunyai lahan terbatas tidak mampu menyediakan 
kebutuhan lahan tersebut sehingga kebutuhan ini dipenuhi oleh wilayah 
disekitar perkotaan atau yang disebut dengan wilayah peri urban (WPU). 
WPU yang merupakan wilayah perdesaan dan didominasi oleh penggunaan 
lahan pertanian harus dialihfungsikan menjadi non pertanian. Kompetisi lahan 
yang tidak seimbang antara lahan pertanian dengan non pertanian membuat 
alih fungsi lahan pertanian terjadi  secara masif. Instrumen pengendalian 
diperlukan untuk mencegah ancaman kelangkaan pangan. 
Instrumen kebijakan pengendalian seharusnya diperlukan pemantauan 
secara berkala untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap usaha 
pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Untuk kebutuhan pemantauan 
penggunaan lahan itu diperlukan sejumlah instrumen diantaranya seri peta 
penggunaan lahan yang berasal dari perekaman data penginderaan jauh yang 
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berbeda tahun (citra multitemporal). Seri peta tersebut dapat digunakan untuk 
memantau alih fungsi lahan pertanian, seberapa luas dan tingginya laju alih 
fungsi lahan pertanian setelah adanya aturan pengendalinya. 
Pemetaan perubahan penggunaan lahan memerlukan tenaga, biaya dan 
waktu yang lama jika dilakukan secara terestris. Untuk mengatasi kesulitan 
tersebut dapat digunakan teknik pemetaan ekstra terestris (penginderaan jauh), 
dimana teknik penginderaan jauh memungkinkan pembuatan peta secara 
berseri yang menggambarkan kondisi permukaaan bumi secara terus menerus 
sesuai dengan resolusi temporal citra satelit. Dengan demikian perubahan 
penggunaan lahan dari waktu ke waktu dapat diketahui secara mudah. Citra 
penginderaan jauh memungkinkan pembuatan peta secara cepat, murah, dan 
hemat tenaga karena selembar citra dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
pemetaan, dapat diinterpretasi secara cepat, dapat dikerjakan hanya oleh 
beberapa orang saja. Agar hasil interpretasi akurat dan layak digunakan untuk 
analisis maka perlu dilakukan cek lapangan dan uji ketelitian. 
Data yang digunakan untuk kepentingan pemantauan alih fungsi lahan 
pertanian dihasilkan dari ekstraksi data digital citra Landsat TM tahun 1996 
dan citra ASTER tahun 2007. Klasifikasi multispektral dari kedua citra digital 
tersebut akan menghasilkan peta tutupan lahan tentatif dari waktu yang 
berbeda. Cek lapangan diperlukan untuk memastikan tingkat ketelitian 
klasifikasi multispektral dari kedua citra tersebut. Data cek lapangan 
digunakan sebagai dasar menginterpretasi kembali untuk mendapatkan data 
tutupan lahan akhir. Informasi penggunaan lahan didapatkan dengan 
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menumpangsusunkan peta tutupan lahan hasil interpretasi dengan peta lereng 
untuk menginterpretasi kembali informasi tutupan lahan menjadi penggunaan 
lahan.  
Regionalisasi WPU dilakukan atas dasar homogenitas proporsi 
penggunaan lahan perkotaan dan penggunaan lahan perdesaan sehingga akan 
didapatkan WPU tahun 2007. Hal ini dibantu dengan software SIG untuk 
memudahkan perhitungan statistik dari proporsi penggunaan lahannya. Selain 
itu SIG juga dipakai untuk menghitung luas dan laju alih fungsi lahan 
pertanian dari tahun 1996 hingga 2007 dengan cara menumpangsusunkan 
(overlay) peta penggunaan lahan yang dihasilkan dari klasifikasi multispektral. 
Data status lahan pertanian dijadikan variabel independent dan alih 
fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dijadikan variabel 
dependent untuk melihat kecenderungan pengaruh dari variabel independent. 
Kerangka berfikir penelitian ini dapat diilustrasikan sebagaimana gambar 7. 
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Gambar 7. Diagram Alir Kerangka Berfikir Penelitian 
. 
 
Interelasi 1. Aktivitas Perkotaan 
2. Pertambahan Penduduk 
Peningkatan kebutuhan lahan non 
pertanian 
Terkendali Tidak terkendali 
Citra Landsat TM 1996 
Citra ASTER 2006 
Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Peta tentatif penggunaan 
lahan tahun 1996 
Peta tentatif penggunaan 
lahan tahun 2007 
Contextual and Multisource 
Classification 
Overlay 
Luas fungsi lahan pertanian 
Kebijakan 
Sertifikasi Tanah 
Pertanian 
Peta Wilayah Peri Urban 
Kabupaten Bantul Tahun 2007 
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang 
menggambarkan karakteristik  dan langkah-langkah penelitian. Dengan desain 
ini pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian korelasi dengan menggunakan bantuan aplikasi teknik  
penginderaan jauh digital dengan klasifikasi citra digital dan SIG. 
Penelitian ini menggunakan dua seri citra digital penginderaan jauh 
sebagai sumber datanya. Citra diklasifikasi dengan contextual and multisource 
classification sehingga menjadi data peta penggunaan lahan multitemporal. 
Selanjutnya kedua data penggunan lahan ditumpangsusunkan dengan 
menggunakan SIG untuk mengetahui luasan dan rata-rata penyusutan lahan 
pertanian per tahun. Perolehan informasi besar luasan dan rata-rata penyusutan 
lahan pertanian dilakukan dengan analisis querry data atribut. 
Data sekunder mengenai status tanah pertanian menjadi variabel 
pengaruh (independent) yang akan dianalisis seberapa besar pengaruhnya 
terhadap rata-rata penyusutan lahan pertanian per tahun (dependent). Analisis 
yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari status tanah pertanian adalah 
analisis tabulasi silang. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan mengambil wilayah kajian di wilayah peri 
urban, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu 
penelitian  pada bulan Maret sampai Agustus  2011. 
 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
1. Variabel Penelitian 
Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik pusat 
perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:96). Variabel dari 
penelitian ini adalah tingkat ketelitian hasil klasifikasi citra digital, status 
tanah pertanian, dan alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non 
pertanian. Status tanah pertanian merupakan variabel X (independent) dan 
alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian merupakan 
variabel Y (dependent) yang dipengaruhi oleh variabel X. 
2. Definisi Operasional Penelitian 
a. Tingkat ketelitian 
Tingkat ketelitian yang dimaksud yaitu persentase ketepatan 
hasil klasifikasi citra digital penginderaan jauh dibandingkan dengan 
kenyataan di lapangan, menurut teknik Confusion Matrix Calculation 
yang dikembangkan oleh Short (1982) dalam Projo Danoedoro 
(1996:168). Pedoman penentuan tingkat penerimaan hasil uji yakni 
suatu hasil interpretasi dapat diterima jika mencapai tingkat ketelitian 
85% (Jensen, 1996 : 248). 
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b. Status tanah pertanian 
Status tanah pertanian adalah status hak atas tanah dari suatu 
lahan yang fungsi utamanya untuk pengembangan tanaman pangan dan 
didukung oleh prasarana irigasi teknis dan semi teknis melalui 
PRONA/PRODA. 
c. Alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian 
Alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian 
adalah penggunaan lahan yang fungsi utamanya untuk pengembangan 
tanaman pangan dan didukung oleh prasarana irigasi teknis dan semi 
teknis yang dialihfungsikan untuk peruntukan lain. 
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi  
a. Populasi untuk uji ketelitian 
Populasi penelitian ini adalah unit-unit penggunaan lahan wilayah 
peri urban di Kabupaten Bantul. Unit-unit penggunaan lahan yang 
menjadi populasi, berdasarkan hasil klasifikasi data citra Landsat TM 
tahun 1996 dan ASTER tahun 2007 terdapat 7 klasifikasi penggunaan 
lahan berdasarkan NSPM Survey dan Pemetaan Tematik Pertanahan 
Tahun 2009, yaitu hutan, kebun, persawahan, pertanian tanah kering 
semusim, permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan tanah 
terbuka. 
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Populasi penelitian ini tersebar di wilayah peri urban di 
Kabupaten Bantul sebanyak 414 poligon dari hasil klasifikasi citra 
Landsat TM dan 2066 poligon dari hasil klasifikasi citra ASTER. 
Rincian luas unit-unit penggunaan lahan yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6. 
Tabel 6. Unit Penggunaan Lahan Wilayah Peri Urban di  
         Kabupaten Bantul 
Klasifikasi 
Penggunaan Lahan 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Jumlah 
Unit 
(Poligon)
Luas 
(ha) 
Jumlah 
Unit 
(Poligon) 
Luas 
(ha) 
Hutan 6 6,08 107 229,36
Kebun 7 44,28 95 158,90
Permukiman Perdesaan 174 2151,28 876 2992,64
Permukiman Perkotaan 45 1180,45 181 2484,30
Persawahan 115 3943,91 571 2695,23
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 33 1412,93 135 139,32
Tanah Terbuka 34 200,55 101 239,75
Jumlah 414 8939,49 2066 8939,49
  Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
b. Populasi untuk analisis statistik 
Populasi yang digunakan dalam analisis statistik ini adalah 
lahan pertanian di desa-desa wilayah peri urban yang mendapatkan 
program prona atau proda. Klasifikasi lahan pertanian didapatkan dari 
hasil klasifikasi citra digital Landsat TM tahun 1996 dan ASTER tahun 
2007. Populasi yang terdapat di daerah penelitian hanya penggunaan 
lahan persawahan dengan jumlah 12.856 piksel. Data jumlah populasi 
secara rinci dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Unit Lahan Pertanian di Desa-Desa Wilayah Peri 
         Urban yang Mendapat Prona/Proda 
Penggunaan 
Lahan 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Unit  
(Piksel) 
Luas 
(Ha) 
Unit  
(Piksel) 
Luas 
(Ha) 
Persawahan 12856 1157,04 9147 823,23 
Pertanian Tanah 
Kering Semusim 0 0 0 0 
Kebun 0 0 0 0 
Jumlah 12856 1157 9147 823 
   Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
Seluruh populasi akan digunakan dalam analisis statistik dengan 
unit analisis adalah unit penggunaan lahan pertanian di desa-desa yang 
terdapat program sertifikasi tanah dari PRONA/PRODA yang terdapat 
pada wilyah peri urban di Kabupaten Bantul. 
2. Sampel 
Sampel diperlukan untuk uji ketelitian hasil klasifikasi citra 
digital. Ada berbagai cara atau rumus untuk menentukan jumlah 
sampel yang biasa digunakan untuk penentuan jumlah sampel dalam 
penelitian penginderaan jauh disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, 
jumlahnya diusahakan sedikit mungkin agar tidak terlalu banyak turun 
ke lapangan, di sinilah peran dan kelebihan penginderaan jauh.  
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Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 
formula Fitzpatrick Lins (dalam Jensen, 1996 : 249), yaitu: 
 N= ௓మ௣௤ா²  
Keterangan: 
N= Jumlah Sampel 
Z= Standar deviasi normal yang nilainya 2 
p= Ketelitian yang diharapkan 
q= 100 - p 
E=Kesalahan yang diterima 
Misalnya dalam penelitian ini ditetapkan tingkat ketelitian 
sebesar 85% dan tingkat kesalahannya 10%  maka N= 
ଶమ.଼ହ.ଵହ
ଵ଴²     =51 
sampel. 
Dengan demikian jumlah titik sampel yang akan dicek di 
lapangan minimal berjumlah 51 titik. Kemudian 51 titik sampel 
tersebut dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori mudah, sedang 
dan sulit. Kategori yang mudah diklasifikasikan, ketika dilakukan cek 
lapangan maka jumlah sampelnya sedikit, sebaliknya sampel yang 
masuk kategori sulit, ketika dicek di lapangan jumlah sampelnya harus 
lebih banyak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini direncanakan 
sejumlah 60 sampel, yang secara proporsional dibagi dalam klasifikasi 
penggunaan lahan sesuai dengan tingkat kesulitan klasifikasi digital 
dan luasanya. Kategori mudah meliputi penggunaan lahan hutan dan 
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kebun, proses klasifikasi digital dari 2 penggunaan lahan ini termasuk 
mudah karena respon spektral kedua obyek tersebut mempunyai 
perbedaan yang besar jika dibandingkan dengan obyek lain. 
Penggunaan lahan yang masuk kategori sedang adalah persawahan dan 
pertanian tanah kering semusim, hal ini disebabkan banyaknya variasi 
umur tutupan lahan pertanian semusim sehingga membuat proses 
klasifikasi digital menjadi lebih sulit. Penggunaan lahan dengan 
kategori sulit yaitu permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, 
dan tanah terbuka, kemiripan respon spektral dari obyek-obyek 
tersebut yang membuat proses klasifikasi digital menjadi sangat sulit. 
E. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk keperluan uji 
ketelitian klasifikasi citra digital adalah proporsional purposive sampling. 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh sampel yang proporsional untuk 
masing-masing unit penggunaan lahan. Pengambilan proporsi masing-masing 
unit penggunaan lahan didasarkan pada tingkat kesulitan klasifikasi digital dan 
luasannya yang dapat diketahui setelah dilakukan  klasifikasi citra secara 
digital. Lokasi pengambilan sampel ditentukan secara purposive (bertujuan), 
yaitu pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau untuk memudahkan 
pengambilan sampel. 
1. Proporsional Sampling 
Perhitungan persentase proporsi sampel pada tiap kategori tingkat 
kesulitan klasifikasi citra digital dilakukan dengan memberikan bobot 
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sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kategori mudah diberi bobot 1, 
kategori sedang diberi bobot 2, dan kategori sulit diberi bobot 3. Nilai 
bobot tingkat kesulitan akan dikalikan dengan jumlah penggunaan lahan 
yang termasuk dalam setiap kategori. Proporsi jumlah sampel pada tiap 
penggunaan lahan mempertimbangkan persentase luasan penggunaan 
lahan tersebut pada masing-masing kategori. Tabel 8 berikut merincikan 
perhitungan mengenai pembagian sampel secara proporsional. 
Tabel 8. Jumlah Sampel Uji Ketelitian 
No Kategori (Bobot) 
Penggunaan 
Lahan 
Jumlah PL x 
Bobot 
Persentase 
Sampel 
Persentase 
PL per 
Kategori 
Jumlah 
Sampel 
1 Mudah (1) 
Hutan 
1 x 2 = 2 
2
15 ൈ 100% ൌ 13,33 %
ൌ ૚૜ % 
229,36
388,25
ൈ 100 %
ൌ ૞ૢ%
5 
Kebun 
158,90
388,25
ൈ 100 %
ൌ ૝૚%
3 
2 Sedang (2) 
Persawahan 
2 x 2 = 4 
4
15 ൈ 100% ൌ 26,66 %
ൌ ૛ૠ % 
2695,23
2834,55
ൈ 100 %
ൌ ૢ૞%
15 
Pertanian 
Tanah Kering 
Semusim 
139,32
2834,55
ൈ 100 %
ൌ ૞%
1 
3 Sulit (3) 
Permukiman 
Perdesaan 
3 x 3 = 9 
9
15 ൈ 100% ൌ ૟૙ % 
2992,64
5716,69
ൈ 100 %
ൌ ૞૛%
19 
Permukiman 
Perkotaan 
2484,30
5716,69
ൈ 100 %
ൌ ૝૜%
16 
Tanah Terbuka 
239,75
5716,69
ൈ 100 %
ൌ ૝%
2 
Jumlah 15 100 %  60 
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2011 
Keterangan  : PL  = Penggunaan Lahan 
    PS  = Persentase Sampel 
    PPK  = Persentase Penggunaan Lahan per Kategori 
   ܬݑ݈݄݉ܽ ܵܽ݉݌݈݁ ܲܮ ൌ ܬݑ݈݄݉ܽ ܶ݋ݐ݈ܽ ܵܽ݉݌݈݁ሺ60ሻ ൈ ܲܵ ൈ ܲܲܭ 
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2. Purposive Sampling 
Setelah diketahui proporsi jumlah sampel untuk masing-masing bentuk 
penggunaan lahan selanjutnya untuk menentukan unit penggunaan lahan yang 
akan dijadikan sampel dilakukan dengan cara purposive (bertujuan). Tujuan 
yang dimaksud adalah memudahkan pemilihan titik sampel yang akan dicek di 
lapangan. Pertimbangannya adalah objek-objek yang mempunyai klasifikasi 
penggunaan lahan yang sama dan dipilih objek yang mudah dijangkau 
(akesibilitasnya baik). Sebagai contoh objek yang terklasifikasi persawahan 
yang terdapat di dekat jalan dengan persawahan yang jauh dari jalan, maka 
yang dipilih adalah pertanian tanah kering yang dekat dengan jalan. 
Pertimbangan aksesibilatas digunakan dalam penentuan lokasi-lokasi 
pengambilan sampel, sedangkan distribusi sampel pada di wilayah peri urban 
mempertimbangkan tingkat keterwakilan dari masing-masing zona wilayah 
peri urban. Hal ini dimaksudkan agar setiap sampel memenuhi keterwakilan 
karakteritik dari zona wilayah peri urban. Persebaran titik-titik sampel dapat 
dilihat pada gambar 8 dan gambar 9. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa peta 
(peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta penguasaan tanah), citra 
Landsat TM, citra ASTER,  dan data pendaftaran tanah.  
2. Observasi 
Observasi  dalam penelitian penginderaan jauh digunakan untuk uji 
ketelitian hasil contextual and multisource classification serta untuk 
melengkapi data lapangan yang mungkin mengalami perubahan, karena 
citra yang diklasifikasi merupakan hasil rekaman tahun-tahun sebelumnya. 
3. Klasifikasi Citra Digital 
Teknik klasifikasi digital yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah contextual and multisource classification, yaitu merupakan salah 
satu teknik ekstraksi data dalam penelitian penginderaan jauh digital. 
Metode ini mendasarkan pada beberapa sumber data sebagai dasar 
pengklasifikasin penggunaan lahan pada data citra digital, mencakup 
klasifikasi multispektral sebagai teknik ekstraksi data tutupan lahan 
(landcover). Pengklasifikasian kembali hasil ektraksi dengan klasifikasi 
multispektral dibantu dengan data tambahan (ancillary data) sehingga 
mendapatkan klasifikasi penggunaan lahan. Klasifikasi multispektral 
dengan metode supervised mencakup langkah pemilihan ROI (region of 
interest), perhitungan algoritma klasifikasi, dan pengklusteran nilai piksel. 
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Data yang akan dicari adalah unit-unit penggunaan lahan sesuai dengan 
tahun perekaman. Algoritma maximum likelihood digunakan dalam 
klasifikasi multispektral ini karena algoritma ini dipandang sebagai 
algoritma yang paling bagus (Projo Danoedoro, 1996 : 159). 
Pengunaan lahan sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi dari 
suatu wilayah, seperti bentuk lahan, kelerengan, dan ketinggian. Penelitian 
ini menggunakan data tambahan kemiringan lereng sebagai dasar 
pengklasifikasian kembali tutupan lahan menjadi penggunaan lahan. 
Pemanfaatan data tambahan sebagai data bantu untuk mengklasifikasikan 
tutupan lahan menjadi penggunaan lahan, terkadang terdapat tutupan lahan 
yang sama namun penggunaan lahanya berbeda. Beberapa lokasi sering 
menunjukkan kenampakan tutupan lahan tanah terbuka, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai spektral yang sama namun satu obyek adalah 
persawahan yang sedang bera dan obyek yang lain memang benar-benar 
obyek tanah terbuka. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh 
keterbatasan respon spektral sebagai data tunggal untuk menentukan 
penggunaan lahan dapat dikurangi dengan adanya data tambahan yang 
secara kontekstual mempengaruhi penggunaan lahan di wilayah tersebut, 
seperti kondisi morfologi. 
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G. Langkah-Langkah Penelitian 
1. Menyediakan Bahan dan Alat 
a. Bahan 
1) Citra digital Landsat TM dengan resolusi spasial 30 m liputan 
wilayah Kabupaten Bantul tahun 1996. 
2) Citra digital ASTER dengan resolusi spasial 15 m liputan wilayah 
Kabupaten Bantul tahun 2007. 
3) Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000. 
4) Peta penggunaan lahan tahun 1996 dan 2007 hasil contextual and 
multisource classification. 
5) Data peta penguasaan tanah di Kabupaten Bantul. 
b. Alat 
1) Receiver GNSS (global navigation satelite system) Garmin CSX 
75. 
2) Seperangkat komputer (PC) core 2 duo dengan lebar layar LCD 14 
inch. 
3) Software pengolahann citra digital ENVI 4.3. 
4) Software SIG ArcGIS 9.3. 
2. Pemrosesan Awal (Pre Processing) 
Pada saat ditransmisikan ke bumi, data Landsat TM maupun ASTER 
mengalami berbagai kesalahan (distortion). Secara radiometrik, nilai-nilai 
piksel pada data digital tidak selalu tepat dengan tingkat energi 
elektromagnetik yang dipantulkan oleh obyek. Sedangkan secara 
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geometrik, posisi obyek pada data digital Landsat TM maupun ASTER 
tidak tepat betul bila dikaitkan dengan peta atau posisi sebenarnya 
dipermukaan bumi. 
Pemrosesan awal (pre processing) ini berfungsi untuk mengeliminasi 
kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data digital tersebut mampu 
mencerminkan informasi-informasi yang terkandung didalamnya sesuai 
dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi. 
a. Koreksi Radiometrik 
Semua pantulan gelombang elektromagnetik dari obyek yang 
ditangkap oleh sensor tentu akan melewati atmosfer. Ketika melalui 
atmosfer, gelombang elektromagnetik dapat dihamburkan ataupun 
diserap sehingga informasi yang sampai dan terdeteksi oleh sensor 
telah mengalami distorsi. Untuk itu diperlukan suatu koreksi terhadap 
data digital untuk mengembalikan nilai piksel sesuai dengan tingkat 
energi elektromagnaetik yang dipantulkan obyek. 
Koreksi radiometrik diperlukan untuk memperbaiki kualitas visual 
citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai 
dengan nilai pantulan spektral dari obyek. 
Dalam penelitian ini, koreksi radiometrik dilakukan dengan metode 
penyesuaian histogram. Pemilihan metode ini mempertimbangkan 
kesederhanaan dan kecepatan prosesnya. Selain itu, sangat sedikit 
terdapat tutupan awan dalam data digital ini sehingga dengan metode 
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penyesuaian histogram cukup untuk mengeleminasi kesalahan-
kesalahan radiometrik yang terjadi. 
Dari histogram citra dapat diketahui nilai piksel terendah pada tiap-
tiap saluran. Asumsi yang melandasi metode ini ialah bahwa obyek 
yang mempunyai respon spektral paling lemah atau tidak memberikan 
respon sama sekali diwakili oleh keberadaan obyek air seharusnya 
bernilai 0, apabila ternyata terdapat nilai lebih dari 0 maka nilai 
tersebut dihitung sebagai offset, dan koreksi dilakukan dengan 
mengurangi seluruh nilai pada tiap-tiap saluran dengan offset-nya. 
Citra Landsat TM hasil perekaman tahun 1996 mempunyai data 
perekaman yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan tutupan awan 
yang sangat sedikit sehingga kenampakan obyek menjadi sangat jelas. 
Histogram citra juga menunjukkan hanya saluran 1 (saluran biru) yang 
mempunyai nilai piksel minimal 4, selain saluran tersebut nilai piksel 
minimalnya adalah 0, sehingga dari keseluruhan saluran yang ada di 
data Landsat TM tersebut yang perlu dikoreksi radiometrik hanya citra 
saluran 1, dengan cara mengurangkan seluruh nilai yang ada pada 
saluran 1 dengan nilai offset, yaitu nilai 4. Data-data nilai piksel pada 
citra Landsat TM dapat dilihat pada tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil Koreksi Radiometrik Citra Landsat TM  
           Tahun 1996 
Saluran  
Nilai piksel sebelum Nilai piksel sesudah 
Minimal Maksimal Minimal Maksimal 
Saluran 1 4 255 0 251 
Saluran 2 0 161 0 161 
Saluran 3 0 247 0 247 
Saluran 4 0 148 0 148 
Saluran 5 0 194 0 194 
Saluran 7 0 255 0 255 
    Sumber : Hasil Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
Perangkat lunak ENVI digunakan sebagai alat bantu untuk 
melakukan proses koreksi radiometrik dengan cara mengurangi citra 
digital pada setiap saluran dengan nilai piksel minimalnya (offset). 
Menu band math yang berfungsi untuk melakukan proses matematika 
pada citra dapat digunakan untuk proses koreksi radiometrik dengan 
memasukan formula yang berupa pengurangan tiap-tiap saluran 
dengan nilai offsetnya. Proses pengurangan pada citra Landsat TM 
akan menghasilkan citra baru hasil koreksi dengan nilai piksel yang 
berbeda dari nilai piksel asli, hal ini dapat dilihat pada gambar 10. 
 
Gambar 10. Histogram Hasil Koreksi Radiometrik Citra Landsat TM 
Tahun 1996 (Hasil Pengolahan Citra Digital Tahun 2011) 
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Citra ASTER hasil perekaman tahun 2007 mempunyai data 
perekaman yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan tutupan awan 
yang sangat sedikit sehingga kenampakan obyek menjadi sangat jelas. 
Histogram nilai piksel dari citra yang terdiri dari 3 saluran ini 
mempunyai nilai piksel minimal yang bervariasi, saluran 1 mempunyai 
nilai piksel minimal 27, saluran 2 mempunyai nilai piksel minimal 13, 
dan saluran 3 mempunyai nilai piksel minimal 7. Masing-masing nilai 
piksel minimal tersebut dijadikan nilai offset yang digunakan sebagai 
nilai pengurang pada masing-masing nilai piksel disetiap saluran, 
seperti yang terdapat pada tabel 10. 
Tabel 10. Hasil Koreksi Radiometrik Citra ASTER  
    Tahun 2007 
Saluran  
Nilai piksel sebelum Nilai piksel sesudah 
Minimal Maksimal Minimal Maksimal 
Saluran 1 27 235 0 208 
Saluran 2 13 202 0 189 
Saluran 3 7 166 0 159 
    Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
Proses yang sama dilakukan pada citra ASTER dengan 
menggunakan perangkat lunak ENVI untuk melakukan proses 
pengurangan nilai piksel pada masing-masing saluran dengan nilai 
offsetnya. Saluran 1 mempunyai nilai offset 27 sehingga seluruh nilai 
piksel yang terdapat pada saluran 1 akan dikurangi dengan 27 sehingga 
menjadi citra baru hasil koreksi dengan nilai piksel yang berbeda dari 
citra aslinya. Koreksi dilakukan pada setiap saluran, hasil histogram 
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yang menunjukkan nilai piksel pada citra hasil koreksi dapat dilihat 
pada gambar 11. 
 
Gambar 11. Histogram Hasil Koreksi Radiometrik Citra ASTER 
Tahun 2007 (Hasil Pengolahan Citra Digital Tahun 2011) 
 
 
b. Koreksi Geometrik 
Ketinggian satelit dan medan pandangnya yang kecil membuat data 
satelit relatif bebas dari distorsi akibat pergeseran letak oleh relief. 
Namun demikian data Landsat TM maupun ASTER tetap mengandung 
berbagai distorsi geometrik lain yang harus dikoreksi. Distorsi ini 
dihasilkan oleh faktor variasi tinggi satelit, ketegakkan satelit, dan 
kecepatannya. 
Pada dasarnya koreksi geometrik adalah menempatkan kembali 
posisi piksel sedemikian rupa, sehingga pada citra digital yang 
terkoreksi dapat dilihat gambaran obyek di permukaan bumi yang 
terekam oleh sensor. Distorsi dikoreksi dengan menggunakan analisis 
titik ikat medan (Ground Control Points/GCP). Sebagai bahan acuan 
 
 
87 
 
untuk mengetahui koordinat posisi titik ikat digunakan Peta Rupabumi 
Indonesia skala 1:25.000. Titik ikat medan merupakan kenampakkan 
yang lokasinya diketahui dan secara tepat dapat ditentukan posisinya 
pada citra. Kenampakkan yang baik sebagai titik ikat antara lain 
perpotongan jalan, tubuh air, percabangan sungai, dan lain-lain.  
Untuk memperjelas ataupun menonjolkan kenampakkan-
kenampakkan linier pada data citra digital dalam penentuan titik-titik 
ikat medan, koreksi geometrik untuk citra Landsat TM dilakukan 
dengan membuat citra komposit 453 (RGB). Pembuatan citra komposit 
453 dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi lokasi GCP yang 
digunakan dalan proses perhitungan transformasi koordinat. Citra 
komposit terlebih dahulu difilter dengan high pass filter pada band 5 
dan band 3, kenampakan-kenamkan linier seperti jalan dan sungai 
tampak terlihat lebih jelas sehingga memudahkan dalam 
mengidentifikasi lokasi GCP , gambar citra beserta titik-titik GCP 
dapat dilihat pada gambar 12. Prinsip penentuan lokasi GCP adalah 
kenampakan yang dapat dikenali di dalam citra dan peta dasar serta 
kenampakan yang tidak dinamis atau kenampakan yang cepat 
mengalami perubahan. Perangkat lunak ENVI digunakan untuk 
membantu proses ini, fungsi pembuatan citra komposit terdapat pada 
jendela available band list, sedangkan fungsi pemfilteran citra terdapat 
pada menu filter. 
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polinomial orde 1, wilayah yang berbukit-bukit menggunakan 
polonomial orde 2, dan wilayah bergunung-gunung menggunakan 
polinomial orde 3. Fungsi koreksi radiometrik pada perangkat lunak 
ENVI disediakan pada menu map kemudian pilih registration. Peta 
Rupabumi Indonesia digunakan sebagai dasar menghitung koordinat 
lokasi GCP. Jumlah GCP pada data Landsat TM tahun 1996 sebanyak 
8 GCP dengan root mean square error (RMS Error) sebesar 0,204634. 
Tingkat kesalahan yang terjadi ditunjukkan dengan nilai RMS Error-
nya, yaitu 0,204634 atau kurang dari 1 piksel, yang berarti bahwa pada 
citra digital Landsat TM tahun 1996 di daerah penelitian terjadi 
penyimpangan/pergeseran sebesar 0,204634 x 30 m (resolusi spasial 
Landsat TM), yaitu 6,13902 m. 
Jumlah GCP pada data ASTER tahun 2007 sebanyak 10 GCP 
dengan root mean square error (RMS Error) sebesar 0,531135. 
Tingkat kesalahan yang terjadi ditunjukkan dengan nilai RMS Error-
nya, yaitu 0,531135 atau kurang dari 1 piksel, yang berarti bahwa pada 
citra digital ASTER tahun 2007 di daerah penelitian terjadi 
penyimpangan/pergeseran sebesar 0,531135 x 15 m (resolusi spasial 
ASTER), yaitu 7,967025 m. 
3. Penajaman dan Komposit Citra 
Penajaman dan komposit citra dilakukan untuk memudahkan dalam 
pemilihan ROI (region of interest). Penajaman citra bertujuan untuk 
membuat citra dengan kesan kontras yang tinggi, sehingga pembedaan 
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kenampakan-kenampakan yang ada pada citra akan jauh lebih mudah. 
Proses penajaman yang digabungkan dengan komposit citra akan 
menghasilkan citra berwarna dengan kontras yang tinggi. Citra dengan 
kesan seperti ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi kenampakan. 
Penajaman dengan cara ekualisasi histogram dilakukan agar 
kenampakan batas pada masing-masing obyek menjadi lebih jelas, 
sehingga identifikasi obyek untuk keperluan ROI menjadi lebih mudah. 
ENVI menyediakan fungsi penajaman dengan metode ekualisasi 
histogram pada menu enhance dengan memilih image equalization yang 
terdapat pada main window. Penajaman ekualisasi histogram akan 
menghasilkan citra baru dengan kenampakan objek yang sangat kontras 
sehingga memudahkan untuk mengidentifikasinya. 
Citra komposit warna yang digunakan adalah komposit 432 untuk 
citra Landsat TM dan komposit 321 untuk citra ASTER, komposit ini 
menonjolkan pembedaan obyek air, vegetasi, dan tanah. Obyek air 
mempunyai warna kehitaman karena respon spektral obyek air pada ketiga 
saluran tersebut rendah, vegetasi berwarna kemerahan yang disebabkan 
respon spektral dari obyek tersebut terhadap saluran inframerah dekat 
sangat tinggi, dan obyek tanah berwarna cyan yang berarti obyek tersebut 
mempunyai respon spektral spektral yang tinggi di saluran biru dan hijau. 
Citra komposit Landsat TM dapat dibuat pada jendela available band list 
dengan memilih pilihan RGB kemudian pilih saluran 4 pada isian R, 
saluran 3 pada isian G, dan saluran 2 pada isian B sehingga menjadi citra 
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4. Ekstraksi Informasi dengan Metode Contextual and Multisource 
Classificacion 
a. Klasifikasi Multispektral (Multispectral Classification) 
Klasifikasi multispektral merupakan salahsatu metode ekstraksi 
informasi tutupan lahan (land cover) secara digital dari citra satelit. 
Setiap obyek mempunyai karakteristik respon spektral tertentu yang 
dijadikan sebagai dasar pengklasifikasian obyek. Akurasi klasifikasi 
obyek dapat di tingkatkan dengan menggunakan beberapa saluran yang 
tersedia dalam citra digital. 
Metode klasifikasi terselia (supervised) digunakan dalam 
klasifikasi citra digital sehingga dibutuhkan daerah sampel untuk 
mencari sampel nilai-nilai piksel yang akan digunakan dalam 
menentukan klasifikasi tutupan lahannya. Ekstraksi informasi dari citra 
digital citra digital dilakukan dengan algoritma maximum likelihood 
sehingga menghasilkan data tutupan lahan tahun 1996 dan tahun 2007. 
Resolusi spasial citra kedua citra tersebut dapat menghasilkan peta 
tutupan lahan hingga skala 1 : 50.000, namun berdasarkan NSPM 
Survey dan Pemetaan Tematik Pertanahan Tahun 2009 untuk 
pemetaan tingkat Kabupaten kedetilan skala yang dihasilkan adalah 1 : 
100.000 maka penelitian ini menggunakan skala tersebut sebagai hasil 
pemetaannya, rincian dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11. Standar Penggunaan Resolusi dan Kedetilan Pemetaan 
Skala Resolusi Satelit Akurasi 
1 : 100.000 30 m 50 m 
1 : 50.000 20 m 25 m 
1 : 25.000 10 m 12,5 m 
1 : 10.000 2,5 m 5 m 
1 : 5.000 1 m 2,5 m 
1 : 3.000 0,61 m 1,5 m 
1 : 2.500 0, 5 m 1 m 
   Sumber : NSPM Survey dan Pemetaan Tematik Pertanahan,  
               2009 : 109 
 
 
b. Pengklasifikasian Ulang (Reclassification) 
Respon spektral disimpan dalam data citra digital yang diwujudkan 
dalam nilai piksel pada dasarnya adalah gambaran dari tutupan lahan 
bukan penggunaan lahan. Penggunaan lahan terkait dengan aktifitas 
manusia diatas permukaan bumi, informasi ini tidak dapat disajikan 
hanya dengan berdasarkan nilai pikselnya. 
Klasifikasi multispektral yang hanya mendasarkan pada nilai piksel 
untuk membedakan obyek sebenarnya hanya mampu menyajikan 
informasi tutupan lahan. Penggunaan lahan dapat didapatkan dengan 
bantuan data-data tambahan yang secara kontekstual mempengaruhi 
aktifitas manusia dalam menggunakan lahan di wilayah tersebut. Data 
lereng dapat digunakan sebagai data bantu untuk mengklasifikasikan 
kembali data tutupan lahan hasil klasifikasi multispektral menjadi 
penggunaan lahan dengan cara mengnumpangsusunkan peta tutupan 
lahan dan peta lereng.  
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5. Reinterpretasi 
Setelah dilakukan cek lapangan kemungkinan dijumpai obyek-
obyek yang dihasilkan dari contextual and multisource classification tidak 
sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya persawahan terklasifikasi 
tanah terbuka, persawahan terklasifikasi tubuh air, dan lain-lain. 
Selanjutnya berdasarkan atas  perbandingan kenyataan di lapangan pada 
gambaran yang ada pada citra peneliti dapat mengetahui hasil klasifikasi 
yang benar. 
6. Uji ketelitian 
Uji ketelitian merupakan langkah untuk mengetahui presentase 
ketelitian hasil klasifikasi multispektral agar hasil klasifikasi multispektral 
dapat dipertanggungjawabkan dan menyakinkan (valid). Bila hasil 
klasifikasi multispektral valid maka dapat digunakan untuk keperluan 
analisis selanjutnya.Uji ketelitian dilakukan dengan cara membandingkan 
hasil klasifikasi multispektral dengan fakta di lapangan, sebagaimana telah 
disebut di depan bahwa uji ketelitian dilakukan dengan Confusion Matrix 
Calculation. 
7. Membuat Peta Penggunaan Lahan 
Peta penggunaan lahan yang dibuat berdasarkan hasil contextual 
and multisource classification terdiri dari dua macam peta yakni peta 
penggunaan lahan tahun 1996 dan 2007. Pemetaan penggunaan lahan ini 
dilakukan secara digital dengan teknik pengolahan citra digital, sehingga 
dapat dilakukan proses klasifikasi secara otomatis. 
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8. Menghitung Luas Alih Fungsi Penggunaan Lahan Pertanian 
SIG digunakan untuk menghitung luas alih fungsi penggunaan lahan 
pertanian menjadi non pertanian dengan cara mengoverlay peta 
penggunaan lahan tahun 1996 dan 2007. Dari peta digital ini dapat 
diketahui  perubahan bentuk penggunaan lahan, luas masing-masing unit  
penggunaan lahan, unit perubahan penggunaan lahan ,luas perubahan 
penggunaan lahan, visualisasi hasil pemetaan, penyimpanan data dalam 
bentuk soft copy dan hard copy.  
9. Menganalisis Pengaruh Sertifikasi Tanah Pertanian terhadap Alih Fungsi 
Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian 
Pengaruh dari sertifikasi tanah sebagai salahsatu instrumen 
pengendali alih fungsi lahan pertanin diukur dengan analisis tabulasi 
silang. Status lahan  menjadi variabel pengaruh, sedangkan alih fungsi 
penggunaan lahan pertanian menjadi variabel yang dipengaruhi.  
 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 
1. Uji Ketelitian Hasil Interpretasi 
Uji ketelitian hasil klasifikasi multipsektral diperlukan untuk 
mengetahui tingkat ketelitian hasil klasifikasi multipsektral, apakah sudah 
memenuhi standar yang bisa diterima atau tidak. Uji ketelitian yang akan 
digunakan adalah salah satu teknik yang dikemukakan oleh Short dalam 
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Projo Danoedoro (1996:168) yang dinamakan Confusion Matrix 
Calculation  (lihat tabel 12).  
Tabel 12. Contoh Matrik Uji Ketelitian Hasil Interpretasi dan Pemetaan 
Kategori hasil inter- 
pretasi 
Kategori lapangan 
Jagung Kedelai Hutan Lain- 
Lain 
Total Omisi Komisi Ketelitian 
Pemetaan 
Jagung 25 5 10 3 43 18/43=43%   7/43 = 16% 25/(25+18+7)=50% 
Kedelai 2 50 6 5 63 13/63=21% 11/63 = 17% 50/(50+13+11)=68% 
Hutan 3 4 60 5 72 12/72=17% 18/72  =25% 60/(60+12+18)=67% 
Lain-lain 2 3 2 100 106 6/100=6%  13/106=12% 100/(100+6+13)=84% 
Total 32 61 78 113 284 
Sumber : Short, Nicholas M., 1982  dalam Projo Danoedoro (1996:168) dengan 
sedikit perubahan          
 
             Keterangan : 
              32 = Jumlah seluruh kategori objek jagung 
              25 = Jumlah kategori hasil interpretasi objek 
             284 = Jumlah seluruh  kategori dari seluruh kelas hasil interpretasi 
untuk objek-objek  yang  diinterpretasi   sesuai dengan kategori 
lapangan 
                                                                                                                       25 
      Ketelitian hasil interpretasi masing-masing kategori (misal jagung) = ---- x 100 % = 78 % 
                                                                                                                      32 
           Ketelitian hasil interpretasi secara keseluruhan = 25 + 50 + 60 + 100 
                                                                                       ------------------------- = 83 %     
                                                                                                   284 
 Menurut Jensen (1996: 248) suatu hasil interpretasi dapat 
digunakan keperluan analisis jika tingkat ketelitiannya mencapai minimal 
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85%.  Tingkat ketelitian hasil interpretasi kategori jagung sebesar 78% dan 
secara keseluruhan sebesar 83% dianggap tidak dapat digunakan untuk 
analisis selanjutnya karena tidak mencapai minimal 85%. 
2. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mean, median, modus, dan tabel frekuensi. Hasil analisis ini berupa 
gambaran mengenai luas masing-masing penggunaan lahan, luas dan 
sebaran wilayah peri urban, dan luas alih fungsi lahan pertanian. 
3. Analisis SIG 
Analisis SIG yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah: 
analisis tumpangsusun (overlay) yang bertujuan untuk mengetahui luas 
dan rata-rata penyusutan lahan pertanian menjadi non pertanian. Peta yang 
akan ditumpangsusun adalah peta administrasi, peta penggunaan lahan 
tahun 1996 dan 2007.  
4. Analisis Tabulasi Silang 
Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan dari 
status tanah pertanian terhadap rata-rata penyusutan lahan pertanian per 
tahun. Status tanah pertanian merupakan variabel X (independent) dan 
rata-rata penyusutan lahan pertanian merupakan variabel Y (dependent) 
yang dipengaruhi oleh variabel X. 
Hubungan antara variabel X dan Y dapat diketahui dengan analisis 
tabulasi silang, status tanah pertanian merupakan data nominal sehingga 
bisa langsung dianalisis,  sedangkan rata-rata penyusutan lahan pertanian 
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merupakan data-data interval, data tersebut diubah kedalam bentuk data 
ordinal agar dapat dianalisis menggunakan tabel silang. (Nugiyantoro, 
2000 : 99) 
Analisis lanjut pada tabel tabulasi silang digunakan untuk 
memperoleh informasi tentang ada tidaknya keterkaitan antara variabel 
kategori satu dengan variabel kategori yang lain dengan menggunakan uji 
independensi. Bentuk tabel tabulasi silang dari suatu observasi seperti 
pada tabel 13. 
           Tabel 13. Contoh Tabulasi Silang dengan 2 Variabel 
 
Kategori I 
Kategori II Total 
1 2 … L 
1 n11 n12 … n1L n1. 
2 n21 n21 … n2L n2. 
… … …  … … 
k nk1 nk1 … n2L nk. 
Total n.1 n.2 … n.L n 
 
 
Kategori I
Kategori II Total 
1 2 … L 
1 P11 P12 … P1L P1. 
2 P21 P21 … P2L P2. 
… … …  … … 
K Pk1 Pk1 … P2L Pk. 
Total P.1 P.2 … P.L 1 
Sumber: http://statistics.its.ac.id/downloads/tugas/TABULASI%20SILANG%20AL.doc 
Jika kategori I (baris) dan kategori II (kolom) saling bebas, maka 
nilai proporsi baris ke i kolom ke j (sel (i,j))adalah perkalian proporsi baris 
ke i dengan proporsi kolom ke j atau Pij=Pi.xP.j.  
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Nilai dugaan proporsi baris ke i :  
n
n
P ii
.
.
ˆ   
Nilai dugaan proporsi kolom ke j : 
n
n
P jj
.
.ˆ   
Nilai dugaan proporsi sel (i,j)       : 
n
n
n
nPPP jijiij
..
..
ˆˆˆ   
Nilai harapan sel (i,j)      : ijij PnE ˆ  
Untuk menguji hipotesis bahwa kategori baris dengan kategori 
kolom saling bebas dengan hipotesis alternative antara kategori baris dan 
kolom tidak saling bebas atau : 
 H0 : Pij = Pi. x P.j 
 H1 : Pij ≠ Pi. x P.j  
Digunakan statistic uji 
 

k
i
L
j ij
jiij
E
En
1 1
2
2
)(  
H0 ditolak jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai chi-square tabel 
,(k-1)(L-1). 
Perangkat lunak SPSS 13 digunakan untuk membantu memproses 
data dalam tabulasi silang. Analisis tabulasi silang dapat dilakukan melalui 
menu analyze, berbagai analisis statistik disediakan pada menu ini, 
salahsatunya adalah menu descrptive statistic, kemudian menu crosstabs 
ada didalam. 
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Gambar 15. Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah Penelitian 
Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, secara geografis berbatasan dengan Kota 
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Gunung 
Kidul di sebelah timur, Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan 
Samudera Indonesia di sebelah selatan. 
Secara astronomis Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" 
hingga 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" hingga 110° 31' 08" 
Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 516,13 km2, sekitar 15,90% 
dari luas wilayah Propinsi DIY. Secara administratif Kabupaten Bantul 
dibagi dalam 17 kecamatan terdiri dari 75 desa yang dibagi lagi dalam 933 
pedukuhan. Selopamioro yang terletak di Kecamatan Imogiri merupakan 
desa terluas di Kabupaten Bantul dengan luas 20,80 km2 atau sekitar 
4,03% dari luas Kabupaten Bantul. Luas masing-masing desa dapat dilihat 
pada lampiran 1. 
Secara fisik, Kabupaten Bantul dibatasi oleh dua sungai besar, 
yaitu sungai Oyo di sebelah timur dan sungai Progo di sebelah barat yang 
membatasi dapat dilihat pada gambar 16. 
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2. Kondisi Topografi 
Kelas elevasi tempat yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul 
penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 - 100 meter (27.709 Ha 
atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian 
tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah 
(elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, 
Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Sedangkan wilayah yang 
mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan 
Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. 
Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi 
enam kelas, wilayah di Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah 
dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah 
selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 
31,421 Ha (61,96%). Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa 
daerah yang mempunyai kemiringan 2,1 hingga 40,0% dengan luas 
sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 
4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila 
dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang 
paling luas memiliki lahan dengan kemiringan di atas 40,1% terletak di 
Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang 
didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan 
Banguntapan yang dapat dilihat pada gambar 17. 
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3. Geologi dan Tanah 
Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum 
terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan sedimen dan batuan beku. Batuan 
sedimen terendapkan dalam beberapa formasi, yaitu Formasi Yogyakarta, 
Formasi Sentolo, Formasi Sambipitu, Formasi Semilir Nglanggran, 
Formasi Wonosari, dan gumuk pasir yang dapat dilihat pada gambar 18. 
Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini adalah rendzina, alluvial, 
grumosol, latosol, mediteran, regosol, dan litosol. Jenis tanah regosol 
merupakan jenis tanah yang dominan, tersebar pada Kecamatan Kasihan, 
Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah regosol 
adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur kasar 
bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat 
kesuburan rendah. Tanah litosol berasal dari batuan induk batu gamping, 
batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, 
Kasihan, dan Pandak. Tanah mediteran berasal dari batugamping karang, 
batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan 
sedikit di Sedayu. Tanah latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar 
di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. 
Tanah grumosol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, 
dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, 
Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan yang dapat dilihat pada gambar 
19. 
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4. Hidrologi dan Klimatologi 
Kabupaten Bantul mempunyai tiga daerah aliran sungai ( DAS ) 
yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu 
sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS 
yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung 
Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS 
Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara 
keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 
45.387,00 Ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair 
sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada 
musim kemarau debit airnya relatif sedikit, hal ini dapat dilihat pada 
gambar 20. 
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata curah hujan dari tahun 
1990 - 2000 maka diperoleh nilai rata-rata curah hujan yang dapat dibagi 
menjadi curah hujan rendah (kurang dari 2.000 mm/th), curah hujan 
sedang (antara 2.000 2.500 mm/th) dan curah hujan tinggi (lebih dari 
2.500 mm/th). Rata-rata curah hujan pada tujuh stasiun pengamat hujan 
yang dihitung pada tahun 2001 dan 2003 terlihat bahwa curah hujan rata-
rata di Kabupaten Bantul pada tahun tersebut termasuk dalam kategori 
rendah dan sedang, secara spasial informasi curah hujan dapat dilihat pada 
gambar 21. 
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5. Status Lahan 
Status lahan adalah informasi yang menggambarkan kepemilikan 
lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Status lahan diklasifikasikan 
menjadi: Hak Negara, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Milik Adat, Hak Pakai Tanah, Tanah Kasultanan dan Tanah Desa. 
Status lahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat di tabel 14. 
Tabel 14. Status Lahan di Kabupaten Bantul 
2003 2007
1 Hak Negara (TN) 44.289.629 73.780.000 29.490.371 66,59
2 Hak Milik 367.066.423 371.112.603 4.046.180 1,10
3 Hak Guna Usaha / hak pengelolaan
25.000 0 -25.000 -100
4 Hak Guna Bangunan 32.278.716 39.746.000 7.467.284 23,13
5 Hak Milik Adat 0 0 0 0,00
6 Hak Pakai 1.826.778 1.382.000 -444.778 -24,35
7 Tanah SG/PA 30.440.869 30.440.869 0 0,00
8 Tanah Desa 30.922.585 31.475.400 552.815 1,79
506.850.000 547.936.872
Persentase
J u m l a h
No Status Lahan Luas (m
2) Perubahan
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2007 
Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di 
Kabupaten Bantul berstatus hak milik seluas 371.112.603 m2, sedangkan 
status lahan hak guna usaha seluas 25.000 m2 pada tahun 2003 sudah tidak 
diterbitkan lagi sertifikat hak guna usahanya pada tahun 2007. Data tahun 
2003 digunakan dalam deskripsi dalam penelitian ini disebabkan data-data 
yang didapatkan sebelum tahun itu kurang lengkap jika digunakan untuk 
menggambarkan kondisi status tanah di daerah penelitian. 
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6. Aspek Kependudukan 
a. Jumlah Penduduk 
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul menunjukkan 
pertambahan jumlah penduduk (population) selama 4 tahun selama 
kurun waktu tahun 2003 – tahun 2007 sebesar 35.052 jiwa. 
Pertambahan penduduk membawa konsekuensi kebutuhan akan ruang 
tempat tinggal (permukiman) dan berbagai sarana prasarana 
pendukungnya. 
Pertambahan jumlah penduduk yang terbesar terletak di 
kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota 
Yogyakarta. Pertambahan penduduk terbesar ada di Kecamatan 
Banguntapan yaitu 10.713 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan 
Sewon sebesar 3.283 jiwa, dan Kecamatan Kasihan 3.149 (tabel 15). 
Data penduduk tahun 1996 tidak didapatkan dalam penelitian ini, maka 
peneliti mencoba mendeskripsikan tentang kondisi perubahan 
penduduk di Kabupaten Bantul  dengan menggunakan data pada tahun 
2003 dan tahun 2007. Data-data disini dimaksudkan untuk 
menunjukkan perubahan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten 
pada rentang waktu tertentu yang berdampak pada perubahan 
penggunaan lahan di daerah tersebut. 
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Tabel 15. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2003 dan 2007 
No. Kecamatan 
Tahun 2003 Tahun 2007 
Perubahan Persentase 
L P Jumlah L P Jumlah 
1. Srandakan 14.135 15.107 29.242 15.157 15.976 31.133 1.891 6,47 
2. Sanden 16.461 17.534 33.995 16.674 17.678 34.352 357 1,05 
3. Kretek 14.917 16.029 30.946 15.226 16.478 31.704 758 2,45 
4. Pundong 15.942 17.069 33.011 15.746 16.815 32.561 -450 -1,36 
5. Bb.Lipuro 20.595 22.237 42.832 21.249 22.747 43.996 1.164 2,72 
6. Pandak 23.858 24.495 48.353 24.795 25.201 49.996 1.643 3,40 
7. Bantul 28.469 29.738 58.207 29.749 31.050 60.799 2.592 4,45 
8. Jetis 24.011 25.570 49.581 24.851 26.232 51.083 1.502 3,03 
9. Imogiri 27.400 29.162 56.562 28.532 29.950 58.482 1.920 3,39 
10. Dlingo 17.826 18.872 36.698 18.473 19.623 38.096 1.398 3,81 
11. Pleret 16.894 17.239 34.133 17.281 17.319 34.600 467 1,37 
12. Piyungan 18.602 19.337 37.939 19.154 19.757 38.911 972 2,56 
13. Banguntapan 38.271 39.252 77.523 43.432 44.804 88.236 10.713 13,82 
14. Sewon 38.247 37.852 76.099 40.188 39.194 79.382 3.283 4,31 
15. Kasihan 38.975 39.069 78.044 40.554 40.639 81.193 3.149 4,03 
16. Pajangan 14.636 15.499 30.135 15.498 16.146 31.644 1.509 5,01 
17. Sedayu 21.295 22.268 43.563 22.431 23.356 45.787 2.224 5,11 
Jumlah 390.534 406.329 796.863 408.990 422.965 831.955  35.052 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2007 
b. Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dibedakan kedalam 
beberapa kategori, yaitu kepadatan penduduk geografis  dan kepadatan 
penduduk daerah terbangun. Kepadatan penduduk geografis 
menunjukkan jumlah penduduk pada suatu wilayah setiap kilometer 
persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran 
penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.  
Kepadatan penduduk daerah terbangun adalah  perbandingan 
antara jumlah penduduk dengan luas daerah terbangun dalam suatu 
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wilayah tertentu. Kondisi demikian menggambarkan bahwa apabila 
suatu wilayah tertentu mempunyai kepadatan daerah terbangun tinggi 
akan menunjukkan padatnya pemukiman di wilayah tersebut. 
Berdasarkan tabel 16 terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak 
merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi 
terletak di Kecamatan Kasihan, Sewon, dan Banguntapan, sedangkan 
kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Kecamatan Pleret, 
Dlingo, dan Pajangan. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk 
tinggi dapat berarti tekanan terhadap lahan pertanian juga besar, hal ini 
disebabkan kebutuhan ruang untuk permukiman dan aktivitas 
penduduk juga semakin luas. 
Tabel 16. Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul 
No Kecamatan Luas (km2) 
Jumlah 
Penduduk 
Kepadatan 
/km2 
1. Srandakan 18,34 31.133 1697,55 
2. Sanden 23,27 34.352 1476,24 
3. Kretek 25,50 31.704 1243,29 
4. Pundong 23,76 32.561 1370,41 
5. Bambanglipuro 22,82 43.996 1927,96 
6. Pandak 24,29 49.996 2007,87 
7. Bantul 33,19 60.799 1831,85 
8. Jetis 21,99 51.083 2323,01 
9. Imogiri 25,60 58.482 2284,45 
10. Dlingo 57,81 38.096 658,98 
11. Pleret 56,34 34.600 614,13 
12. Piyungan 21,28 38.911 1828,52 
13. Banguntapan 33,12 88.236 2664,13 
14. Sewon 26,29 79.382 3019,48 
15. Kasihan 26,76 81.193 3034,12 
16. Pajangan 32,38 31.644 977,27 
17. Sedayu 34,11 45.787 1342,33 
      Jumlah 506,85 831.955 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul tahun 2007 
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Pada tahun 2007 Kabupaten Bantul mempunyai luas daerah 
terbangun seluas 30.085 ha sehingga rata-rata kepadatan penduduk 
daerah terbangunya adalah 30,24 jiwa/ha. Hal ini berarti dalam setiap 1 
hektar wilayah daerah terbangun terdapat 30 jiwa penduduk. 
Kepadatan penduduk daerah terbangun tertinggi terletak di 
Kecamatan Kasihan sebesar 59,95 jiwa/ha, diikuti oleh Kecamatan 
Banguntapan sebesar 53,1 jiwa/ha dan Sewon sebesar 45,36 jiwa/ha. 
Sedangkan kepadatan paling rendah terdapat di Kecamatan Pajangan 
yaitu sebesar 14,97 jiwa/ha (tabel 17). Wilayah dengan kepadatan 
penduduk daerah terbangun tinggi membawa konsekuensi kebutuhan 
akan ruang untuk permukiman-permukiman baru karena pada daerah 
permukiman yang sudah ada telah mengalami pemadatan (densifikasi).  
         Tabel 17. Kepadatan Penduduk Daerah Terbangun 
No Kecamatan Luas (Ha) Kepadatan (jiwa/Ha) 
1 Srandakan 1.463 23,24 
2 Sanden 2.244 16,75 
3 Kretek 1.890 18,35
4 Pundong 1.918 18,57 
5 Bambanglipuro 1.800 26,7 
6 Pandak 1.993 27,51
7 Bantul 1.039 64,02 
8 Jetis 2.242 24,93 
9 Imogiri 2.287 27,97
10 Dlingo 1.062 39,24 
11 Pleret 2.284 16,41 
12 Piyungan 1.122 37,95
13 Banguntapan 1.818 53,1 
14 Sewon 1.913 45,36 
15 Kasihan 1.485 59,95
16 Pajangan 2.311 14,97 
17 Sedayu 1.214 41,19 
Jumlah 30.085 30,24
    Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kantor Pertanahan Kabupaten  
             Bantul Tahun 2007 
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c. Komposisi Penduduk 
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Komposisi penduduk sangat 
penting untuk diketahui, karena dari berbagai susunan dan perubahan 
komposisi penduduk dari tahun ketahun dapat digunakan sebagai 
pedoman pengambilan kebijakan untuk peningkatan sumber daya 
manusia dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di 
bidang kependudukan. Dasar untuk menyusun komposisi penduduk 
yang umum digunakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, 
dan tempat tinggal, sedangkan yang akan diuraikan dalam penelitian 
ini hanya komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan 
pendidikan, karena kedua faktor ini terkait dengan kajian. 
1) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata 
pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian pada 
bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, 
gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/ transportasi, 
keuangan dan jasa lainnya. 
Sektor pertanian menempati urutan pertama pada mata 
pencaharian penduduk Kabupaten Bantul, yaitu 24,56 % penduduk. 
Setelah pertanian kemudian diikuti dengan sektor perdagangan 
yang merupakan mata pencaharian dari 21,16 % dari penduduk 
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Kabupaten Bantul, sedangkan sektor industri menempati urutan 
ketiga, yaitu sebesar 18,95 % (tabel 18). 
Tabel 18. Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
No. Mata Pencaharian Persentase 
1 Pertanian 25,56 
2 
Pertambangan dan 
penggalian 1,98 
3 Industri 18,95 
4 Listrik, gas, dan air 0,07 
5 Konstruksi 8,88 
6 Perdagangan 21,16 
7 Komunikasi/transportasi 4,64 
8 Keuangan 1,61 
9 Jasa 16,89 
10 Lainnya 0,27 
Jumlah 100,00 
         Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2007 
Data-data diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian 
masih menjadi penyerap tenaga kerja paling besar di wilayah ini, 
hal ini berarti penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi 
menjadi non pertanian akan membawa dampak besar terhadap 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul. 
2) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat 
pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, 
tidak atau belum tamat SD, sekolah  sampai dengan tingkat SD, 
SLTP, SLTA, DI/ DII, Akademi/ D3, D4 – S3. 
Data dari Badan Pusat Statistik yang terdapat di tabel 19 
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul 
tidak atau belum pernah sekolah, hal ini ditunjukkan dari data 
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25,09 % penduduk tidak memiliki ijazah sekolah. Penduduk yang 
telah lulus SD/MI sebesar 23,59 %, jika dikaitkan dengan wajib 
belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata masih 
banyak penduduk Bantul yang belum pendidikan dasar. Tingkat 
pendidikan penduduk menentukan pola berpikir penduduk dan 
keterbukaan terhadap informasi yang ada yang mendorong 
kesadaran penduduk untuk mensertifikatkan tanah karena telah 
mengetahui kegunaan dari sertifikat tanah. 
Tabel 19. Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Ijazah Tertinggi Persentase yang Dimiliki 
1 Tidak punya 25,09 
2 SD/MI 23,59 
3 SMP/MTs 17,45 
4 SMU/MA  16,15 
5 SMK 7,91 
6 D1/D2 0,94 
7 D3/Akademi 2,92 
8 D4/S1 5,70 
9 S2/S3 0,24 
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2007 
7. Sarana dan Prasarana Wilayah 
a. Fasilitas Pendidikan 
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah 
Kabupaten Bantul adalah pada sektor pendidikan. Sarana pendidikan 
yang memadai akan dapat memacu peningkatan kualitas dari 
sumberdaya manusia terutama bagi pembinaan generasi muda. 
Kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing sangat diperlukan 
dalam menghadapi era globalisasi, terutama  menghadapi pasar bebas. 
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Peningkatan mutu sumberdaya manusia diharapkan pula bersamaan 
dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang telah ditempuh 
penduduk. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bantul mulai 
dari pendidikan non-formal pendidikan anak usia dini dan taman 
kanak-kanak (PAUD dan TK) sampai dengan perguruan tinggi baik 
yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus 
ketrampilan yang semakin banyak berkembang di wilayah Kabupaten 
Bantul, secara rinci dapat dilihat pada tabel 20. 
Tabel 20. Jumlah Sekolah di Kabupaten Bantul 
NO KECAMATAN 
JENJANG SEKOLAH 
TK SD MI SDLB SMP MTs SMA MA SMK TOTAL
N S N S N S N S N S N S N S N S N S 
1 Bantul 1 31 16 8 - - - 1 4 7 1 1 3 3 2 - 1 5          84 
2 Sewon    40 22 4 - 2 1 - 4 1 - 3 1 2 - 2 2 2          85 
3 Kasihan    48 25 8 - 1 1 1 3 5 - 1 1 2 - 1 3 -          99 
4 Sedayu    27 19 3 - - - 1 2 1 - - 1 2 - - 1 2          59 
5 Pajangan    24 11 1 1 3 - 1 3 - - - 1 - - - 1 -          46 
6 Pandak    37 18 5 - 1 - 1 4 1 - 1 - - - - 1 1          70 
7 Srandakan    20 9 5 - 2 - - 2 1 - - 1 - - - - 1          41 
8 Sanden    25 13 3 - - - 1 2 2 - 2 1 - - - 1 1          51 
9 Kretek    22 12 1 - - - 1 2 1 - - 1 - - - - 2          42 
10 Bambanglipuro    27 10 6 - 1 - - 2 4 - 1 1 1 - - - 2          55 
11 Pundong    23 10 8 - 2 - 1 2 1 1 - 1 - - - 1 -          50 
12 Imogiri    35 21 1 1 2 - - 3 3 1 - 1 1 - 1 - 2          72 
13 Jetis    27 16 5 - 1 - 1 3 1 - 1 1 - - - - -          56 
14 Pleret    25 14 4 - 2 - 1 3 1 - 2 1 1 1 - 1 -          56 
15 Piyungan    30 17 1 - 1 - - 2 2 1 1 1 1 - - - 4          61 
16 Banguntapan    49 19 8 - 1 - 2 5 2 - 1 2 2 - 1 - 1          93 
17 Dlingo    19 21 - - 5 - - 2 5 1 1 1 1 - - 1 1          58 
JUMLAH 1 509 273 71 2 24 2 12 48 38 5 15 19 16 3 5 13 24 1078
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2007 
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Distribusi spasial dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 
Bantul mengikuti jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. 
Kecamatan dengan jumlah penduduk besar, seperti Sewon, Kasihan, 
dan Banguntapan mempunyai jumlah sekolah yang lebih banyak jika 
dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan Sewon mempunyai 
85 sekolah, Kasihan mempunyai 99 sekolah, dan Banguntapan 
mempunyai 93 sekolah. 
Tabel 21 menunjukkan tingkat pendidikan tinggi yang terdapat di 
Kabupaten Bantul berjumlah 23 perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi 
negeri dan 21 lainnya adalah perguruan tinggi swasta. Sarana dan 
prasarana pendidikan menjadi salahsatu faktor bertambahnya jumlah 
penduduk di daerah ini, penduduk dari berbagai daerah yang datang ke 
Kabupaten Bantul untuk menuntut pendidikan, terutama pendidikan 
tinggi, tinggal dan menetap selama menyelesaikan masa pendidikan. 
Sesuai dengan hukum ekonomi, jika ada permintaan yang semakin 
tinggi maka penawaran juga akan mengikuti, permintaan akan tempat 
tinggal kos semakin tinggi sehingga dibutuhkan ruang yang lebih besar 
lagi sebagai permukiman, hal ini menjadi salahsatu faktor alih fungsi 
lahan pertanian di wilayah ini. 
Usaha-usaha pendukung juga ikut berkembang, seperti warung 
makan, toko-toko buku, fotokopi, dan warnet. Faktor ekonomi 
pertimbangan utama masyarakat dalam mengalihfungsikan lahanya, 
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landrent lahan non pertanian jauh lebih menguntungkan jika 
dibandingkan dengan lahan pertanian. 
Tabel 21. Jumlah Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul 
No Nama Perguruan Tinggi Alamat 
Lokasi 
Desa 
1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
Jl. Lingkar Selatan 
Tamantirto Kasihan 
Bantul Tamantirto 
2 Institut Seni Indonesia (ISI) 
Jl. Parangtritis Km. 6,5 
Kotak pos 1210 
Yogyakarta 55001 Panggungharjo 
3 Universitas Mercu Buana Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753 Argomulyo 
4 STTL "YLH"   Janti 
5 STKIP Catur Sakti 
Jl. Wahidin 
Sudirohusodo Bantul 
55813 Trirenggo 
6 Universitas PGRI Jl. PGRI I, Sonosewu No.117 PO BOX 1123 Sonosewu 
7 Akademi Kebidanan Yogyakarta   Jl.Parangtritis Km.6 
8 STIKES Wira Husada   Jaranan 
9 STMIK AKAKOM   Janti, Kr.Jambe 
10 STIE Kerjasama Salakan 
11 ASMI Yogyakarta   Krapyak 
12 AKK Manggala   Sukowaten 
13 STISIPOL Kartika Bangsa   Jl.Gedong Kuning 
14 STTKD   Sewon 
15 STIE YKP   Tambak,Jl Godean 
16 ASMI Desanta   Bayeman,Jl Wates 
17 Akademi Pariwisata Stipary Jl.Jogja-Wonosari Km.6 Ketandan 
18 Akademi Teknik PIRI   Jl.Gedong Kuning 
19 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati 
Ngrukem RT 10 
Pendowoharjo Sewon 
Bantul 
Sewon 
20 Akademi Teknologi Kulit Jl. Ateka, Bangunharjo, Sewon, Bantul 55187   Sewon 
21 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati Jl. Lowanu No.31  Banguntapan 
22 Sekolah Tinggi Teknologi 
Kedirgantaraan (STTKD) 
Jl. Parangtritis Km. 4,5 
Sewon, Bantul  Sewon 
23 Sekolah Tinggi Al-Qur'an An-Nur 
Jl. Laksda Adisucipto 
Km 6,3  Banguntapan 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2007 
 
 
 
 
123 
 
b. Aksesibilitas 
Kondisi jalan di Kabupaten Bantul tahun 2007 mengalami 
peningkatan yang menggembirakan. Hal ini tercermin pada panjang 
jalan kabupaten yang tidak baik mengalami penurunan dari 745,51 km 
pada tahun 2006 menjadi 474,03 km pada tahun 2007. Kondisi jalan 
yang baik pada jalan negara sepanjang 42,240; untuk jalan propinsi 
tidak berubah tetap menjadi 146,001 km dan untuk jalan kabupaten 
dengan kondisi baik mengalami perubahan dari 110,05 menjadi 
325,16, hal ini dapat dilihat pada tabel 22. 
Tabel 22. Kondisi Jalan Kabupaten 
No Keterangan 
Jenis Permukaan 
Aspal Batu/kerikil Tanah Jumlah 
1 Panjang (Km) 611,18 88,25 200,4 899,83 
2 Kondisi baik 
 Baik (Km) 314,21 1,7 6,7  
 Sedang (Km) 252,52 28,65 30,1  
3 Kondisi tidak baik 
 Rusak (Km) 25,85 41,8 150,3  
 
Rusak berat 
(Km) 18,6 16,1 13,3  
Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul 2007 
Penyediaan sarana terminal (baik terminal penumpang maupun 
terminal barang) sangat berkaitan erat dengan perkembangan kemajuan 
suatu wilayah serta sejalan dengan kemajuan pembangunan di bidang 
perekonomiannya. Pada saat sekarang kemajuan suatu wilayah dapat 
terlihat melalui tinggi rendahnya mobilitas orang maupun barang.  
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Mobilitas yang tinggi akan menuntut tersedianya sarana terminal yang 
memadai. Pendataan sarana terminal secara spasial diperlukan untuk 
merencanakan pengadaan terminal dan melalui analisis yang tepat, 
diharapkan pembangunan serta pengembangan sarana terminal beserta 
kelengkapannya  tepat sasaran. Tabel 23 menunjukkan secara 
keseluruhan di wilayah Kabupaten Bantul terdapat 6 terminal tipe B, 
yang terletak di Palbapang, Gabusan, Imogiri, Sedayu, Piyungan, dan 
Pasar Bantul. 
Tabel 23. Lokasi Terminal di Kabupaten Bantul 
NO TIPE TERMINAL
NAMA 
TERNIMAL LETAK 
1 
Tipe B 
 
Palbapang Palbapang 
2 Gabusan Gabusan 
3 Imogiri Imogiri 
4 Sedayu Sedayu 
5 Piyungan Piyungan 
6 Pasar Bantul Pasar Bantul 
 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2007 
8. Dinamika Lahan Pertanian Wilayah Penelitian 
Perkembangan dalam sektor non pertanian, seperti industri dan jasa 
membawa konsekuensi terdesaknya lahan pertanian. Kebutuhan ruang 
untuk menunjang perkembangan itu yang menyebabkan lahan-lahan 
pertanian dialihfungsikan menjadi penggunaan lahan non pertanian. Data 
Dinas Perindustria, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul 
menunjukkan perkembangan industri di wilayah tersebut, pada tahun 2007 
jumlah industri sedang hingga besar sebanyak 116 unit usaha dan pada 
tahun 2009 menjadi 119 unit. Jasa pendidikan tinggi juga mengalami 
perkembangan cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada data yang 
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dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul yang menunjukkan 
bahwa jumlah perguruan tinggi pada tahun 2005 adalah 18 dan pada tahun 
2008 menjadi 23. 
Sektor-sektor non pertanian yang berkembang tersebut 
memberikan akibat yang mengikuti sebagai konsekuensinya, seperti 
tumbuhnya bisnis kos-kosan, warung makan, toko-toko, dan warnet. Hal 
ini membuat kebutuhan ruang untuk memenuhi sektor non pertanian 
semakin besar. Masyarakat menjadi lebih tertarik untuk 
mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke non pertanian karena secara 
ekonomi lebih menguntungkan. 
Pemda Kabupaten Bantul sudah mempersiapkan aturan-aturan 
pendukung agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak 
terkendali, seperti ijin pengeringan. Data Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bantul menunjukkan data yang secara resmi telah melakukan ijin alih 
fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian hingga tahun 2007 sebanyak 
478 bidang tanah dengan luas total 195.964 m2, seperti yang tertera di 
tabel 24. 
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Tabel 24. Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non pertanian 
(Ijin Pengeringan) di Kabupaten Bantul 
No. Kecamatan Luas (m
2)  
Th. 2005       
Luas (m2) 
Th. 2007       
1. Banguntapan 45.907 45.907 
2. Sewon 64.085 64.085 
3. Bantul 16.802 16.802 
4. Kasihan 40.758 40.758 
5. Piyungan 10.797 10.797 
6. Bambanglipuro 2.500 2.500 
7. Jetis 7.772 7.772 
8. Kretek 1.154 1.154 
9. Pleret 939 939 
10. Pandak 637 637 
11. Pajangan 1.120 1.120 
12. Srandakan 0 0 
13. Pundong 0 0 
14. Imogiri 500 500 
15. Sedayu 3.221 3.221 
16. Sanden 0 0 
17. Dlingo 0 0 
  Total 195.692 195.692 
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 
Data diatas menunjukkan bahwa selama satu tahun luasan ijin alih 
fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak mengalami 
penambahan. Data ini perlu dibandingkan dengan data luas alih fungsi 
lahan pertanian sesungguhnya dilapangan, karena indikasi terjadinya alih 
fungsi secara ilegal/tidak sesuai dengan aturan sangat besar. Pada tabel 25 
menunjukkan luas lahan pertanian yang meliputi kebun campur, tegalan, 
dan sawah mengalami penurunan. Pada tahun 2005 luas kebun campur 
mencapai 16.635,24 ha, sedangkan pada tahun 2007 menjadi 16.603,077 
ha, terjadi alih fungsi lahan kebun campur seluas 32,163 ha. Luas lahan 
tegalan pada tahun 2005 adalah 6.638,90 ha, pada tahun 2007 menjadi 
6.638,8969 ha, terjadi alih fungsi lahan tegalan seluas 0,0014 ha. Pada 
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lahan sawah terjadi alih fungsi seluas 49,4645 ha yang pada tahun 2005 
seluas 16.232,3 ha menjadi 16.182,8355 ha pada tahun 2007. 
Tabel 25. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul 
No. Klasifikasi Luas (Ha) 2005 2007 
1. Kampung/Pemukiman 3.635,24 3.671,9823 
2. Kebun Campur 16.604,50 16.603,077 
3. Sawah 16.232,30 16.182,8355 
4. Tegalan 6.638,90 6.638,8969 
5. Perkebunan Rakyat - - 
6. Hutan 1.385 1.385 
7. Tanah Tandus 573 5.730,2083 
8. Tanah Kosong - - 
9. Telaga/Waduk - - 
10. Lain-lain 5.616,05 473,009 
J u m l a h 50.685 50.685 
   Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 
Perbandingan dua data ini menunjukkan indikasi bahwa sebagian 
besar proses alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul dilakukan 
tanpa ijin. Perilaku ketaatan masyarakat pada hukum sangat 
mempengaruhi proses pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi 
non pertanian yang dilakukan melalui aturan-aturan hukum. 
 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Uji Ketelitian Klasifikasi 
Uji ketelitian hasil interpretasi merupakan tahap yang sangat penting 
dalam pengekstraksian informasi dengan penginderaan jauh, baik itu 
interpretasi visual ataupun klasifikasi secara digital. Hasil klasifikasi 
digital citra penginderaan jauh harus diuji tingkat ketelitiannya agar dapat 
diketahui seberapa besar ketelitian hasil klasifikasinya, sehingga data yang 
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diperoleh dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dijadikan dasar untuk 
melakukan analisis. Dalam uji ketelitian diperlukan cek lapangan dengan 
cara membandingkan hasil klasifikasi digital dengan kondisi aktual di 
lapangan sehingga dapat diperoleh kesesuaian antara hasil interpretasi 
dengan cek lapangan. 
a. Ketelitian Klasifikasi Citra Landsat TM Tahun 1996 
Uji ketelitian hasil klasifikasi citra Landsat TM tahun 1996 
menunjukan bahwa ketelitian hasil interpretasi mempunyai tingkat 
ketelitian 89,57% (lihat tabel 26). Berdasarkan pendapat Jensen (1996 : 
248) suatu hasil interpretasi dapat digunakan keperluan analisis jika 
tingkat ketelitiannya mencapai minimal 85%, ini berarti hasil 
klasifikasi citra Landsat TM dalam penelitian ini telah memenuhi 
kriteria, sehingga dapat diterima ketelitiannya. 
Tabel 26. Matrik Uji Ketelitian Klasifikasi Citra Landsat TM  
Tahun 1996 
PENGGUNAAN 
LAHAN 
Hasil Cek Lapangan (piksel) Jumlah Ketelitian (%) TT PPk PPd PTKS P K H 
Co
nt
ex
tu
al
 a
nd
 M
ul
tis
ou
rc
e 
C
la
ss
ifi
ca
tio
n(
pi
ks
el
) 
TT 95 8 0 4 0 0 0 107 88,79
PPk 2 49 1 0 2 0 0 54 90,74 
PPd 0 5 90 5 1 0 0 101 89,11 
PTKS 2 0 0 10 0 0 0 12 83,33
P 0 2 1 1 42 0 0 46 91,30 
K 0 0 0 0 0 4 0 4 100,00 
H 0 0 0 0 0 0 2 2 100,00 
JUMLAH 99 64 92 20 45 4 2 326 89,57 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2011 
Keterangan : TT (Tanah Terbuka), PPk (Permukiman Perkotaan), PPd 
(Permukiman Perdesaan), PTKS (Pertanian Tanah Kering 
Semusim), P (Persawahan), K (Kebun), dan H (Hutan) 
 
 
 
129 
 
Tingkat kesulitan klasifikasi citra memberikan variasi persentase 
ketelitian setiap penggunaan lahan. Kesulitan diklasifikasikan menjadi 
3 kategori, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Penggunaan lahan yang 
termasuk dalam kategori mudah yaitu hutan dan kebun yang semuanya 
mempunyai ketelitian sebesar 100%. Persawahan dan pertanian tanah 
kering semusim masuk dalam kategori sedang yang secara berurutan 
mempunyai ketelitian 91,30% dan 83,33%. Penggunaan lahan 
permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan tanah terbuka 
termasuk dalam kategori sulit yang secara berurutan mempunyai 
ketelitian 89,11%, 90,74%, dan 88,79%. Kategori sulit disebabkan 
karena kemiripan karakteristik respon spektral dari obyek. Penggunaan 
lahan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan pada 
umumnya menggunakan genteng sebagai atap yang dibuat dari tanah 
sehingga mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan obyek 
tanah terbuka, jika ditampilkan dalam citra komposit 432 maka akan 
tampak berwarna cyan. 
b. Ketelitian Klasifikasi Citra ASTER Tahun 2007 
Uji ketelitian hasil klasifikasi citra ASTER tahun 2007 
menunjukan bahwa ketelitian hasil interpretasi mempunyai tingkat 
ketelitian 92,20% (lihat tabel 27). Hal ini berarti data hasil dari 
klasifikasi digital citra ASTER dapat digunakan untuk analisis lebih 
lanjut. Ketelitian klasifikasi pada citra ASTER mempunyai nilai yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan ketelitian klasifikasi yang 
 
 
130 
 
dihasilkan oleh citra Landsat TM, hal ini disebabkan oleh (1) citra 
ASTER mempunyai resolusi spasial lebih baik dari pada citra Landsat 
TM yaitu 15 m, (2) citra ASTER tersebut direkam pada tahun 2007 
sehingga lebih mendekati kondisi aktual dilapangan.  
Tabel 27. Matrik Uji Ketelitian Klasifikasi Citra ASTER Tahun 2007 
PENGGUNAAN 
LAHAN 
Hasil Cek Lapangan (piksel) Jumlah Ketelitian (%) TT PPk PPd PTKS P K H 
C
on
te
xt
ua
l a
nd
 M
ul
tis
ou
rc
e 
Cl
as
sif
ic
at
io
n 
(p
ik
se
l) 
TT 386 26 1 0 0 0 0 413  93,46 
PPk 22 219 0 0 0 0 0 241  90,87 
PPd 0 10 254 9 1 0 0 274  92,70 
PTKS 0 0 2 26 0 0 0 28  92,86 
P 0 0 11 0 169 0 0 180  93,89 
K 0 0 0 7 0 44 0 51  86,27 
H 6 0 1 1 0 0 48 56  85,71 
JUMLAH  414  255  269  43  170  44  48  1243  92,20 
     Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2011 
Keterangan : TT (Tanah Terbuka), PPk (Permukiman Perkotaan), PPd 
(Permukiman Perdesaan), PTKS (Pertanian Tanah Kering 
Semusim), P (Persawahan), K (Kebun), dan H (Hutan) 
 
Tingkat kesulitan klasifikasi citra memberikan variasi persentase 
ketelitian setiap penggunaan lahan. Kesulitan diklasifikasikan menjadi 
3 kategori, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Penggunaan lahan yang 
termasuk dalam mudah yaitu hutan dan kebun yang secara berurutan 
mempunyai ketelitian sebesar 85,71% dan 86,27%. Persawahan dan 
pertanian tanah kering semusim masuk dalam kategori sedang yang 
secara berurutan mempunyai ketelitian 93,89% dan 92,86%. 
Penggunaan lahan permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan 
tanah terbuka termasuk dalam kategori sulit yang secara berurutan 
mempunyai ketelitian 92,70%, 90,87%, dan 93,46%. Hasil klasifikasi 
citra ASTER menunjukkan data yang terbalik, pada penggunaan lahan 
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yang termasuk dalam kategori mudah mempunyai nilai ketelitian yang 
paling kecil. Perekaman citra ASTER pada tahun 2007 menunjukkan 
penambahan luas nilai piksel yang diklasifikasikan kedalam 
penggunaan lahan hutan, hal ini banyak terjadi di desa Sitimulyo dan 
Bangunjiwo, namun data aktual di lapangan banyak menunjukkan 
bahwa lokasi tersebut sudah terbuka. 
2. Hasil Klasifikasi Penggunaan Lahan 
a. Penggunaan Lahan Secara Umum 
Hasil klasifikasi multispektral dari citra digital Landsat TM tahun 
1996 dan ASTER tahun 2007 menunjukkan bahwa penggunaan lahan 
di Kabupaten mengalami banyak perubahan, sehingga penggunaan 
lahannya menjadi semakin kompleks. Penggunaan lahan tersebut 
secara umum dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu penggunaan lahan 
yang mempunyai sifat kedesaan dan kekotaan. Penggunaan lahan 
kedesaan adalah penggunaan lahan yang mempunyai aktifitas utama 
pertanian, sedangkan penggunaan lahan kekotaan adalah penggunaan 
lahan yang mempunyai aktifitas utama non pertanian. Penggunaan 
lahan yang termasuk dalam kategori mempunyai sifat kedesaan adalah 
hutan, kebun, perairan darat, permukiman perdesaan, persawahan, 
pertanian tanah kering semusim, dan tanah terbuka. Sedangkan 
penggunaan lahan yang termasuk dalam kategori mempunyai sifat 
kekotaan adalah permukiman perkotaan. 
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Pada tahun 1996 Kabupaten Bantul mempunyai hutan seluas 
1293,86 ha yang berarti mencapai 2,51% dari luas wilayah, sebagian 
besar merupakan hutan pinus di laboratorium fakultas kehutanan UGM 
yang terlatak di daerah Mangunan. Penggunaan lahan kebun seluas 
3223,68 atau sekitar 6,25% dari luas wilayah, terdapat berbagai macam 
tanaman tahunan (tanaman keras) yang ada di penggunaan lahan kebun 
di wilayah ini, seperti kelapa, rambutan, jati, sengon, dan beberapa 
tanaman campuran seperti nangka, pisang, mangga, dan lain-lain. 
Permukiman perdesaan seluas 11.643,36 ha atau sekitar 22,26% dari 
luas wilayah, didalam penggunaan lahan ini selain berupa fisik 
bangunannya sendiri biasanya terdapat pekarangan yang ditanami 
berbagai macam tanaman keras, seperti kelapa, mangga, dan rambutan. 
Persawahan mencapai luas 18.305,34 ha atau 35% dari luas wilayah 
Kabupaten Bantul, secara umum sebagian besar wilayah Bantul 
merupakan wilayah persawahan beririgasi teknis yang setiap tahun 
dapat teraliri air, sehingga padi dapat ditanam 2 kali dalam satu tahun. 
Namun didaerah yang mempunyai morfologi berbukit-bukit juga 
ditemukan persawahan tadah hujan, seperti di Kecamatan Dlingo. 
Pertanian tanah kering semusim mencapai luas 10.225,56 ha atau 
19,81% dari luas wilayah, pada umumnya terdapat didaerah yang 
berbukit-bukit yang memang hanya mendapatkan air pada waktu 
musim hujan. Komoditas pertanian yang sering ditanam adalah kacang 
tanah, ketela, tembakau, dan cabe. 
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Permukiman perkotaan yang ditandai dengan tidak adanya atau 
sedikit sekali aktifitas pertanian di daerah tersebut karena sebagian 
besar digunakan untuk daerah terbangun yang berfungsi sebagai 
permukiman, jasa dan perdagangan, dan industri. Luas penggunaan 
lahan ini adalah 1.180,45 ha atau sekitar 2,29% dari luas wilayah 
Kabupaten Bantul. Informasi mengenai penggunaan lahan di 
Kabupaten Bantul tahun 1996 secara lengkap dapat di lihat pada tabel 
28. 
Tabel 28. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul  
              Tahun 1996. 
No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase 
1 Hutan 1293,86 2,51 
2 Kebun 3223,68 6,25 
3 Perairan Darat 175,01 0,34 
4 Permukiman Perdesaan 11643,36 22,56 
5 Permukiman Perkotaan 1180,45 2,29 
6 Persawahan 18305,34 35,47 
7 Pertanian Tanah Kering Semusim 10225,56 19,81 
8 Tanah Terbuka 5566,17 10,78 
Jumlah 51613,43 100 
         Sumber : Hasil Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
Selama rentang waktu 11 tahun, yaitu antara tahun 1996 hingga 
2007 terjadi banyak perubahan penggunaan lahan di Kabupaten 
Bantul. Luasan lahan yang digunakan untuk kawasan hutan justru 
bertambah pada tahun 2007 menjadi 5.360,43 atau sekitar 10,39% dari 
luas wilayah. Penambahan luas kawasan hutan banyak terjadi di 
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wilayah Kecamatan Dlingo, seperti di Desa Terong, Desa Muntuk, dan 
Desa Dlingo. 
Luas penggunaan lahan kebun banyak mengalami penurunan 
sehingga pada tahun 2007 hanya tinggal 1.267,80 ha atau sekitar 
2,46% luas wilayah. Produksi pertanian tanaman keras, seperti kelapa, 
mangga, dan rambutan pasti mengalami banyak penurunan dengan 
semakin berkurangnya luas dari lahan kebun. Luas kawasan 
persawahan juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan 
hanya tinggal 13.241 ha atau tinggal 25,65%, hal ini cukup 
mengkhawatirkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bantul 
khususnya dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya 
karena Kabupaten Bantul merupakan salahsatu lumbung padi. Data 
tahun 2007 juga menunjukkan penurunan lahan pertanian tanah kering 
semusim yang banyak menghasilkan komoditas ketela, ubi, maupun 
kacang-kacangan yang hanya tinggal 1.131,2 ha atau 2,19%. 
Penurunan lahan-lahan pertanian ini menjadi permasalahan tersendiri, 
disaat negara ini tidak mampu memenuhi kebutuhan kacang-kacang, 
seperti kedelai namun terjadi penurunan lahan yang digunakan untuk 
menghasilkan komoditas tersebut. 
Penambahan luas terjadi pada lahan permukiman perdesaan yang 
pada tahun 2007 menjadi 23.080,96 ha atau 44,72% luas wilayah. Luas 
permukiman perdesaan banyak terjadi akibat alih fungsi dari lahan 
pertania, seperti kebun, persawahan, dan pertanian tanah kering 
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semusim. Densifikasi bangunan pada kawasan permukiman  perdesaan 
meningkatkan beberapa kawasan permukiman perdesaan menjadi 
permukiman perkotaan. Alih fungsi lahan-lahan yang dahulu 
pekarangan menjadi bangunan permukiman banyak terjadi di desa-
desa yang berbatasan dengan kota Yogyakarta, seperti Desa 
Singosaren, Desa Tirtonirmolo, Desa Tamantirto, dan Desa 
Wirokerten. Luas lahan permukiman perkotaan pada tahun 2007 
adalah 2.499,06 ha atau sekitar 4,84%. Data mengenai penggunaan 
lahan di tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 29. 
Tabel 29. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul  
               Tahun 2007. 
No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase 
1 Hutan 5360,43 10,39 
2 Kebun 1267,80 2,46 
3 Perairan Darat 280,40 0,54 
4 Permukiman Perdesaan 23080,96 44,72 
5 Permukiman Perkotaan 2499,06 4,84 
6 Persawahan 13241,00 25,65 
7 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 1131,20 2,19 
8 Tanah Terbuka 4752,59 9,21 
Jumlah 51613,43 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
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b. Perubahan Penggunaan Lahan 
Perkembangan manusia dengan segala aktifitasnya menyebabkan 
sebuah konsekuensi akan kebutuhan ruang, hal inilah yang membuat 
penggunaan lahan menjadi begitu dinamis, terutama di wilayah 
perkotaan ataupun wilayah-wilayah yang dekat dengan kota. Kegiatan 
penduduk perkotaan yang sangat beragam, seperti kegiatan 
perdagangan, jasa, industri, dan lain-lain membutuhkan ruang untuk 
melakukan segala aktifitas tersebut sehingga penggunaan lahan di 
wilayah perkotaan menjadi sangat beragam dan dinamis. Hal ini sangat 
berbeda dengan kondisi di wilayah perdesaan yang aktifitas 
penduduknya relatif lebih seragam  jika dibandingkan dengan wilayah 
perkotaan, terutama didominasi oleh aktifitas pertanian. Aktifitas 
penduduk yang relatif seragam membuat penggunaan lahan di wilayah 
tersebut juga lebih statis (sedikit perubahan). 
Perubahan penggunaan lahan di wilayah penelitian terbagi dalam 2 
kondisi, yaitu penggunaan lahan yang bertambah luas dan penggunaan 
lahan yang berkurang luasnya. Rincian data mengenai perubahan 
penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada 
lampiran 2. 
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seperti kacang tanah, jagung, dan ketela. Di desa Sitimulyo lahan-
lahan tersebut juga banyak ditanami rumput gajah (kolonjono) yang 
digunakan untuk makan ternak sapai dan kerbau. Perubahan menjadi 
permukiman banyak terjadi di desa Bangunjiwo, lahan tersebut banyak 
digunakan oleh pengembang untuk membangun perumahan. 
Komoditas penggunaan lahan kebun yang banyak ditanam di 
wilayah Kabupaten Bantul adalah kelapa, yang diselingi dengan 
tanaman yang beragam seperti mlinjo dan nangka. Pada tahun 1996 
penggunaan lahan di desa Bangunjiwo masih banyak dimanfaatkan 
untuk kebun namun pada tahun 2007 lahan tersebut sudah berubah 
menjadi hutan jati, terdapat kebun seluas 1463,54 ha yang berubah 
menjadi hutan jati. Kebutuhan ruang untuk permukiman menyebabkan 
alih fungsi kebun juga terjadi cukup luas yaitu 770,64 ha, terutama 
untuk permukiman perdesaan. 
Permukiman perdesaan dengan pekarangan yang masih 
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, seperti ditanami kelapa dan 
mlinjo banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bantul. Densifikasi 
(pemadatan) permukiman terjadi seiring perkembangan infrastruktur 
wilayah, pembangunan jalan lingkar menjadi salahsatu faktor 
pendorong dalam prosen perkembangan fisik permukiman perkotaan, 
yang ditandai dengan minimnya pemanfaatan ruang didalam 
permukiman untuk kegiatan pertanian. Desa-desa yang dilalui jalan 
lingkar, seperti Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamanan, Banguntapan, 
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dan Wirokerten, pada tahun 1996 secara fisik permukiman di wilayah 
tersebut banyak terklasifikasikan kedalam permukiman perdesaan 
namun pada tahun 2007 berubah menjadi permukiman perkotaan. 
Proses pemekaran fisik perkotaan selalu diawali dengan densifikasi 
permukiman, ketika klasifikasi permukiman tersebut adalah 
permukiman perdesaan, pekarangan yang ada di sekitar bangunan 
rumah banyak digunakan untuk aktifitas pertanian, seperti menanam 
kelapa, nangka, atau pisang. Peningkatan kebutuhan ruang untuk 
permukiman berakibat pada alih fungsi dari lahan-lahan pekarangan 
yang dulunya untuk aktifitas pertanian kemudian digunakan untuk 
permukiman. Proses densifikasi ini berjalan bertahun-tahun sehingga 
pada akhirnya akan mengubah fisik permukian perdesaan menjadi 
permukimaan perkotaan. 
Luas lahan persawahan pada tahun 1996 adalah 18305,34 ha, data 
tahun 2007 menunjukkan lahan persawahan banyak dialihfungsikan 
menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Hal ini 
banyak terjadi di desa-desa yang berbatasan langsung atau dekat 
dengan Kota Yogyakarta (peri urban), kemampuan ruang daerah 
perkotaan yang sangat terbatas memaksa penduduk harus mencari 
lahan-lahan dipinggir kota untuk tempat tinggal. Persawahan yang 
dialihfungsikan permukiman desa seluas 5852,60 ha dan permukiman 
perkotaan seluas 635,01 ha. Tingkat aksesibilitas suatu wilayah dapat 
memacu alih fungsi lahan persawahan, seperti desa-desa yang dekat 
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dengan kota dan dilalui jalan lingkar alih fungsi lahan persawahannya 
jauh lebih tinggi daripada yang jauh dari kota dan jalan lingkar. 
Keberadaan kampus-kampus juga secara nyata mempengaruhi alih 
fungsi lahan tersebut, seperti dialihfungsikan untuk permukiman yang 
difungsikan kos-kosan, warung, dan lain-lain. 
Permukiman perdesaan maupun perkotaan juga banyak berasal dari 
hasil alih fungsi lahan pertanian kering semusim, pada tahun 1996 
lahan ini seluas 10225,56 ha, sedangkan pada tahun 2007 lahan ini 
seluas 4342,30 ha dialihfungsikan menjadi permukiman perdesaan dan 
seluas 1,87 ha dialihfungsikan menjadi permukiman perkotaan. Alih 
fungsi untuk permukiman perkotaan memang tidak seluas dari lahan 
persawahan karena posisi lahan pertanian kering semusim memang 
kebanyakan agak jauh dari kota, seperti di desa Sitimulyo yang 
digunakan untuk perumahan-perumahan.  
3. Perkembangan Wilayah Peri Urban 
a. Wilayah Peri Urban Tahun 1996 
Delimitasi wilayah peri urban dalam penelitian ini didasarkan pada 
karakteristik fungsional penggunaan lahan yang terdapat dalam suatu 
wilayah, penggunaan lahan secara fungsional dalam kajian wilayah 
peri urban dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan yang bersifat 
kedesaan dan kekotaan. Pada dasarnya, penggunaan lahan adalah 
bentuk gambaran aktifitas manusia yang ada pada sebidang lahan. Hal 
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yang membedakan antara penggunaan lahan kedesaan dan kekotaan 
adalah orientasi pemanfaatan lahan yang bersangkutan. 
Penggunaan lahan kedesaan adalah penggunaan lahan yang 
orientasinya diarahkan pada fungsi pemanfaatan pada sektor pertanian 
(agraris), sedangkan penggunaan lahan kekotaan orientasi pemanfaatan 
lahanya untuk kepentingan sektor kekotaan, seperti rumah mukim, 
perdagangan dan jasa, serta industri. Orientasi pemanfaatan lahan ini 
secara fisik akan tampak pada bentuk-bentuk penggunaan lahan yang 
ada di wilayah tersebut sehingga kenampakan tersebut dapat 
digunakan sebagai dasar identifikasi wilayah peri urban. 
Identifikasi perkembangan suatu wilayah dari desa menjadi kota 
dapat dilakukan dengan membagi suatu wilayah kedalam unit-unit 
analisis. Penelitian ini mendasarkan unit-unit analisis pada administrasi 
desa, setiap unit analisis yang berupa administrasi desa dijadikan dasar 
untuk menghitung prosentase penggunaan lahan yang mempunyai sifat 
kedesaan dan sifat kekotaan. 
Peta penggunaan lahan yang didapatkan dari hasil klasifikasi 
secara digital citra satelit Landsat TM mengklasifikasikan penggunaan 
lahan menjadi hutan, kebun, persawahan, pertanian tanah kering 
semusim, permukiman perdesaan, permukiman perkotaaan, tanah 
terbuka, dan perairan darat. Penggunaan lahan yang dapat 
dikategorikan menjadi penggunaan lahan yang bersifat kedesaan 
adalah hutan, kebun, persawahan, pertanian tanah kering semusim, 
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permukiman perdesaan, tanah terbuka, dan perairan darat. Permukiman 
perkotaan dikategorikan menjadi penggunaan lahan yang bersifat 
kekotaan. 
Hutan di wilayah Kabupaten Bantul bukanlah hutan alam, sebagian 
besar merupakan hutan jati yang dikelola oleh penduduk. Hutan jati di 
daerah Bangunjiwo maupun Sitimulyo ditanami tanaman seling seperti 
pisang dan ketela diantara pohon-pohon jati sehingga selain orientasi 
di sektor kehutanan, masih terdapat orientasi di sektor pertanian pada 
penggunaan lahan ini maka dapat dikategorikan kedalam penggunaan 
lahan yang bersifat kedesaan. 
Penggunaan lahan kebun, pertanian tanah kering semusim, dan 
persawahan jelas merupakan penggunaan lahan yang bersifat kedesaan 
karena orientasi pada penggunaan lahan tersebut memang bersifat 
agraris. Lahan-lahan tersebut biasanya tidak jauh dari rumah mukim 
pemilik atau penggarapnya. Di wilayah perdesaan,  rumah mukim 
mempunyai struktur yang khas, yaitu sebuah bangunan rumah mukim 
yang pada umumnya sederhana, mempunyai halaman cukup luas yang 
dimanfaatkan untuk menanam kelapa, mlinjo, nangka, dan lain-lain 
(pertanian pekarangan). Orientasi pertanian masih terdapat pada 
penggunaan lahan permukiman perdesaan, sehingga penggunaan lahan 
tersebut dapat dikategorikan kedalam penggunaan lahan yang bersifat 
kedesaan. 
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Beberapa titik pengamatan penggunaan lahan tanah terbuka dan 
perairan darat di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan lahan ini 
pada umumnya digunakan untuk aktifitas pertanian. Di desa 
Bangunjiwo beberapa lokasi tanah terbuka banyak ditumbuhi rumput 
yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk makan ternak dan tempat 
mengembalakan kambing, hanya 1 lokasi tanah terbuka yang terdapat 
di Piyungan digunakan untuk tempat  pembuangan akhir (TPA) 
sampah, namun tempat tersebut juga digunakan untuk 
menggembalakan ternak sapi milik penduduk di sekitar TPA. Perairan 
darat yang pada umumnya adalah sungai, sebagian besar digunakan 
untuk pengairan persawahan yang ada di Kabupaten Bantul. Orientasi 
pemanfaatan lahan kedua penggunaan lahan tersebut oleh penduduk 
yang masih dominan untuk sektor pertanian, maka kedua penggunaan 
lahan tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori penggunaan lahan 
yang mempunyai sifat kedesaan. 
Permukiman perkotaan, yang dimaksud dengan penggunaan lahan 
ini adalah penggunaan lahan dengan kenampakan fisik dominan 
wilayah terbangun yang mempunyai fungsi kekotaan, seperti rumah 
mukim, bangunan untuk perdagangan dan jasa, dan bangunan untuk 
industri (bukan kawasan industri). Kenampakan fisik dari penggunaan 
lahan ini adalah tutupan daerah terbangun yang padat. Di wilayah peri 
urban, permukiman perkotaan terbentuk akibat ruang di dalam kota 
sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan untuk rumah mukim, 
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perdagangan dan jasa, serta industri. Peningkatan aktifitas dan jumlah 
penduduk kota mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan akan 
lahan non pertanian dengan ketersediaan lahan, wilayah kota sudah 
tidak mampu lagi menyediakan lahan sehingga beralih ke daerah-
daerah di pinggiran kota dengan mengalihfungsikan lahan pertanian. 
Proses pemekaran fisik kota diawali dengan alih fungsi lahan 
pertanian menjadi lahan permukiman yang secara fisik masih dapat 
dikategorikan sebagai permukiman desa dengan adanya pemanfaatan 
pekarangan untuk aktifitas pertanian. Proses densifikasi terjadi pada 
permukiman perdesaan akibat bertambahnya jumlah penduduk, baik 
dari penduduk asli maupun pendatang. Lahan pekarangan yang 
dulunya digunakan untuk aktifitas pertanian kemudian dijual dan 
digunakan untuk rumah mukim sehingga pada akhirnya wilayah 
tersebut akan menjadi wilayah dengan bangunan yang padat dan sama 
sekali tidak ada aktifitas pertanian di wilayah tersebut. Rincian 
proporsi prosentase luas penggunaan yang bersifat kedesaan dan 
kekotaan dapat dilihat pada lampiran 3. 
Berdasarkan persentase penggunaan lahan yang bersifat kedesaan 
dan kekotaan tiap unit analisis (administrasi desa) maka dapat 
diklasifikasikan wilayah tersebut masuk dalam klasifikasi wilayah peri 
urban. Desa-desa di wilayah Kabupaten Bantul yang terklasifikasikan 
kedalam wilayah peri urban sebanyak 11 desa. 
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Zona bingkai desa, yaitu zona yang berbatasan langsung dengan 
wilayah desa ditandai dengan masih dominannya aktifitas pertanian 
yang diidentifikasi dari penggunaan lahan di wilayah tersebut dengan 
prosentase aktifitas 75% - > 100%. Desa-desa yang masuk kedalam 
zona bingkai desa adalah Bangunharjo, Baturetno, Panggungharjo, 
Potorono, Singosaren, Tamanan, Tamantirto, dan Tirtonirmolo. Desa 
Ngestiharjo masuk kedalam klasifikasi zona bingkai desa kota, hal ini 
berarti bahwa aktifitas pertanian di wilayah tersebut tinggal 50% - 
>75% yang ditandai dengan bertambah luasnya penggunaan lahan 
permukiman perkotaan. Banguntapan masuk kedalam klasifikasi zona 
bingkai kota desa yang berarti aktifitas pertanian di wilayah tersebut 
tinggal 0% - 25% dari seluruh aktifitas yang ada di wilayah tersebut, 
hal ini tercermin dari dominannya penggunaan lahan non pertanian. 
Pada tahun ini hanya desa Jagalan yang termasuk dalam klasifikasi 
zona bingkai kota, hal ini disebabkan karena posisi desa tersebut yang 
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan luas wilayah desa 
yang sempit, sehingga proses densifikasi permukiman terjadi secara 
cepat.  
Secara fisik, persentase antara penggunaan lahan kedesaan dan 
kekotaan di desa Bantul dan Ringinharjo termasuk dalam kategori zona 
bingkai desa. Keterkaitan secara spasial desa-desa ini sangat kecil 
dengan Kota Yogyakarta sebagai lokasi yang mempengaruhi 
perubahan fisik wilayah ini. Hal ini dapat dilihat pada desa-desa yang 
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terletak disebelah utaranya dan lebih dekat dengan Kota Yogyakarta, 
seperti Pendowoharjo dan Timbulharjo masih masuk kedalam kategori 
desa. Kenampakan permukiman perkotaan yang ada di desa Bantul 
karena dipengaruhi oleh status desa ini sebagai ibukota Kabupaten 
Bantul sehingga bangunan-bangunan fisik pemerintahan Kabupaten 
Bantul terdapat di desa ini. Ringinharjo yang secara spasial terletak 
dekat dengan desa Bantul sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di 
Kabupaten Bantul akan terpengaruh dalam aktifitasnya sehari-hari, 
sehingga desa Ringinharjo secara fisik masuk dalam kategori zona 
bingkai desa. Penelitian ini tidak memasukkan kedua desa ini dalam 
analisis selanjutnya karena bukan masuk wilayah peri urban Kota 
Yogyakarta. Persebaran zona wilayah  peri urban di Kabupaten Bantul 
dapat dilihat pada gambar 25. 
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b. Wilayah Peri Urban Tahun 2007 
Aktifitas Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dan 
ketersediaan lahan di daerah perkotaan yang tidak dapat lagi 
memenuhi kebutuhan tersebut, kondisi ini sering disebut dengan 
ketimpangan antara kebutuhan lahan non pertanian (demand) dan 
kemampuan wilayah menyediakan lahan (supply). Jika di suatu 
wilayah perkotaan sudah tidak mampu lagi menyediakan lahan maka 
secara alamiah akan terjadi pemekaran fisik kota (urban sprawl), yaitu 
sebuah fenemena beralihfungsinya lahan-lahan pertanian di daerah 
sekitar kota/penggiran kota menjadi lahan non pertanian memenuhi 
kebutuhan lahan untuk aktifitas kekotaan, seperti rumah mukim, 
perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, dan lain-lain. 
Fenomena seperti ini juga terjadi di wilayah peri urban Kota 
Yogyakarta yang ada di Kabupaten Bantul, terdapat 2 fenomena yang 
terjadi (1) peningkatan zona wilayah peri urban menjadi zona yang 
lebih dominan sifat kekotaannya daripada sifat kedesaannya, (2) 
pertambahan luas wilayah peri urban yang semakin menjauhi wilayah 
kota, beberapa desa yang pada tahun 1996 masih masuk dalam 
kategori desa pada tahun 2007 masuk dalam kategori zona bingkai 
desa. 
Peningkatan kategori zona wilayah peri urban terjadi karena 
semakin dominannya aktifitas kekotaan daripada aktifitas kedesaan di 
wilayah tersebut, secara fisik hal ini ditandai dengan semakin luasnya 
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penggunaan lahan permukiman perkotaan dan semakin sempitnya 
penggunaan lahan yang bersifat kedesaan. Perluasan penggunaan lahan 
permukiman dapat terjadi melalui 2 proses, yaitu (1) perubahan fisik 
permukiman perdesaan menjadi permukiman perkotaan akibat 
densifikasi rumah mukim, kebanyakan alih fungsi lahan yang 
digunakan untuk pekarangan, (2) ekspansi penggunaan lahan 
perkotaan pada lahan-lahan pertanian. 
Proses densifikasi pada umumnya dilakukan oleh individu, terjadi 
melalui beberapa proses, seperti menjual sebagian tanah pekarangan 
yang dimiliki kepada orang lain dan kemudian dibangun menjadi 
rumah mukim, selain itu hal ini dapat terjadi karena sistem sosial yang 
ada di masyarakat yaitu pemecahan sertifikat hak atas tanah karena 
proses warisan. Pada awalnya sebelum dilakukan pemecahan, bidang 
lahan tersebut merupakan satu kesatuan dengan satu rumah mukim, 
setelah terjadi pemecahan karena warisan maka lahan tersebut dibagi 
sesuai dengan jumlah hak waris yang ada dan dibangun rumah mukim 
baru di lahan tersebut. Biasanya pembeli lahan lebih menyukai untuk 
membeli lahan pekarangan jika memang berniat untuk membangun 
rumah mukim karena jika harus melalui proses perijinan akan lebih 
mudah jika dibandingkan dengan lahan-lahan pertanian, apalagi lahan 
persawahan yang memerlukan ijin pengeringan yang cukup lama untuk 
mengalihfungsikan menjadi penggunaan non pertanian. Proses 
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16248927,52 m2, pada tahun 1996 penggunaan lahan yang ada masih 
bersifat kedesaan, seperti pertanian tanah kering semusim, persawahan, 
permukiman perdesaan, dan beberapa lokasi terdapat tanah terbuka. 
Pada tahun 2007 terjadi perkembangan permukiman perkotaan di 
wilayah ini, seluas 179938,38 m2 atau 1,11% dari luas wilayah 
Bangunjiwo menjadi permukiman perkotaan. Perkembangan 
permukiman perkotaan yang berasal dari proses densifikasi 
permukiman perdesaan seluas 171817,56 m2, sedangkan yang berasal 
dari ekspansi ke lahan pertanian seluas 8120,83 m2. Ekspansi pada 
lahan pertanian sebagian besar dilakukan oleh para pengembang yang 
membangun perumahan, hal ini banyak terlihat pada lahan persawahan 
di wilayah ini. 
Perubahan yang terjadi di desa Wirokerten menjadi zona bingkai 
desa pada tahun 2007 merupakan sebuah konsekuensi meningkatnya 
kategori desa-desa di sebelah utaranya yang lebih dekat dengan kota, 
seperti Tamanan, Singosaren, dan Baturetno menjadi zona bingkai 
desa kota. Peningkatan kategori zona wilayah peri urban tersebut 
berarti semakin luasnya permukiman perkotaan dan semakin 
terbatasnya ketersediaan lahan yang bisa digunakan untuk membangun 
permukiman perkotaan sehingga kebutuhan akan lahan tersebut akan 
dipenuhi oleh desa-desa yang berada didekat wilayah tersebut. Rincian 
data mengenai prosentase penggunaan lahan yang bersifat kedesaan 
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dan kekotaan di wilayah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada lampiran 
4.    
Perubahan penggunaan lahan di wilayah perdesaan menjadi bentuk 
penggunaan lahan yang berorientasi kekotaan merupakan fenomena 
pemekaran fisik (urban sprawl) Kota Yogyakarta. Fenomena 
perkembangan desa-desa yang ada pada wilayah peri urban di 
Kabupaten Bantul selama tahun 1996 hingga tahun 2007 secara umum 
dapat dibagi menjadi 3, yaitu (1) peningkatan peningkatan zona desa 
menjadi zona wilayah peri urban,  (2) peningkatan zona dalam wilayah 
peri urban menjadi tingkat kategori zona wilayah peri urban di 
atasnya, dan (3) zona dalam wilayah peri urban yang tidak mengalami 
perubahan kategori zona. 
Peningkatan wilayah yang pada tahun 1996 masih termasuk dalam 
kategori zona desa dan pada tahun 2007 masuk dalam kategori wilayah 
peri urban (zona bingkai desa) terjadi pada beberapa desa di 
Kabupaten Bantul, seperti Bangunjiwo dan Wirokerten. Penggunaan 
lahan permukiman perkotaan yang terdapat di wilayah Bangunjiwo 
terjadi karena proses densifikasi permukiman perdesaan dan alih 
fungsi lahan persawahan. Hal yang sama juga terjadi di wilayah 
Wirokerten, permukiman perkotaan juga terjadi akibat proses 
densifikasi permukiman perdesaan dan alih fungsi lahan persawahan. 
Kebutuhan akan ruang untuk aktifitas non pertanian yang semakin 
besar juga mengakibatkan dinamika di dalam wilayah peri urban 
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sendiri. Pemanfaatan ruang yang masih ada untuk permukiman 
perkotaan membuat wilayah menjadi semakin padat. Desa-desa yang 
pada tahun 1996 masuk dalam zona bingkai desa dan mengalami 
perubahan menjadi zona bingkai desa kota terjadi di desa Bangunharjo, 
dan Panggungharjo. Perkembangan permukiman perkotaan di wilayah 
ini berasal dari proses densifikasi permukiman perdesaan dan alih 
fungsi lahan persawahan. 
Desa-desa yang mengalami perkembangan dari zona bingkai desa 
menjadi zona bingkai desa kota, yaitu Baturetno, Singosaren, 
Tamanan, dan Tirtonirmolo. Ngestiharjo merupakan zona bingkai desa 
kota yang berkembang menjadi zona bingkai kota pada tahun 2007. 
Pertambahan luas permukiman pada wilayah ini juga sebagian besar 
hasil proses densifikasi permukiman perdesaan dan alih fungsi lahan 
persawahan. 
Desa Jagalan, Potorono, dan Tamantirto adalah desa-desa yang 
tidak mengalami perubahan kategori zona wilayah peri urban. Jagalan 
merupakan desa yang sejak tahun 1996 sebagian besar penggunaan 
lahannya bersifat kekotaan, 77,91% luas wilayahnya bersifat kekotaan 
dan 22,09% bersifat kedesaan, pada tahun 2007 penggunaan lahan 
yang bersifat kedesaan tinggal 0,18%. Potorono dan Tamantirto adalah 
desa yang tetap menjadi zona bingkai desa. Rincian perkembangan 
wilayah peri urban dapat dilihat pada tabel 30. 
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Tabel 30. Perkembangan Wilayah Peri Urban 
Desa 
Zona Wilayah Peri Urban 
Luas m2 Persentase 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Bangunharjo Zona bingkai desa Zona bingkai desa kota 7300548,14 10,34 
Bangunjiwo Desa Zona bingkai desa 16248927,42 23,02 
Banguntapan Zona bingkai kota desa Zona bingkai kota desa 5598549,19 7,93 
Baturetno Zona bingkai desa Zona bingkai kota desa 6045766,11 8,56 
Jagalan Zona bingkai kota Zona bingkai kota 249569,36 0,35 
Ngestiharjo Zona bingkai desa kota Zona bingkai kota 5180101,38 7,34 
Panggungharjo Zona bingkai desa Zona bingkai desa kota 5563572,93 7,88 
Potorono Zona bingkai desa Zona bingkai desa 4073973,09 5,77 
Singosaren Zona bingkai desa Zona bingkai kota desa 1170816,05 1,66 
Tamanan Zona bingkai desa Zona bingkai kota desa 3675061,01 5,21 
Tamantirto Zona bingkai desa Zona bingkai desa 6880804,10 9,75 
Tirtonirmolo Zona bingkai desa Zona bingkai kota desa 4968886,24 7,04 
Wirokerten Desa Zona bingkai desa 3636917,16 5,15 
Sumber : Analisis Data Tahun 2011 
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c. Penggunaan Lahan Wilayah Peri Urban 
Wilayah peri urban merupakan wilayah tempat bertemunya 
aktifitas kekotaan dan kedesaan, hal ini dapat ditunjukkan dengan 
karakteristik penggunaan lahan yang terdapat di wilayah tersebut. 
Wilayah perkotaan ditandai dengan penggunaan lahan yang 100% 
bersifat kekotaan, wilayah perdesaan ditandai dengan penggunaan 
lahan yang 100% bersifat kedesaan, dan wilayah peri urban 
merupakan interaksi antara kedua wilayah tersebut yang menghasilkan 
komposisi percampuran antara sifat kekotaan dan kedesaan. 
Pada tahun 1996 penggunaan lahan permukiman perkotaan yang 
merupakan gambaran aktifitas kekotaan di wilayah peri urban seluas 
13,20% dan selebihnya adalah penggunaan lahan yang bersifat 
kedesaan, seperti hutan, kebun, permukiman perdesaan, persawahan, 
pertanian tanah kering semusim, dan tanah terbuka. Hal ini 
menunjukkan bahwa aktifitas pertanian di wilayah peri urban pada 
tahun 1996 masih sangat dominan yaitu sebesar 86,80%. 
Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan kebijakan 
pertanian yang membuat sektor pertanian kurang menarik secara 
ekonomi menjadi sebagian pendorong semakin luasnya alih fungsi 
lahan pertanian untuk kepentingan non pertanian. Kecenderungan ini 
juga tampak di wilayah peri urban Kabupaten Bantul, data pada tahun 
2007 menunjukkan lahan-lahan pertanian, seperti persawahan dan 
pertanian tanah kering semusim menunjukkan penurunan luas. Pada 
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tahun 1996 penggunaan lahan persawahan mencapai 44,12% dari 
seluruh luas wilayah peri urban, namun pada tahun 2007 tinggal 
30,15%. Pertanian tanah kering semusim pada tahun 1996 mencapai 
15,81%, namun pada tahun 2007 hanya tinggal 1,56%. Kedua lahan 
pertanian ini banyak dialihfungsikan untuk permukiman perkotaan. 
Data mengenai penggunaan lahan di wilayah peri urban secara rinci 
dapat dilihat pada tabel 31. 
Tabel 31. Penggunaan Lahan Wilayah Peri Urban 
Klasifikasi 
Penggunaan Lahan 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Luas 
(ha) Persentase 
Luas 
(ha) Persentase 
Hutan 6,08 0,07 229,36 2,57 
Kebun 44,28 0,50 158,90 1,78 
Permukiman Perdesaan 2151,28 24,06 2992,64 33,48 
Permukiman Perkotaan 1180,45 13,20 2484,30 27,79 
Persawahan 3943,91 44,12 2695,23 30,15 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 1412,93 15,81 139,32 1,56 
Tanah Terbuka 200,55 2,24 239,75 2,68 
Jumlah 8939,49 100,00 8939,49 100,00 
  Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
4. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri Urban 
Penyusutan lahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non 
pertanian per tahun pada setiap lokasi tidaklah sama, jika nilai penyusutan 
diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi dengan mengelompokkan nilai 
terkecil dan terbesar, yaitu rendah (0% - 2%), sedang (2% - 4%), dan 
tinggi (4% - 6%) maka akan dapat diamati persebaran dari tingkat 
penyusutan lahan pertanian. 
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Alih fungsi lahan dengan klasifikasi rendah terdapat di dua desa, 
yaitu Jagalan dan Wirokerten. Jagalan mempunyai laju alih fungsi lahan 
pertanian sebesar 0%, hal ini disebabkan karena memang di desa ini sudah 
tidak terdapat lahan pertanian lagi, baik itu persawahan, kebun, maupun 
pertanian tanah kering semusim. Seluruh wilayah Jagalan sudah digunakan 
untuk permukiman sejak tahun 1996, yang secara fisik dapat dibedakan 
sebagai permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Wirokerten 
mempunyai luas wilayah pertanian 2596961,55 m2 pada tahun 1996, 
namun pada tahun 2007 lahan tersebut dialihfungsikan menjadi non 
pertanian sebanyak 468796,70 m2, yang berarti 1,64% dari luas wilayah 
lahan pertanian. Secara spasial wilayah ini merupakan zona bingkai desa 
yang berbatasan langsung dengan desa atau di zona terluar dari wilayah 
peri urban di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi salahsatu faktor wilayah 
ini angka penyusutan lahannya lebih kecil dari daerah lain yang lebih 
dekat dengan Kota Yogyakarta, selain itu lokasi pendidikan tinggi yang 
juga menjadi faktor signifikan dalam alih fungsi tidak terdapat di daerah 
tersebut. 
Desa-desa yang masuk kedalam klasifikasi sedang yaitu 
Tirtonirmolo,Panggungharjo, Bangunharjo, Banguntapan, Singosaren, dan 
Potorono. Tirtonirmolo secara spasial merupakan daerah startegis karena 
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, pada tahun 1996 wilayah 
ini mempunyai luas pertanian  1787045,89 m2 yang pada tahun 1996 
terdapat 620169,85 m2 yang dialihfungsikan menjadi non pertanian, jika 
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dihitung rata-ratanya wilayah tersebut mengalami penyusutan sebesar 
3,15% per tahun. Persebaran wilayah yang mempunyai prosentase 
penyusutan lahan sedang mempunyai kecenderungan merupakan daerah 
yang dekat dengan kota dan merupakan wilayah perkembangan dari zona 
bingkai desa yang pada tahun 2007 berubah menjadi zona bingkai desa 
kota ataupun zona bingkat kota desa. 
Persebaran klasifikasi alih fungsi lahan pertanian tinggi terdapat di 
wilayah barat dan timur, seperti di Bangunjiwo, Tamantirto, Ngestiharjo, 
Tamanan, dan Baturetno. Wilayah ini banyak ditemukan lokasi 
persawahan yang dialihfungsikan oleh pengembang untuk perumahan. 
Bangunjiwo mempunyai tanah pertanian 14.261.948,80 m2 pada tahun 
1996, namun pada tahun 2007 seluas 7.635.987,14 m2 dialihfungsikan 
menjadi non pertanian. Di sebelah timur Kota Yogyakarta, salahsatu desa 
yang dapat dijadikan contoh adalah Baturetno, pada tahun 1996 
mempunyai lahan pertanian seluas 3.605.602,82 m2 yang pada tahun 2007 
dialihfungsikan seluas 1.655.201 m2 atau 4,17% dari luas wilayah 
pertaniannya. Rincian data luas alih fungsi lahan pertanian di wilayah peri 
urban dapat dilihat pada tabel 32. 
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Tabel 32. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri Urban 
DESA 
Kelas Penggunaan Lahan 
Luas (m2) Luas Total (m2) 
Persentase 
Alih Fungsi 
Lahan  
Pertanian  
Tahun 1996 Tahun 2007 
Bangunharjo Pertanian Non Pertanian 1138634,73 3988679,69 2,60 
Pertanian Pertanian 2850044,96 
Bangunjiwo 
Pertanian Kehutanan 1698873,23 
14261948,80 4,87 Pertanian Non Pertanian 7635987,14 
Pertanian Pertanian 4927088,43 
Banguntapan Pertanian Non Pertanian 673285,45 1607811,58 3,81 
Pertanian Pertanian 934526,13 
Baturetno Pertanian Non Pertanian 1655201,00 3605602,82 4,17 
Pertanian Pertanian 1950401,82 
Ngestiharjo Pertanian Non Pertanian 695608,49 1519715,05 4,16 
Pertanian Pertanian 824106,56 
Panggungharjo Pertanian Non Pertanian 688208,74 2541902,65 2,46 
Pertanian Pertanian 1853693,91 
Potorono Pertanian Non Pertanian 652639,29 2709212,05 2,19 
Pertanian Pertanian 2056572,76 
Singosaren Pertanian Non Pertanian 81621,51 363099,13 2,04 
Pertanian Pertanian 281477,62 
Tamanan Pertanian Non Pertanian 1040672,23 1956053,40 4,84 
Pertanian Pertanian 915381,17
Tamantirto 
Pertanian Kehutanan 25972,58 
4943532,10 5,33 Pertanian Non Pertanian 2899965,04 
Pertanian Pertanian 2017594,48
Tirtonirmolo 
Pertanian Kehutanan 2118,20 
1787045,89 3,15 Pertanian Non Pertanian 620169,85 
Pertanian Pertanian 1164757,84 
Wirokerten Pertanian Non Pertanian 468796,70 2596961,55 1,64 
Pertanian Pertanian 2128164,85 
Sumber : Pengolahan Data Citra Digital Tahun 2011 
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5. Sertifikasi Prona/Proda di Wilayah Peri Urban 
Percepatan pendaftaran tanah melalui prona/proda merupakan 
salahsatu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang 
lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, 
berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa 
dan konflik pertanahan. 
Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program 
percepatan pendaftaran tanah melalui prona/proda di beberapa desa yang 
termasuk dalam wilayah peri urban, seperti Bangunharjo, Potorono, 
Tamanan, Singosaren, dan Wirokerten. Luas sertifikasi prona/proda di 
wilayah desa Bangunharjo 103529,37 m2, Potorono seluas 318456,64 m2, 
Singosaren seluas 490440,50 m2, Tamanan seluas 652592,42 m2, dan 
Wirokerten seluas 488659,85 m2. 
Penggunaan lahan yang disertifikasi melalui program prona/proda 
pada umumnya adalah permukiman perdesaan dan persawahan yang 
mengelompok pada satu lokasi. Dinamika wilayah peri urban akibat 
pengaruh dari Kota Yogyakarta membawa konsekuensi beberapa 
penggunaan lahan selama tahun 1996 – tahun 2007 mengalami perubahan. 
Permukiman perdesaan di setiap desa mengalami perkembangan menjadi 
permukiman perkotaan, hal ini berarti terjadi proses densifikasi 
permukiman perdesaan sehingga menjadi permukiman perkotaan. 
Beberapa literatur menyebutkan bahwa proses densifikasi banyak 
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dilakukan oleh individu yang terjadi akibat jual beli tanah dan proses 
pemecahan waris. Proses alih fungsi lahan pertanian yang berupa lahan 
persawahan juga banyak terjadi, persawahan dialihfungsikan menjadi 
permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Proses alih fungsi 
lahan persawahan pada umumnya merupakan alih fungsi yang dilakukan 
oleh para pengembang perumahan. Data penggunaan lahan yang telah 
disertifikasi melalui prona/proda dapat dilihat pada tabel 33. 
Tabel 33. Penggunaan Lahan Hasil Sertifikasi Prona/Proda 
Klasifikasi 
Penggunaan 
Lahan 
Penggunaan Lahan 
Luas (m2) Tahun 1996 Tahun 2007 
Bangunharjo 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 12570,75 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan 2773,74 
Persawahan Permukiman Perdesaan 782,84 
Persawahan Permukiman Perkotaan 3813,82 
Persawahan Persawahan 83588,22 
Potorono 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 169891,89 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan 8638,65 
Persawahan Permukiman Perdesaan 12401,28 
Persawahan Permukiman Perkotaan 141,49 
Persawahan Persawahan 127383,33 
Singosaren 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 24711,70 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan 168230,62 
Persawahan Permukiman Perdesaan 3842,61 
Persawahan Permukiman Perkotaan 75399,92 
Persawahan Persawahan 218255,65 
Tamanan 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 83657,04 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan 45275,08 
Persawahan Permukiman Perdesaan 6742,04 
Persawahan Permukiman Perkotaan 197993,79 
Persawahan Persawahan 318008,86 
Tanah Terbuka Permukiman Perkotaan 12,34 
Tanah Terbuka Persawahan 903,27 
Wirokerten 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 128079,84 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan 2244,96 
Persawahan Permukiman Perdesaan 30928,36 
Persawahan Permukiman Perkotaan 6300,37 
Persawahan Persawahan 321106,32 
     Sumber : Pengolahan Data Tahun 2011 
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6. Pengaruh Program Sertifikasi Prona/Proda terhadap Alih Fungsi 
Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Wilayah Peri 
Urban 
Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul salahsatunya 
melalui program sertifikasi lahan pertanian. Pemberian sertifikat hak atas 
tanah kepada penduduk diikuti dengan syarat bahwa tanah tersebut 
minimal 5 tahun tidak akan dialihfungsikan untuk peruntukan non 
pertanian. Hal ini diharapkan akan mampu menekan penyusutan lahan 
pertanian di wilayah ini. Data mengenai luas lahan pertanian dan rata-rata 
penyusutan lahan pertanian pada tanah-tanah yang telah diberikan 
sertifikat hak atas tanah dapat dilihat pada tabel 34. 
Tabel 34. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian  
        Bersertifikat Hak Atas Tanah 
Desa Zona WPU 
Luas Lahan Pertanian 
Bersertifikat 
Luas Alih Fungsi 
Lahan Th 1996 - 2007 
Bangunharjo ZBDK 88184,88 4596,66 
Potorono ZBKD 120267,28 12401,28 
Potorono ZBKD 19658,82 141,49 
Singosaren ZBD 297498,18 79242,53 
Tamanan ZBKD 107136,95 0,00 
Tamanan ZBKD 415607,74 204735,83 
Wirokerten ZBD 318428,83 10660,98 
Wirokerten ZBD 39906,22 26567,75 
   Sumber : Pengolahan Data Citra Digital Tahun 2011 
Jika dilihat pada data tersebut menunjukkan bahwa luas alih fungsi 
lahan pertanian tahun mengikuti luas tanah pertanian yang telah diberikan 
sertifikat hak atas tanah. Setiap kenaikan luasan dari lahan pertanian yang 
telah diberikan sertifikat hak atas tanah maka diikuti juga dengan kenaikan 
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luas alih fungsi lahan pertanian. Hal ini berarti kedua variabel tersebut 
mempunyai hubungan yang positif. 
Asumsi hubungan antara luas lahan pertanian yang belum diberikan 
sertifikat hak atas tanah dengan luas alih fungsi lahan tersebut juga bernilai 
positif. Hal ini didasarkan kebutuhan akan lahan non pertanian yang 
semakin besar untuk menunjang aktifitas Kota Yogyakarta, sehingga 
seberapapun luas ketersediaan lahan pertanian yang dapat dengan mudah 
dialihfungsikan menjadi non pertanian tetap akan diserap oleh pasar, 
hanya nilai luasan alih fungsi lahan pertaniannya jauh lebih besar lahan 
pertanian yang belum diberikan hak atas tanah daripada lahan pertanian 
yang sudah diberikan hak atas tanahnya. 
Data luas alih fungsi lahan pertanian yang belum diberikan hak atas 
tanah di wilayah yang terdapat PRONA/PRODA menguatkan asumsi 
mengenai hubungan yang positif dengan luas lahan pertaniannya. Setiap 
penambahan luas lahan pertanian yang belum diberikan hak atas tanah 
diikuti penambahan luas alih fungsi lahannya. Rincian data tersebut dapat 
dilihat pada tabel 35. 
Tabel 35. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian  
                   Belum Bersertifikat Hak Atas Tanah 
Desa Zona WPU 
Luas Lahan Pertanian 
Tidak Bersertifikat 
Luas Alih Fungsi 
Lahan Th 1996 - 2007 
Bangunharjo ZBDK 3900494,80 1134038,07 
Potorono ZBKD 2569285,94 640096,52 
Singosaren ZBD 65600,95 2378,98 
Tamanan ZBKD 1433308,70 835936,41 
Wirokerten ZBD 2238626,54 431568,01 
  Sumber : Pengolahan Data Citra Digital Tahun 2011 
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Gambaran secara umum yang terlihat dari kedua data tersebut diatas, 
baik pada lahan-lahan pertanian yang telah disertifikasi dengan lahan 
pertanian yang belum disertifikasi mempunyai hubungan yang postitif. 
Pengaruh status lahan pertanian terhadap persentase alih fungsi 
penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dapat dianalisis 
menggunakan tabel silang seperti pada tabel 36. 
Tabel 36. Tabulasi Silang Status Tanah dan Alih Fungsi Penggunaan  
                Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian 
  
Belum Bersertifikat Bersertifikat 
Jumlah 
Jumlah  
(Piksel) Persentase 
Jumlah  
(Piksel) Persentase 
Persawahan - 
Persawahan 7956 70,48 1191 75,96 9147
Persawahan - 
Permukiman Desa 1602 14,19 62 3,95 1664
Persawahan - 
Permukiman 
Perkotaan 
1730 15,33 315 20,09 2045
Jumlah 11288 100 1568 100 12856
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2011 
Desa yang di wilayah peri urban yang terdapat PRONA/PRODA 
sebanyak 5 desa, yaitu Desa Bangunharjo, Desa Potorono, Desa 
Singosaren, Desa Tamanan, dan Desa Wirokerten. Program tersebut 
terdapat di 8 lokasi, data menunjukkan bahwa selama tahun 1996 hingga 
2007 penggunaan lahan pertanian yang diberikan hak atas tanah adalah 
persawahan, tidak ada penggunaan lahan pertanian lahan kering semusim 
dan kebun. Persawahan baik yang telah diberikan hak atas tanah maupun 
Status Tanah 
Alih Fungsi 
Lahan  
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yang belum diberikan hak atas tanah dialih fungsikan menjadi 
permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.  
Data-data yang diolah pada tabel silang menunjukkan bahwa 70,48% 
dari keseluruhan lahan pertanian yang belum diberikan hak atas tanah 
tidak mengalami alih fungsi untuk peruntukkan non pertanian, sedangkan 
pada lahan yang telah diberikan hak atas tanah sebesar 75,96% dari 
keseluruhan lahan tersebut tidak mengalami alih fungsi untuk peruntukkan 
non pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 
1996 hingga 2007 pemberian sertifikat hak atas tanah mampu menahan 
luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebesar 5,48% yang 
dihitung dari selisih persentase lahan pertanian yang tidak mengalami alih 
fungsi untuk peruntukkan non pertanian pada lahan pertanian yang telah 
bersertifikat dan belum bersertifikat hak atas tanah. 
Alih fungsi tanah pertanian dalam hal ini persawahan menjadi 
permukiman perdesaan pada umumnya dilakukan oleh perseorangan, 
hanya beberapa yang dilakukan oleh pengembang, terutama pengembang-
pengembang kecil yang membangun perumahan kecil dekat dengan lokasi 
permukiman perdesaan yang sudah ada terlebih dahulu. Data pada tabel 
silang menunjukkan kecenderungan bahwa alih fungsi menjadi 
permukiman perdesaan terjadi pada lahan pertanian yang belum diberikan 
sertifikat hak atas tanah, hal ini menguatkan bahwa memang pada lahan-
lahan yang belum bersertifikat banyak dialihfungsikan oleh perseorangan 
yang ketika melakukan proses alih fungsi tanpa menggunakan ijin 
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sehingga tidak memerlukan data administrasi hak atas tanah yang berupa 
sertifikat sebagai salahsatu syaratnya. Struktur permukiman perdesaan 
dengan pekarangan yang cukup luas yang ditanami pohon-pohon seperti 
kelapa dan nangka memang pada umumnya dibuat oleh masyarakat desa, 
pengembang perumahan tidak pernah membuat struktur permukiman yang 
seperti itu. 
Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman perkotaan 
menunjukkan kecenderungan terjadi pada lahan yang telah bersertifikat, 
ditunjukkan dengan kejadian tersebut terjadi sebesar 20,09 % dari luas 
keseluruhan lahan pertanian bersertifikat. Hal ini banyak dilakukan oleh 
pengembang perumahan yang membutuhkan proses perijinan untuk 
mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pengembang 
perumahan akan lebih memilih lahan-lahan yang memiliki sertifikat hak 
atas tanah, baik itu sertifikat hak milik atau hak guna bangunan karena 
diperlukan dalam proses perijinan alih fungsi. 
Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih relatih rendah 
menyebabkan sertifikasi tanah pertanian menjadi tidak mempunyai 
pengaruh signifikan, hal ini ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat 
yang masih rendah untuk mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) 
padahal hal ini menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan 
pengendalian pendirian bangunan. Faktor ekonomi menjadi faktor lain 
dalam masalah ini yang bisa dilihat dari landrent lahan pertanian dan land 
value (nilai lahan) dari lahan pertanian yang telah disertifikasi. Beberapa 
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penelitian menunjukkan bahwa landrent lahan pertanian jauh lebih kecil 
jika dibandingkan dengan landrent lahan non pertanian, sehingga secara 
ekonomis penggunaan lahan non pertanian jauh lebih ekonomis, hal ini 
menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan 
pertanian. Nilai lahan yang telah mempunyai sertifikat memiliki nilai 
lahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai lahan yang belum 
mempunyai sertifikat, dalam beberapa temuan dilapangan juga 
memperlihatkan bahwa pengembang lebih menyukai lahan yang 
bersertifikat karena fungsi sertifikat yang dapat diagunkan untuk 
memperoleh kredit dari bank. Ketiadaan instrumen insentif bagi 
masyarakat yang mempertahankan lahannya untuk pertanian semakin 
membuat penggunaan lahan pertanian tidak mempu bersaing dengan 
penggunaan lahan non pertanian. Fakta-fakta di lapangan yang ditemui 
menunjukkan bahwa nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) antara lahan 
yang digunakan untuk persawaahan dan permukiman pada daerah-daerah 
strategis adalah sama, sehingga nilai pajak akan semakin memberatkan 
pemilik lahan yang digunakan untuk pertanian. Faktor-faktor tersebut yang 
dapat menjelaskan bahwa status lahan tidak mampu secara signifikan 
mengurangi penyusutan lahan pertanian menjadi non pertanian. 
Diagram yang menunjukkan hubungan antara luas lahan pertanian 
yang telah disertifikasi, belum disertifikasi, dan luas alih fungsi lahan 
pertanian, seperti pada gambar 30. Garis biru yang menunjukkan 
hubungan luas lahan pertanian yang bersertifikat dengan luas alih fungsi 
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lahan pertanian menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan 
dengan lahan yang belum bersertifikat yang ditunjukkan dengan garis 
warna coklat. Lahan pertanian bersertifikat mempunyai kecenderungan 
kejadian luas alih fungsi lahan yang lebih besar pada luas lahan pertanian 
yang bersertifikat mendekati 50 ha, hal ini ditunjukkan dengan garis biru 
yang memotong garis coklat pada nilai luas lahan pertanian sekitar 50 ha. 
 
Gambar 30. Diagram Hubungan Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi 
Lahan Pertanian per Tahun (Hasil Pengolahan Data Tahun 2011). 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat ditarik sejumlah 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Analisis uji ketelitian dengan menggunakan Confusion Matrix Calculation 
diketahui bahwa tingkat ketelitian hasil klasifikasi digital dengan metode 
contextual and multisource classification pada citra digital Landsat TM 
tahun 1996 dan citra ASTER tahun 2007 untuk pemetaan penggunaan 
lahan di wilayah peri urban Kabupaten Bantul masing-masing adalah 
89,57% dan 92,20%. Hal ini berarti bahwa data hasil klasifikasi digital ini 
layak untuk digunakan analisis selanjutnya yang menggunakan data 
tersebut. 
2. Zona wilayah peri urbani yang yang didelimitasi berdasarkan penggunaan 
lahan hasil klasifikasi digital citra landsat TM dan ASTER, yaitu : 
a. Wilayah peri urban Kota Yogyakarta di Kabupaten Bantul tahun 1996 
Delimitasi zona wilayah peri urban didasarkan pada karakteristik 
antara penggunaan lahan yang bersifat kedesaan dan kekotaan dengan 
unit analisis adalah administrasi desa. Penggunaan lahan kedesaan 
merupakan cerminan aktifitas pertanian dan penggunaan lahan 
kekotaan merupakan cerminan aktifitas non pertanian. Pada tahun 
1996 sebanyak 11 desa di Kabupaten Bantul termasuk dalam zona 
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wilayah peri urban, yaitu zona bingkai desa (Bangunharjo, Baturetno, 
Panggungharjo, Potorono, Singosaren, Tamanan, Tamantirto, dan 
Tirtonirmolo), zona bingkai desa kota (Ngestiharjo), dan zona bingkai 
kota (Banguntapan dan Jagalan). 
b. Wilayah peri urban Kota Yogyakarta di Kabupaten Bantul tahun 2007 
Dinamika penggunaan lahan selama 11 tahun menyebabkan 
perubahan-perbahan zona wilayah peri urban di Kabupaten Bantul. 
Terdapat 2 fenomena dinamika di wilayah peri urban, yaitu (1) 
peningkatan zona wilayah peri urban menjadi zona yang lebih 
dominan sifat kekotaannya daripada sifat kedesaannya, (2) 
pertambahan luas wilayah peri urban yang semakin menjauhi wilayah 
kota. Pada tahun 2007 desa-desa di wilayah Kabupaten Bantul yang 
dapat diklasifikasikan kedalam zona peri urban sebanyak 13 desa, 
terdapat penambahan 2 desa yang pada tahun 1996 masih termasuk 
zona desa namun pada tahu 2007 berkembang menjadi zona bingkai 
desa, yaitu desa Bangunjiwo dan Wirokerten. Desa-desa yang pada 
tahun 1996 masuk dalam zona bingkai desa dan mengalami perubahan 
menjadi zona bingkai desa kota terjadi di desa Bangunharjo, dan 
Panggungharjo. Baturetno, Singosaren, Tamanan, dan Tirtonirmolo 
merupakan desa yang mengalami perkembangan dari zona bingkai 
desa menjadi zona bingkai desa kota. Desa Jagalan, Potorono, dan 
Tamantirto adalah desa-desa yang tidak mengalami perubahan kategori 
zona wilayah peri urban. 
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3. Luas alih fungsi lahan pertanian di wilayah peri urban Kabupaten Bantul 
Dinamika penggunaan lahan yang terjadi selama 11 tahun sebagai 
konsekuensi dari meningkatnya aktifitas kota membuat alih fungsi lahan 
pertanian terjadi tidak terkendali. Desa Wirokerten terjadi alih fungsi 
seluas 468796,70 m2 (1,64 %), Desa Bangunharjo seluas 1138634,73 m2 
(2,60 %), Desa Bangunjiwo seluas 7635987,14 m2 (4,87 %), Desa 
Banguntapan seluas 673285,45 m2 (3,81 %), Desa Baturetno seluas 
1655201,00 m2 (4,17 %), Desa Ngestiharjo seluas 695608,49 (4,16 %), 
Desa Panggungharjo seluas 688208,74 m2 (2,46 %), Desa Potorono seluas 
652639,29 m2 (2,19 %), Desa Singosaren seluas 81621,51 m2 (2,04 %), 
Desa Tamanan seluas 1040672,23 m2 (4,84 %), Desa Tamantirto seluas 
2899965,04 m2 (5,33 %), dan Desa Tirtonirmolo seluas 620169,85 m2 
(3,15 %). 
4. Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang, didapatkan hasil: 
a. Analisis statistik dengan tabel silang membuktikan bahwa 
kecenderungan status tanah tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap alih fungsi penggunaan lahan pertanian, hal ini ditunjukkan 
bahwa selama tahun 1996 hingga 2007 hanya terjadi perbedaan 5,48 % 
luas lahan yang tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian pada 
lahan bersertifikat dan belum bersertifikat. 
b. Diagram hubungan antara luas lahan pertanian yang bersertifikat dan 
belum bersertifikat dengan luas alih fungsi lahan pertanian 
menunjukkan bahwa luas alih fungsi lahan pertanian yang bersertifikat 
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lebih kecil daripada lahan yang belum bersertifikat. Namun, lahan 
pertanian bersertifikat mempunyai kecenderungan kejadian luas rata-
rata alih fungsi lahan yang lebih besar pada luas lahan pertanian yang 
bersertifikat mendekati 50 ha, hal ini ditunjukkan dengan garis biru 
yang memotong garis coklat pada nilai luas lahan pertanian sekitar 50 
ha. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan penelitian yang telah diperoleh tersebut, penulis 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan citra digital penginderaan jauh untuk keperluan monitoring 
pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sangat 
dibutuhkan mengingat keunggulan dari data citra yang efisien, akurat, dan 
relatif lebih murah jika dibandingkan dengan survey pemetaan terestrial. 
2. Penggunaan lahan pertanian di wilayah peri urban seharusnya dipantau 
secara periodik agar dapat diketahui penyimpangan penggunaan lahan 
sejak awal. 
3. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan luasan suatu blok persawahan 
yang akan diberikan sertifikat hak atas tanah melalui PRONA/PRODA, 
agar tidak kontradiktif dengan tujuan semula yang seharusnya sebagai 
instrumen pengendali tetapi menjadi salahsatu faktor untuk 
mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut menjadi non pertanian.  
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Lampiran 1. Tabel Luas Desa di Kabupaten Bantul 
 
No Desa Kecamatan Luas (km2) 
Prosentase 
Terhadap Luas 
Wilayah 
1 Sumbermulyo 
Bambanglipuro 
8,14 1,58 
2 Mulyodadi 7,23 1,40 
3 Sidomulyo 7,11 1,38 
4 Baturetno 
Banguntapan 
6,05 1,17 
5 Wirokerten 3,64 0,71 
6 Potorono 4,07 0,79 
7 Singosaren 1,17 0,23 
8 Jambidan 3,78 0,73 
9 Tamanan 3,68 0,71 
10 Jagalan 0,25 0,05 
11 Banguntapan 5,60 1,08 
12 Bantul 
Bantul 
5,49 1,06 
13 Ringinharjo 2,78 0,54 
14 Trirenggo 5,86 1,14 
15 Sabdodadi 2,42 0,47 
16 Palbapang 5,56 1,08 
17 Terong 
Dlingo 
8,87 1,72 
18 Temuwuh 7,43 1,44 
19 Jatimulyo 9,64 1,87 
20 Muntuk 13,76 2,67 
21 Mangunan 11,86 2,30 
22 Dlingo 9,34 1,81 
23 Wukirsari 
Imogiri 
15,02 2,91 
24 Imogiri 1,00 0,19 
25 Karangtalun 1,20 0,23 
26 Girirejo 3,09 0,60 
27 Kebonagung 1,93 0,37 
28 Karangtengah 3,08 0,60 
29 Sriharjo 5,82 1,13 
30 Selopamioro 20,80 4,03 
31 Trimulyo 
Jetis 
6,55 1,27 
32 Sumberagung 6,14 1,19 
33 Patalan 5,69 1,10 
34 Canden 5,37 1,04 
35 Tamantirto 
Kasihan 
6,88 1,33 
36 Tirtonirmolo 4,97 0,96 
37 Bangunjiwo 16,25 3,15 
38 Ngestiharjo 5,18 1,00 
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No Desa Kecamatan Luas (km2) 
Prosentase 
Terhadap Luas 
Wilayah 
39 Tirtomulyo 
Kretek 
4,16 0,81 
40 Parangtritis 11,05 2,14 
41 Tirtosari 2,42 0,47 
42 Tirtohargo 3,98 0,77 
43 Donotirto 4,62 0,90 
44 Guwosari 
Pajangan 
8,41 1,63 
45 Triwidadi 12,20 2,36 
46 Sendangsari 11,80 2,29 
47 Caturharjo 
Pandak 
6,18 1,20 
48 Triharjo 6,90 1,34 
49 Wijirejo 4,56 0,88 
50 Gilangharjo 7,06 1,37 
51 Srimulyo 
Piyungan 
15,35 2,97 
52 Sitimulyo 10,53 2,04 
53 Srimartani 8,26 1,60 
54 Wonokromo 
Pleret 
4,77 0,92 
55 Bawuran 5,16 1,00 
56 Wonolelo 4,77 0,92 
57 Segoroyoso 5,09 0,99 
58 Pleret 4,31 0,84 
59 Srihardono 
Pundong 
7,26 1,41 
60 Panjangrejo 5,65 1,09 
61 Seloharjo 11,84 2,29 
62 Gadingsari 
Sanden 
9,62 1,86 
63 Murtigading 4,35 0,84 
64 Srigading 7,85 1,52 
65 Gadingharjo 2,88 0,56 
66 Argomulyo 
Sedayu 
10,21 1,98 
67 Argosari 7,36 1,43 
68 Argorejo 7,47 1,45 
69 Argodadi 10,66 2,07 
70 Bangunharjo 
Sewon 
7,30 1,41 
71 Panggungharjo 5,56 1,08 
72 Pendowoharjo 6,67 1,29 
73 Timbulharjo 8,26 1,60 
74 Poncosari Srandakan 
11,88 2,30 
75 Trimurti 7,03 1,36 
Jumlah 516,13 100,00 
       Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2011 
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Lampiran 2. Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul 
 
Penggunaan Lahan 
Luas (ha) 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Hutan 
Hutan 1159,63 
Kebun 23,38 
Perairan Darat 0,03 
Permukiman Perdesaan 59,44 
Persawahan 8,42 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 7,74 
Tanah Terbuka 35,23 
Kebun 
Hutan 1463,54 
Kebun 48,57 
Perairan Darat 1,52 
Permukiman Perdesaan 770,64 
Persawahan 88,39 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 237,71 
Tanah Terbuka 613,31 
Perairan Darat 
Hutan 1,15 
Perairan Darat 84,78 
Permukiman Perdesaan 6,03 
Persawahan 56,82 
Tanah Terbuka 26,24 
Permukiman Perdesaan Permukiman Perdesaan 10962,72 
Permukiman Perkotaan 680,64 
Permukiman Perkotaan Permukiman Perkotaan 1180,45 
Persawahan 
Hutan 28,46 
Kebun 0,06 
Perairan Darat 20,86 
Permukiman Perdesaan 5852,60 
Permukiman Perkotaan 635,01 
Persawahan 11618,93 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 9,51 
Tanah Terbuka 139,92 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 
Hutan 2435,11 
Kebun 1153,35 
Perairan Darat 6,71 
Permukiman Perdesaan 4342,30 
Permukiman Perkotaan 1,87 
Persawahan 494,80 
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Penggunaan Lahan 
Luas (ha) 
Tahun 1996 Tahun 2007 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 617,01 
Tanah Terbuka 1174,39 
Tanah Terbuka 
Hutan 272,54 
Kebun 42,43 
Perairan Darat 166,51 
Permukiman Perdesaan 1087,23 
Permukiman Perkotaan 1,10 
Persawahan 973,65 
Pertanian Tanah Kering 
Semusim 259,22 
Tanah Terbuka 2763,50 
      Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
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Lampiran 3. Tabel Persentase Sifat Penggunaan Lahan Tahun 1996 
DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Argodadi Kedesaan 10657238,85 100,00 
Argomulyo Kedesaan 10208277,78 100,00 
Argorejo Kedesaan 7468806,38 100,00 
Argosari Kedesaan 7362106,48 100,00 
Bangunharjo Kedesaan 6487475,70 
88,86 
Kekotaan 813072,45 11,14 
Bangunjiwo Kedesaan 16248927,34 100,00 
Banguntapan Kedesaan 2547310,70 
45,50 
Kekotaan 3051238,52 54,50 
Bantul Kedesaan 4976612,05
90,66 
Kekotaan 512589,05 9,34 
Baturetno Kedesaan 4794707,46 
79,31 
Kekotaan 1251058,67 20,69 
Bawuran Kedesaan 5163399,80 100,00 
Canden Kedesaan 5353682,70 
99,72 
Perairan Darat 15016,35 0,28 
Caturharjo Kedesaan 6180448,67 100,00 
Dlingo Kedesaan 9343231,11 100,00 
Donotirto Kedesaan 4623986,21 100,00 
Gadingharjo Kedesaan 2881663,09 100,00 
Gadingsari Kedesaan 9619384,49 100,00 
Gilangharjo Kedesaan 7058202,12 100,00 
Girirejo Kedesaan 3091324,82 100,00 
Guwosari Kedesaan 8409333,29 100,00 
Imogiri Kedesaan 1000400,19 100,00 
Jagalan Kedesaan 55129,27 
22,09 
Kekotaan 194440,07 77,91 
Jambidan Kedesaan 3777350,25 100,00 
Jatimulyo Kedesaan 9644955,65 100,00 
Karangtalun Kedesaan 1196815,68 100,00 
Karangtengah Kedesaan 3075975,50 100,00 
Kebonagung Kedesaan 1930808,76 
99,98 
Perairan Darat 309,20 0,02 
Mangunan Kedesaan 11855429,31 100,00 
Mulyodadi Kedesaan 7234587,49 100,00 
Muntuk Kedesaan 13761729,55 100,00 
Murtigading Kedesaan 4354297,39 100,00 
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DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Ngestiharjo Kedesaan 2443749,56 
47,18 
Kekotaan 2736343,79 52,82 
Palbapang Kedesaan 5556773,84 100,00 
Panggungharjo Kedesaan 4291694,07
77,14 
Kekotaan 1271878,89 22,86 
Panjangrejo Kedesaan 5646763,85 100,00 
Parangtritis Kedesaan 10986077,92
99,41 
Perairan Darat 65631,57 0,59 
Patalan Kedesaan 5694313,96 100,00 
Pendowoharjo Kedesaan 6674740,29 100,00 
Pleret Kedesaan 4309939,63 100,00 
Poncosari Kedesaan 11034881,74 
92,90 
Perairan Darat 843397,61 7,10 
Potorono Kedesaan 3969550,53 
97,44 
Kekotaan 104422,58 2,56 
Ringinharjo Kedesaan 2735092,95 
98,45 
Kekotaan 43105,04 1,55 
Sabdodadi Kedesaan 2422704,74 100,00 
Segoroyoso Kedesaan 5091699,39 100,00 
Seloharjo Kedesaan 11838932,85 100,00 
Selopamioro Kedesaan 20791273,54 
99,95 
Perairan Darat 9460,04 0,05 
Sendangsari Kedesaan 11797174,55 100,00 
Sidomulyo Kedesaan 7105743,21 100,00 
Singosaren Kedesaan 1116204,16
95,34 
Kekotaan 54611,80 4,66 
Sitimulyo Kedesaan 10534028,79 100 
Srigading Kedesaan 7726076,38
98,46 
Perairan Darat 121002,17 1,54 
Srihardono Kedesaan 7252071,66 
99,94 
Perairan Darat 4335,72 0,06 
Sriharjo Kedesaan 5813582,51 
99,94 
Perairan Darat 3747,83 0,06 
Srimartani Kedesaan 8258024,03 100,00 
Srimulyo Kedesaan 15351978,82 100,00 
Sumberagung Kedesaan 6135643,33 100,00 
Sumbermulyo Kedesaan 8138319,18 100,00 
Tamanan Kedesaan 2924991,59 
79,59 
Kekotaan 750069,41 20,41 
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DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Tamantirto Kedesaan 6847931,37 
99,52 
Kekotaan 32872,72 0,48 
Temuwuh Kedesaan 7431101,31 100,00 
Terong Kedesaan 8866100,10 100,00 
Timbulharjo Kedesaan 8259854,31 100,00 
Tirtohargo Kedesaan 3744362,88 
94,06 
Perairan Darat 236466,21 5,94 
Tirtomulyo Kedesaan 4164103,78 100,00 
Tirtonirmolo Kedesaan 4009716,18 
80,70 
Kekotaan 959170,00 19,30 
Tirtosari Kedesaan 2424709,58 100,00 
Triharjo Kedesaan 6904825,93 100,00 
Trimulyo Kedesaan 6535772,67 
99,80 
Perairan Darat 13389,59 0,20 
Trimurti Kedesaan 6617516,19 
94,17 
Perairan Darat 409393,21 5,83 
Trirenggo Kedesaan 5861685,97 100,00 
Triwidadi Kedesaan 12203642,34 100,00 
Wijirejo Kedesaan 4558898,46 100,00 
Wirokerten Kedesaan 3636917,20 100,00 
Wonokromo Kedesaan 4773764,84 100,00 
Wonolelo Kedesaan 4768719,43 100,00 
Wukirsari Kedesaan 14994044,42 
99,81 
Perairan Darat 27990,39 0,19 
          Sumber : Pengolahan Citra Digital Tahun 2011 
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Lampiran 3. Tabel Persentase Sifat Penggunaan Lahan Tahun 2007 
 
DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Argodadi Kedesaan 10501121,46 
98,54 
Perairan Darat 156117,06 1,46 
Argomulyo Kedesaan 10208278,00 100,00 
Argorejo Kedesaan 7468806,41 100,00 
Argosari Kedesaan 7287344,10 
98,98 
Perairan Darat 74762,18 1,02 
Bangunharjo Kedesaan 5211624,05 
71,39 
Kekotaan 2088923,92 28,61 
Bangunjiwo Kedesaan 16068989,12 
98,89 
Kekotaan 179938,38 1,11 
Banguntapan Kedesaan 1498439,00 
26,76 
Kekotaan 4100109,99 73,24 
Bantul Kedesaan 4854787,25 
88,44 
Kekotaan 634413,83 11,56 
Baturetno Kedesaan 2570762,56 
42,52 
Kekotaan 3475003,70 57,48 
Bawuran Kedesaan 5163399,83 100,00 
Canden Kedesaan 5227824,35 
97,38 
Perairan Darat 140874,71 2,62 
Caturharjo Kedesaan 6180448,67 100,00 
Dlingo Kedesaan 9338002,87
99,94 
Perairan Darat 5228,14 0,06 
Donotirto Kedesaan 4486236,51 
97,02 
Perairan Darat 137749,71 2,98 
Gadingharjo Kedesaan 2881663,10 100,00 
Gadingsari Kedesaan 9594662,81 
99,74 
Perairan Darat 24721,50 0,26 
Gilangharjo Kedesaan 7058202,11 100,00 
Girirejo Kedesaan 3091324,87 100,00 
Guwosari Kedesaan 8409333,34 100,00 
Imogiri Kedesaan 1000395,01 
100,00 
Perairan Darat 5,16 0,00 
Jagalan Kedesaan 461,67 
0,18 
Kekotaan 249107,66 99,82 
Jambidan Kedesaan 3777350,13 100,00 
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DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Jatimulyo Kedesaan 9644911,82 
100,00 
Perairan Darat 43,97 0,00 
Karangtalun Kedesaan 1191460,63 
99,55 
Perairan Darat 5355,03 0,45 
Karangtengah Kedesaan 3075975,57 100,00 
Kebonagung Kedesaan 1929392,75 
99,91 
Perairan Darat 1725,22 0,09 
Mangunan Kedesaan 11854666,51 
99,99 
Perairan Darat 762,72 0,01 
Mulyodadi Kedesaan 7234587,51 100,00 
Muntuk Kedesaan 13761729,51 100,00 
Murtigading Kedesaan 4354297,37 100,00 
Ngestiharjo Kedesaan 1251899,00 
24,17 
Kekotaan 3928194,28 75,83 
Palbapang Kedesaan 5556773,83 100,00 
Panggungharjo Kedesaan 3314692,37 
59,58 
Kekotaan 2248880,51 40,42 
Panjangrejo Kedesaan 5646763,81 100,00 
Parangtritis Kedesaan 10594630,91 
95,86 
Perairan Darat 457078,60 4,14 
Patalan Kedesaan 5694313,97 100,00 
Pendowoharjo Kedesaan 6527154,33 
97,79 
Kekotaan 147586,06 2,21 
Pleret Kedesaan 4309939,66 100,00 
Poncosari Kedesaan 11249186,92
94,70 
Perairan Darat 629092,14 5,30 
Potorono Kedesaan 3686546,23 
90,49 
Kekotaan 387427,01 9,51 
Ringinharjo Kedesaan 2734518,01 
98,43 
Kekotaan 43679,95 1,57 
Sabdodadi Kedesaan 2422704,74 100,00 
Segoroyoso Kedesaan 5091699,54 100,00 
Seloharjo Kedesaan 11777255,53 
99,48 
Perairan Darat 61677,35 0,52 
Selopamioro Kedesaan 20724628,86 
99,63 
Perairan Darat 76104,84 0,37 
Sendangsari Kedesaan 11604442,81 
98,37 
Perairan Darat 192731,54 1,63 
Sidomulyo Kedesaan 7105743,20 100,00 
 
 
L - 10 
DESA 
Sifat 
Penggunaan 
Lahan 
Luas (m2) 
Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Singosaren Kedesaan 381308,93 
32,57 
Kekotaan 789507,02 67,43 
Sitimulyo Kedesaan 10534028,79 100 
Srigading Kedesaan 7563678,08
96,39 
Perairan Darat 283400,51 3,61 
Srihardono Kedesaan 7217636,36 
99,47 
Perairan Darat 38770,97 0,53 
Sriharjo Kedesaan 5815027,76 
99,96 
Perairan Darat 2302,51 0,04 
Srimartani Kedesaan 8258024,00 100,00 
Srimulyo Kedesaan 15351978,96 100,00 
Sumberagung Kedesaan 6128227,90 
99,88 
Perairan Darat 7415,42 0,12 
Sumbermulyo Kedesaan 8138319,10 100,00 
Tamanan Kedesaan 1559704,02 
42,44 
Kekotaan 2115357,02 57,56 
Tamantirto Kedesaan 5364268,56 
77,96 
Kekotaan 1516535,49 22,04 
Temuwuh Kedesaan 7431101,28 100,00 
Terong Kedesaan 8866100,13 100,00 
Timbulharjo Kedesaan 8259854,44 100,00 
Tirtohargo Kedesaan 3726773,78 
93,62 
Perairan Darat 254055,30 6,38 
Tirtomulyo Kedesaan 4164103,81 100,00 
Tirtonirmolo Kedesaan 2357526,35
47,45 
Kekotaan 2611359,90 52,55 
Tirtosari Kedesaan 2424709,54 100,00 
Triharjo Kedesaan 6897985,83
99,90 
Perairan Darat 6840,12 0,10 
Trimulyo Kedesaan 6548269,01 
99,99 
Perairan Darat 893,24 0,01 
Trimurti Kedesaan 6922551,74 
98,51 
Perairan Darat 104357,67 1,49 
Trirenggo Kedesaan 5861685,93 100,00 
Triwidadi Kedesaan 12064904,37 
98,86 
Perairan Darat 138737,93 1,14 
Wijirejo Kedesaan 4558898,42 100,00 
Wirokerten Kedesaan 3191974,82 
87,77 
Kekotaan 444942,27 12,23 
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Prosentase     
(SPL per 
Desa) 
Wonokromo Kedesaan 4773764,89 100,00 
Wonolelo Kedesaan 4768719,39 100,00 
Wukirsari 
Kedesaan 15018835,67 99,98 
Perairan Darat 3199,03 0,02 
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